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KATA PENGANTAR

Dalam upaya menciptakan pemerintah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggungjawab pemerintah daerah wajib untuk menyagjikan laporan keuangan yang
dikelolanya secara periodik. Hal tersebut ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tentang
pengelolaan keuangan negara/daerah. Diantaranya dalam pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri
Daam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Laporan Keuangan yang disgjikan tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan
keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, serta dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 merupakan LKPD yang
disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesual dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan Keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu : (a) Laporan Redlisasi Anggaran; (b)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan
Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), LKPD Tahun 2021
disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa.

Sehubungan dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun
2021, berikut ini adalah ringkasan atas ketujuh laporan dalam LKPD Tahun 2021 :

1. Laporan Redlisasi Anggaran, menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Daerah untuk tahun yang berakhir
sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rpl.224.871.783.845,74 atau sebesar
104,29% dai  jumlah  anggaran  pendapatan yang  dialokaskan  sebesar
Rpl1.174.509.182.685,00 ddlam APBD-P TA. 2021. Sementara itu realisasi Belanja Daerah
yang dicapai adalah sebesar Rp. 1.208.390.801.885,47 atau 86,77% dari anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp1.341.886.597.440,00 dalam APBD-P TA.2021 dan redlisasi Transfer
yang dicapai adalah sebesar Rp226.660.638.742,00 dari anggaran sebesar Rp
226.934.222.300,00 atau 99,88% sehingga terjadi  Surplus Anggaran  sebesar
Rp16.480.981.960,27 atau (9,85)% dari yang diaokaskan Rp(167.377.414.755,00) dalam
APBD-P TA. 2021. Realisas Pembiayaan Netto adalah sebesar Rp167.381.102.082,84 dan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA. 2021 adalah sebesar Rp183.862.084.043,11.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan dan penurunan
Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama tahun 2021. Berdasarkan laporan tersebut, SAL awad
tahun 2021 adalah sebesar Rp182.256.414.754,83 dikurangi dengan penggunaan SAL sebagai
penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp182.259.102.082,84 ditambah Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran tahun berjalan sebesar Rpl183.862.084.043,11 dan dikurangi koreksi
kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp2.687.328,01 maka Saldo Anggaran
Lebih Akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp183.862.084.043,11.
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Neraca menyagjikan informasi tentang posisi aset, kewgjiban, dan ekuitas pemerintah
Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021. Neraca tersebut menginformasikan bahwa nilai
aset adalah sebesar Rp2.896.210.736.080,58 Kewajiban Rp5.562.169.893,82 dan Ekuitas
Pemerintah  Kabupaten Katingan pada akhir tahun 2021 adalah  sebesar
Rp2.890.648.566.186,76.

Laporan Operasional, menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan — LO, beban, surplus/defisit
operasional, surplus/defisit non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit — LO dari suatu
entitas pelaporan. Tahun 2021 Realisas Pendapatan — LO sebesar Rpl.245.633.171.052,67
Beban Rpl.211.847.682.253,34, Surplus/defisit Operasi sebesar Rp33.785.488.799,33,
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(8.776.774.250,00) surplus/defisit Pos
Luar Biasa sebesar Rp(12.234.119.065,49) dan Surplus/defisit— LO Rp12.774.595.483,84.

Laporan Arus Kas menyagjikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dari
informasi ini diketahui bahwa jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar
Rp234.787.570.185,63, jumlah arus kas bersih dari aktivitas Investasi/Investass Non
Keuangan adalah sebesar Rp(233.184.588.225,36) jumlah arus kas bersih dari aktivitas
Transitoris’Non Anggaran adalah sebesar Rp0,00.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasiona
dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasiona pada tahun
pelaporan. Ekuitas Awa Rp3.129.984.721.596,92, Surplus - LO Rpl2.774.595.483,84,
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Koreksi nilai Persediaan
Rp(128.341.100,00) Koreks Ekuitas Lainnya Rp(251.982.409.794,00) dan Ekuitas Akhir
Rp2.890.648.566.186,76.

Catatan atas Laporan Keuangan disgjikan dengan maksud agar pengguna laporan keuangan
dapat memperoleh informasi yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan
keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan
penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disgjikan
dalam laporan redlisas APBD, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasiona,
Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pemerintah Kabupaten Katingan secara konsisten akan terus berupaya meningkatkan kualitas

LKPD dan pengel olaan keuangan daerah, dengan melakukan antaralain :

1

Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik sebagai entitas pelaporan
dan Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah sebagal entitas akuntansi secara
berkelanjutan.

Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan.

Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
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4. Berupaya agar dapat menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan
sistem aplikas yang terintegrasi.

5. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun action plan yang dilengkapi dengan
timeline penyelesaian yang jelas, melakukan pembahasan dengan BPK, serta menyampaikan
monitoring tindak lanjut secara periodik.

BUPATI KATINGAN,

Yleorng_

SAKARIYAS
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Kata Pengantar
Daftar Is

DAFTAR IS

Laporan Realisasi Anggaran
L aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Neraca

Laporan Operasional

Laporan ArusKas

Laporan Perubahan Ekuitas

BABI. PENDAHULUAN

11 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

12. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

13. Sistematika Penulisan Catatan Atas L aporan Keuangan APBD
Kabupaten K atingan

BABIl. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITASPELAPORAN DAN

ENTITASAKUNTANSI

2.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas Serta Jurisdiksi Tempat
Entitas

2.2. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

BABIIl. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1
3.11L
3111
31111
31112
3112
3113
312
3121
3122
3.123.
3.13.
3131
3132
3.14.
3.14.1

Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Transfer Ke Daerah

DanaBagi Hasl

Dana Bagi Hasil Pgjak

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Pinjaman, Obligasi dan Hibah Daerah

Pinjaman Daerah

Obligasi Daerah

Hibah Daerah

Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah

Pgjak Daerah

Retribus Daerah

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
Pengertian Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan
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3.14.2. Penganggaran Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan
3.143. Penyaluran Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan
3.1.4.4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

3.145. Sanks

3.2. K ebijakan Keuangan

321 Proyeks Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah K ebijakan Pendapatan Daerah

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

3.24. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

BAB V. KEBIJAKAN AKUNTANS

4.1. Entitas Pelaporan

4.2. Basis Akuntans Y ang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran Y ang Mendasari Penyusunan Laporan K euangan
4.4, Penerapan K ebijakan Akuntans Berkaitan Yang Ada Di Dalam SAP

BABV. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1 Pendapatan
51.1.1. Pendapatan Asli Daerah
5.1.1.1.1. Pendapatan Pgjak Daerah
5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah
51.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
51.114. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5.1.1.2. Pendapatan Transfer
5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
51.1.2.1.1. DanaBagisHasl Pgak
5.1.1.2.1.2. DanaBagisHasil Bukan Pgjak (SDA)
5.1.1.2.1.3. DanaAlokas Umum (DAU)
5.1.1.2.1.4. DanaAlokasi Khusus
5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
51.123. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya
51.1.2.4. Bantuan Keuangan
5.1.1.3. Lain lain Pendapatan Daerah Y ang Sah
5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah
51.132. Pendapatan Lainnya
51.2 Belanja
5.1.2.1. Belanja Operas
51.21.1. BelanjaPegawai
51212 BelanjaBarang dan Jasa
51213, BelanjaSubsidi
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5.1214. BelanjaHibah

51215  BelanjaBantuan Sosa

5.1.2.2. BelanjaModal

51.22.1. BeanjaModa Tanah

51222 BelanjaModal Peralatan dan Mesin
51.223. BelanjaModa Gedung dan Bangunan
5.1.2.2.4. BeanjaModa Jaan, Irigasi dan Jaringan
5.1.2.25. BeanjaModa Aset Tetap Lainya
51.23. Belanja Tak Terduga

513 Transfer

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan
5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

514. Surplus/(Defisit) Realisas Anggaran
5.15. Pembiayaan

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan
5.15.2. Pengeluaran Pembiayaan

5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA)

5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (LPSAL)

5.21. Saldo Anggaran Lebih Awal

522 Penggunan SAL

523. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

5.24. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

5.2.5. Lainlain

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

53. Penjelasan Akun-Akun Neraca

5.3.1. Aset

53.1.1. Aset Lancar

53111  Kasdi KasDaerah

5.3.1.1.2. Kasdi Bendahara Penerimaan
5.3.1.1.3. Kasdi Bendahara Pengeluaran
53.1.14. Kasdi BLUD

5.3.1.15. Kasdi Bendahara FKTP
5.3.1.1.6. Kasdi BendaharaBOS
53.1.1.7. KasLannya

53.1.1.8  SetaraKas

5.3.1.19. Investasi Jangka Pendek
5.3.1.1.10. Piutang Pendapatan
5.3.1.1.11. Piutang Lainnya

5.3.1.1.12. Penyisihan Piutang
5.3.1.1.13. Beban Di Bayar Di Muka
5.3.1.1.14. Persediaan

53.1.2. Investasi Jangka Panjang
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5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen
53.1.22. Investas Permanen

53.13. Aset Tetap

53.1.31. Tanah

5.3.1.32. Perdatan dan Mesin
5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan
5.3.1.34. Jdan, Irigasi dan Jaringan
5.3.1.35. Aset Tetap Lainnya

5.3.1.3.6. Kongruksi Dalam Pengerjaan
5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan
5.3.1.4. Dana Cadangan

5.3.15. Aset Lainnya

53.1.5.1.  Tagihan Jangka Panjang
53.152. Aset Tak Berwujud

53.153. AsetlLan-Lan

5.3.2. Kewajiban

53.2.1. Kewajiban Jangka Pendek
53211 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5.3.21.2. Pendapatan Diterima Dimuka
5.3.21.3. Utang Beban

5.3.2.14. Utang Jangka Pendek Lainnya

5.3.3. Ekuitas
54. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional — LO
54.1. Pendapatan — LO

54.1.1. Pendapatan Adli Daerah (PAD) - LO

54.111  Pgak Daerah-LO

54.1.1.2. Retribus Daerah—LO

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan K ekayaan Daerah Y ang Di pisahkan -
LO

54.1.14. Lain-LanPAD Yang Sah-LO

54.1.2. Pendapatan Transfer - LO

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

54.1.2.1.1. DanaBagi Hasil Pgak

54.1.2.1.2. DanaBagi Hasll Bukan Pgjak (Sumber Daya Alam)

5.4.1.2.1.3. DanaAlokasi Umum

5.4.1.2.1.4. DanaAlokasi Khusus

5.4.1.2.1.5.. DanaAlokasi Khusus Non Fisik

54.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya— LO

5.4.1.2.2.1. DanaPenyesuaian

5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya— LO

54.1.2.3. Bantuan Keuangan-LO

54.13. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

54.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO
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54.132. Pendapatan Lainnya—LO

54.1.3.3. Pendapatan Bantuan Keuangan

54.2. Beban-LO

54.2.1. Beban Operas

54.21.1. BebanPegawai - LO

54.212 Beban Persediaan

54.21.3 Beban Barang dan Jasa

54214  Beban Pemeliharaan

54215  Beban Perjalanan Dinas

54216 BebanBunga

54.2.1.7 Beban Subsidi

54.2.1.8. Beban Hibah

54.2.1.9. Beban Bantuan Sosia

5.4.2.1.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

5.4.2.1.11. Beban Penyisihan Piutang

5.4.2.1.12. Beban Lain-lain

54.2.2. Beban Transfer

54221 Beban Transfer Bagi Hasil Pgjak Daerah

54.22.2. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

5.4.2.2.3. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah
Lainnya

54.2.2.4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

5.4.2.25. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

54.3. Surplug/Defisit Dari Operasi - LO

54.4. Kegiatan Non Operasional

544.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar — LO

54.4.2. Surplus Penyelesaian K ewajiban Jangka Panjang

54.4.3. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

54.44. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

54.45. Defisit Penyelesaian K ewsjiban Jangka Panjang

5.4.4.6. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

5.4.5. Surplug/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
5.4.6. Surplug/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
547. Pos Luar Biasa

54.7.1. Pendapatan Luar Biasa— LO
54.7.2. Beban Luar Biasa— LO

5.4.8. Surplug/Defisit Dari Pos Luar Biasa

5.4.9. Surplus/Defisit — LO

55. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
55.1. Arus Kas dari Aktivitas Operas

55.1.1. Arus Kas Masuk
55.1.2. ArusKas Keluar
55.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investas Non Keuangan

Catatan Atas L aporan Keuangan Tahun Anggar an 2021 viii



| PEMERINTAH

KABUPATEN KATINGAN

5521
5522
5.5.3.
553.1L
5532
554.
5.55.
5.5.6.
55.7.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
56.3.1
5.6.3.2.
5.6.4.

Arus Kas Masuk

ArusKasKeluar

Arus Kas dari Aktivitas TransitorigNon Anggaran

Arus Kas Masuk

ArusKasKeluar

Kenaikan/Penurunan Kas

Saldo Awal Kasdi BUD

Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Akhir Kas

Penjelasan Akun — Pos Laporan Perubahan Ekuitas (L PE)
Ekuitas Awal

Surplug/Defisit dari Laporan Operasional (LO)

Dampak Kumulatif Perubahan K ebijakan/K esalahan Mendasar
Selisih Revaluas Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Lainnya

Ekuitas Akhir

BAB VI. PENJELASAN ATASINFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1.
6.1.1.

6.2.
6.3.

6.3.1
6.4.

6.5
6.5.1

PENUTUP

Kegiatan Majelis TP/TGR Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun
2019

Aktivitas Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan

Barang Ekstrakomtabel (Extracomptable)

Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02
tentang Pengakuan Pendapatan Y ang Diterima Pada Rekening Kas
Umum Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 Tentang Pengel olaan Dana Hibah dan Bantuan
Sosial.

Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02
Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
dan Perubahannya Nomor 39 Tahun 2012.

Pengel olaa Dana Dekonsentrasi

Tugas pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB)
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PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN REALISAS| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

{Dalam Rupiah)

REF. ANGGARAN REALISASI R.::ﬂasi REALISASI
2021 2021 terhadap 2020
Anggaran
PENDAPATAN 6.1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.1.1.1
Pendapatan Pajak Deerah [EEER| 25 287 493 002,00 14 784 N3R 100,80 R38R 16 010 1582 120,00
Pendapatan Retnbusi Daerah 51112 £ 250 088 218,00 3220291 235,00 51,45 4.354 333.425,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 51113 15.370.215.880,00 8.867.893 171,00 84,20 7 738 215 980,00
Lain-lain PAD Yang Sah 51114 33.088.271.900,00 39,194 969.521,12 118,46 31,580 003.175,23
Jumiah Pendapatan Asli Daerah 80.000.000.000,00 67.037.282.027,82 83,80 60.601.704.700,23
PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.2
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 5.1.1.21
Dana Perimbangan 511211 899 375 894 000,00 936,104 779 001,00 104,08 863.011 124 898,00
Dana Insentif Daerah (DID) 511212 0,00 0,00 - 10.079 243.000,00
Dana Desa 511213 150.640.826.000,00 150,640 826 000,00 100,00 147441 003.000,00
Jumiah Pendapatan Transfer F Pusat 1.050.016.720.000,00 | 1.088.745.605.001,00 103,60 | 1.020.531.370.888,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 51.1.22
Pendapalan Bagi Hasil Si13224 10.764.504.784,00 36.411.231.342,82 338,25 29.884.994.312,90
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah 10.764.504.784,00 36.411.231.342,82 338,28 29.884.894.312,90
Jumlah Pendapatan Transfer 1.080.781.224.784,00 | 1.123.156.836.343 82 105,88 | 1.050.416.365.210,90
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.1.1.3 0,00
Pendapatan Hibah 51131 0,00 2824760 600,00 - 34,902 934.369,00
t::::g;:e"mm EEB0A DDA RECHRINY PECRLIS Fenum; 51132 33.727.957.901,00 31.852 894 874,00 94,44 0,00
Jumilah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 33.727.957.901,00 34.877.855.474,00 102,82 34.902.934.3659,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.174.600.182.685,00 | 1.224.871.783.845,74 104,29 | 1.146.921.004.280,13
BELANJA 5.1.2
BELANJA OPERASI 5.1.21
Belanja Pegawai 51211 426 911.402.123,00 409,053 422.538 28 9582 451.083.723.763,47
Belanja Barang dan Jasa 51212 338.290 184.151,00 266 049 553 B23 48 78,65 200.985 939 180,83
Belanja Subsidi 51213 1.488.700.000,00 1.459 590.100,00 98,04 1.416.385 700,00
Belanja Hibah 51214 70.372 512.333,00 64220 830 74587 91,26 23.157.850.000,00
Belanja Bantuan Sosial 51215 0.590.477.693,00 8.030.857 525,00 9416 25.198 228 682,00
Jumlah Belanja Operasi 846.653.276.300,00 749.814.354.732.61 88,66 701.852.127.626,30
BELANJA MODAL 6122
Belanja Modal Tanah 61221 250.000.000,00 0,00 - 721.300.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51222 50.026.983.978,00 42.371.880.964,60 84,70 42 605 692 336,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 51223 64.534.814 424,00 59.853.368.408,95 92,75 38.763 843 708,97
Belarja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 51224 133.506 870.923,00 115.350.629.751 81 86,40 5267333917169
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 512256 968 503.999,00 840.868.500,00 86,82 3.544.637.621,00
Jumlah Belanja Modal 249.280.173.324,00 218.418.766.626,38 87,862 138.308.812.837,86
BELANJA TAK TERDUGA 5.1.23
Halanja Tak Terduga 19.009,926.51¢,00 12.499.051.785,50 7,01 33,044 405 240,00
Jumiah Belanja Tak Terduga (64) 18,009.826.616,00 12.486.061.786,60 nn $3.044,406,240,00
BELANJA TRANSFER 51.24
Transfer Bagi Hasil 5.1.2.4.1 2.500.000.000,00 2.474.916.442,00 99,00 2358 73105557
Transfer Bantuan Keuangan 51242 224 434 222 300,00 224185722 300,00 89,89 225280 458 715,00
Jumlah Belanja Transfer 226.834.222.300,00 226.660.638.742,00 99,88 227.640,189.770,67
JUMLAH BELANJA 1.341.886.587.440,00 | 1.208.390,801.885,47 90,06 | 1.100.845.535.474,53
SURPLUS/DEFISIT 51.3 (187.377.414.766,00) 16.480.981.960,27 {9,85) 45.075.488.805,680




PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Hupiah)
(%)
REF ANGGARAN REALISABI Realisas! REALISAS|
' 2021 2021 terhadap 2020
Anggaran
FPEMBIAYAAN 514

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6141

Siaa Lebih Perhitungan Anggaran Tetun Sebetumnys 182,256,414, /55,00 182.256.102.082,84 100,00 144 395 g4 wag 2y

Jumiah Penerimaan Pembiaysan 182.256.414,755,00 182.250,102.082,64 100,00 144.396.945.049,23
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.1.42

Petiyerioan Mudal 14 879 000 000,00 14 578 000 000,00 99,99 T 215.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiyaan 14.878.000.000,00 14.878.000.000,00 89,98 7.216.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 167.377.414.766,00 167.281.102.082,84 100,00 137.180.846.845,23

Biss Labih Pembisysan Anggaran 518 0,00 183.882.084.043,11 100,00 182.286.414.784,83

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI KATINGAN,
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4 ) PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupish)
URAIAN REF. 2021 2020

Saldo Anggaran Lebih Awal 5.2.1 182.256.414.754 83 144.333.845.128,11

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 522 162.259.102.082,64 144,395.945.949,23
Subtotal (2.687.328,01) (62.100.821,12)|

Sisa Lebih/Kurang Pemblayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 523 183.862.084.043 11 182.256.414.754 83

Subtotal 183.859.306.715,10 182.194.313.933,71

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 524 2.687.328,01 62.100.821,12

Lain-lain 525 0,00 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir 526 183.862.084.043,11 182.256.414.754,83

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI KATINGAN,
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PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dalam Rupiah)
REF. 2021 2020
ASET 531
ASET LANCAR 5.3.1.1
Kas di Kas Daerah 53.1.1.1 171.480.602.731,07 172.813.740.884,88
Kas di Bandahara Penerimaan 53142 0.00 46.680.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 53.113 0,00 30.597,00
Kas di BLUD 53.1.1.4 9.690.018.018,34 4.836.168.077,31
Kas di Bendahara BOS 53115 1.777.925.045,72 1.916.836.691,18
Kas di Bendahara FKTP 53.1.16 901.338.247,98 2.642.956.504 46
Kas Lainnya 8.3144.7 12.200.000,00 0,00
Setara Kas 53.1.1.8 0,00 0,00
Investasi Jangka Pendek 53138 0,00 0,00
Piutang Pajak Daerah 531.1.10 6.868.340 544,00 6.286.506.333,00
Piutang Retribusi daerah 53.1.1.11 80.946.901,00 48.997.336,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 531.1.12 0,00 0,00
Piutang lain-lain PAD yang sah 53.1.1.13 715.598.671,58 939.419.715,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat 5.3.1.1.14 0,00 0,00
Piutang Transfer antar Daerah 53.1.1.15 15.536.406.135,65 14.128.261.245,30
Piutang Lainnya 53.1.1.16 378.119.651,00 385.119.651,00
Penyisihan Piutang 53.1.1.17 (3.601.015.630,40) (3.095.084.006,24)
Beban Dibayar Dimuka 53.1.1.18 0,00 0,00
Persediaan §3.1.1.18 16.888.331.683,22 17.227.655.354,91
Jumlah Aset Lancar 220.728.811.999,16 218.177.290.383,80
INVESTASI JANGKA PANJANG 53.1.2
Investasi Jangka Panjang Non Permanen 63.1.21
Investasi Kepada Badan Usaha milik Negara 0,00 0,00
Investasi Kepada Badan Usaha milik Daerah
Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan 0,00 0,00
Dana Bergulir 0,00 0,00
Deposito Jangka Panjang 0,00 0,00
Investasi Non Permanen Lainnya 402.109.620,00 402.109.620,00
Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen 402.109.620,00 402.109.620,00
Investasi Jangka Panjang Permanen 5.3.1.22
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 66.657.808.319,27 56.233.728.171,19
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0.00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen 66.657.808.319,27 56.233.728.171,19
Jumlah Investasi Jangka Panjang 67.059.917.939,27 56.635.837.791,18
ASET TETAP 53.1.3
Tanah 53.1.31 665.453.853.839,50 653.448.682.311,50
Peralatan dan Mesin 531132 467 873 890 034,84 421.585.927.851.12
Gedung dan Bangunan 53133 962 943 261 132,59 898.486.567.040,45
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 53134 2.510.420.187.268,74 2.408.266.685.613,04
Aset Tetap Lainnya 53.1.35 192.670.648.089,15 190.825.463 634,15
Konstruksi Dalam Pengerjaan 53.1.36 20.768.301.583,21 17.231.064.304,11
Akumulasi Penyusutan 53.1.37 (2.339.297.700.769,90) (1.891.667.326.074,11)
Jumlah Aset Tetap (33 s/d 39) 2.480.832.436.188,13 2.698.177.064.680,26
DANA CADANGAN 5314
Dana Cadangan 0,00 0,00
Jumlah Dana Cadangan (43) 0,00 0,00
ASET LAINNYA 5315
Tagihan Jangka Panjang 53151 707.380.077,00 707.380.077,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00
Aset Tidak Berwujud 53152 10.200.910.500,00 9.458.133.900,00
Aset Lain-fain 53153 123.331.777.626,03 161.949.183.788 23
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 53.1.54 (6.650.497.249,01) (5.807.488.452,14)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 0,00 0,00
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PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dalam Rupiah)
T REF. 2021 2020
Jumiah Aset Lainnya 127.589.570.954,02 166.308.209.313,09
JUMLAH ASET 2.886.210.736.080,68 3.139.208.402.168,34
KEWAJIBAN 53.2
KEWAJIBAN JANGHA PENDEK 0.9.2.1
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 53211 0,00 0,00
Utang Bunga 53212 0,00 0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek 53243 0,00 0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 53214 0,00 0,00
Pendapatan Diterima Dimuka 53215 2.000.000,00 0,00
Utang Belanja 53216 5.560.169.803,82 9.313.680 571,42
Utang Jangka Pendek Lainnya 63217 0,00 0,00
Jumilah Kewajiban Jangka Pendek 6.5682.169.893,82 9.313.880.571,42
Kewajiban Jangka Panjang 5322
Utang Dalam Negeri 53221 0,00 0,00
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 53222 0,00 0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Buian Bank 53223 0,00 0,00
Utang Kepada Masyarakal 53224 0,00 0,00
Jumiah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 6.662.169.893,82 9.313.680.571,42
EKUITAS 533
EKUITAS 2.800.648 566 186,76 3.120.084.721.508 02
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.896.210.736.080,58 3.139.298.402.168,34

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
BUPATI KATINGAN,




& PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Daiam Rupiah)
URAIAN REF. 2021 2020 Pm %)
KEGIATAN OPERASIONAL
DAPATAN 841
PENDAPATAN ASLI DAERAH BA4A4A
Pajak Daerah 34110 10.330.672.311,80 17.281636.234,00 (1945783922.20)|  (11.26)
Ketnbus: Daeran 54142 3.260.240.800,00 4305 404 425 00 LR EER U TR0 RTH] N AT
Hasll Pengelotaan Kakayaan |Jasmh yang [ipisahkan 54113 10.761.089.417,00 7902 744 342,00 2.7G0.375.075,00 34,68
Lain-lain PAD Yang Sah b4114 29 777 933377 70 20.485.361.529,23 312.571.040 47 1,06]
Jumiah Pendapatan Asfi Daerah £8.116.135.9086,50 68.126.136.530,23 {10.000.623,73) {0,02)
PENDAPATAN TRANSFER 5412
Fendapalan Transfier Pamenntah Fusat 54121 1088 745 6805 001,00 | 1.020.531.370.898,00 66 214 234 103,00 6,45
Pandapatan Transfer Antar Daamh 54422 37 818.576.2003,17 $2.244.016.228,20 5074 758.004,91 17,20
Jumiah Pendapatan Transfar 1.124.584.981.234,17 | 1.062.775.080.128,2¢ 71.788.902.107,91 6,82
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5413
Pendapatan Hibah 54134 30.100.159.038,00 52485927 441,00 | (22 385763 403,00)]  (42,65)
Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
waﬁz,m sesual dengan ketentuan peraluran perundang- 54132 31.852.804.874,00 0,00 31 852 894 874,00 0,00
Jumiah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 81.953.063.912,00 62.486.922.441,00 8.467.131.471,00 18,04
JUMLAH PENDAPATAN 1.248.633.171.082,67 | 1.164.387.048.097 49 61.246.122.966,18 6,99
BEBAN 542
Beban Operasi 6.4.21
Beban Pegawal 54211 412 220 735 798,00 450 574 337 864,54 (38 353 601 B66 45) (8.51)
Beban Persediaan 54212 63,178.626.007,28 72,298 082 015,00 (9.118.456.007.72)]  (12,61)
Beban Jasa 54213 136 841 320 214,20 05.372.951595,98 40,460,368 618,22 42,43
Beban Pemeliharaan 54214 17 036 418 574,69 16 523 008 513,96 513 410 060,73 31
Reban Perjalanon Dinas 54215 50 768 708 200,00 36 150 184 380,60 20 609 580 818,50 67.00
Beban Bunga 94216 0.0 0,00 0,00 0,00
Beban Subsidi 54217 1 458 580 100,00 1.410.385 700,00 43 204 400,00 3,05
Beban Hbah 54218 57 767.730.246,75 23,157 850 000,00 34 600 880 246,75 149,45
Beban Bantuan Sosial 54219 8920 253 640,00 24 174 639 586,00 (15.254 385 946,00) (62.10)
Beban Forysihan Piutang 542110 505931 G24,10 451 108 838,16 47 821 884,71 10.44]
Beban Lan-lain 54211 1.243 3786.711,50 741.150.519,41 502.226.192,09 67,76
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 542112 42,822 238692 74 36.330.146 303,45 6.492 092 389,29 17,87
Raban Peryusutan Geung dan Rangunan 542113 18 297 881 603 62 17 142.387 004,04 1.156 603 600,68 874
Beban Penyusutan Jakan, Jaringan dan Irigasi 542114 168 281 055 205,44 152 371,984 279,27 16.907 071.016,17 10,44
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 542115 0,00 201 245 728 51 (201 245 T28,51)]  (100,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya 542116 0,00 0,00 0,00 0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 542117 843 008 796,87 858,954 233,14 (15.945.436,27) (1.86)
Beban Bagi Hasil 542118 2.474.916.442,00 2.359.731.055,57 115 185 386,43 4,88
Beban Hanluan Keuangan 542118 224 185 722 300,00 225 2801456 715,00 (1.094 736.415,00) (0,49)
Jumiah Beban Operasi 1.211.847.882.263,34 | 1.156.422.808.142,82 56.425.073.110,62 4,88
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERAS| 543 33.786.488.799,33 B.964.438.954 87 24.821.048.844,66 276,88
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Asel non Lancar 5441 40 868 40000 544 385 (024,00 (503 516 624 00) (92,49)
Surpiue Penyelesaian Kewapban Jangika Panjang 5442 0.00 0,00 0,00 0,00
Defistt Peryualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar 5443 0.00 745.380 164,15 (745.380.164,15)|  (100,00)
Defist Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 5444 8.817 642.650,00 6.090.151.421,14 2.727.401.228,86 44,79
RUBD HEMEEISIT DABI KEQIATAM MOM ODERA SIS AL 9.1.4 (077977 1.280,09) (e.201.140.801,30) (8. 108,887,800,71) a0,81
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 6.4.46 25.008.714.549,33 2.673,202.303,30 22,336.422.166 96| 836,60
POS LUAR BIASA 545
Beban Tak Terduga 54561 12,234 110.085,49| 28.204.463 032,40 (16.060 373,968 91)) (56,76)
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA (12.234.110.066,49), (28.204,493.032,40) 16.060.373.966,91 (56,786)
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL 5.4.6 12.774.606.463.84 (26.621.200.638,02) 38.396.796.122,86| (148,86)
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Kevangan secara keseluruhan
. RUPATI KATINGAN.
f




PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

METODE LANGSUNG
(Dalam Rupiah)
URAIAN REF. 2021 2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.5.1
Arus Kas Masuk 5.5.1.1
Penerimaan Pajak Daerah 14.754.038.100,80 16.919.152.120,00
Penerimaan Retribusi Daerah 3.220.291.235,00 4.354.333.425,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 9.867.993.171,00 7.738.215.980,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 39.084.801.121,12 31.019.397.571,23
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 32.771.297.626,00 40.792.508.282,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 82.157.732.981,00 47.991.887.491,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum 625.956.787.000,00 634.091.753.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus 195.218.961.394,00 140.134.976.125,00
Penerimaan Dana Penyesuaian - 10.079.243.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak 36.411.231.342,82 29.884.994.312 90
Penerimaan Hibah 34.677.655.474,00 34.902.934.369,00
Penerimaan Lainnya 150.640.826.000,00 147.441.003.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas 1.224.761.615.445,74 1.145.350.398.676,13
Arus Kas Keluar 5.5.1.2
Pembayaran Belanja Pegawai 409.053 422.538,28 451.083.723.763,47
Pembayaran Belanja Barang 266.049.553.823,46 200.995.939.180,83
Pembayaran Belanja Subsidi 1.459.590.100,00 1.416.385.700,00
Pembayaran Belanja Hibah 64.220.930.745,87 23.157.850.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial 9.030.857.525,00 25.198.228.982,00
Pembayaran Belanja Tak Terduga 13.499.051.785,50 33.044.405.240,00
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak 1.486.571.658,00 2.011.460.183,30
Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Restribusi 988.344.784,00 348.270.872,27
Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan 224.185.722.300,00 225.280.458.715,00
Jumlah Arus Keluar Kas 989.974.045.260,11 962.536.722.636,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 234.787.570.185,63 182.813.676.039,26
Arus Kas dari Aktivitas Investasi 552
Arus Kas Masuk 5521
Penjualan atas Peralatan dan Mesin 4().868.400,00 570.605.604,00
Penjualan Aset Lainnya 69.300.000,00 -
Jumlah Arus Masuk Kas 110.168.400,00 570.605.604,00
Arus Keluar Kas 55.2.2
Perolehan Tanah - 721.300.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin 42.371.889.964,60 42.605.692.336,00
Perolehan Gedung dan Bangunan 59.853.368.408,95 38.763.843.708,97
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 115.350.629.751,81 52.673.339.171,69
Perolehan Aset Tetap Lainnya 840.868.500,00 3.544.637.621,00
Perolehan Aset Lainnya - 0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 14.878.000.000,00 7.215.000.000,00
Jumilah Arus Kas Keluar 233.294.756.625,36 145.523.812.837,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (233.184.588.225,36) (144.953.207.233,66)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORISINON ANGGARAN 553
Arus Masuk Kas 5531
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
Utang Beban 0,00 0,00




PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

METODE LANGSUNG
(Dalam Rupiah)
URAIAN REF. 2021 2020
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu 0,00 0,00
Jumiah Arus Masuk Kas 0,00 0,00
Arus Keluar Kas 5.53.2
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
Utang Baban 0,00 0,00
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan 0,00 0,00
Jumlah Arus Kas Keluar 0,00 0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 0,00 »

Kenaikan/Penurunan Kas 554 1.602.981.960,27 37.860.468.805,60
Saldo Awal Kas di BUD 5.5.5 182.256.414.754,83 144.333.845.128,11
Koreksi Penambahan/Pengurangan Saldo Awal Kas 2.687.328,01 62.100.821,12
Koreksi Reklasifikasi Saldo Kas 0,00 0,00
Saldo Akhir Kas di BUD 556 183.862.084.043,11 182.256.414.754,83

Saldo Akhir Kas terdiri dari : 55.7
Saldo Akhir Kas di Kasda 171.480.602.731,07 172.618.243.382,88
Saldo Akhir Kas BLUD 9.690.018.018,34 4.836.168.077,31
Saldo Akhir Kas Lainnya 2.601.463.293,70 4.755.292.697,64
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran - 30.597,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan - 46.680.000,00
Saldo Akhir Kas 183.862.084.043,11 182.256.414.754,83

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI KATINGAN,




PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)
URAIAN REF. 2021 2020

EKUITAS AWAL 5.6.1 3.129.934.721.596,92 3.290.512.996.927,74

SURPLUS/DEFISIT-LO §.6.2 12,774.595.483,84 (25.621.200.640,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIWAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 5.6.3

Koreksi Nilai Persediaan 5631 (128.341.100,00) 0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap 56.32 0,00 0,00

Koreksi ekuitas lainnya 5833 (251.982.409.794,00) (134.907.074.690,82)

EKUITAS AKHIR B.6.4 2.890.848.566.1886,76 3.129.984.721.596,92

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

BUPATI KATINGAN,

Pre
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Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

PENDAHUL UAN

Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Standar
Akuntans Pemerintah (SAP) yang akuntabilitas dan transparans. Dalam rangka mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi pengel olaan keuangan daerah yang baik, diperlukan akuntabilitas dan
transparansi dari Instanss Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepada
masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan
kepemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah
menyajikan Laporan Keuangan yang handal dan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntans
Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang
menyatakan Laporan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah terdiri dari Laporan Realisas Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggar an
Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas
(LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),
sedangkan Perangkat Daerah (PD) sebagai entitas akuntabilitas wajib menyusun L apor an Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, L aporan Operasional (L O), L aporan Perubahan Ekuitas(L PE) dan
Catatan atasL aporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan
informasi realisas pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disingkat Laporan Perubahan SAL merupakan
laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun
pel aporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posis keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang memuat
informasi mengenai seluruh kegiatan operasiona keuangan tercermin dalam pendapatan-L O, beban
dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK merupakan laporan yang menyajikan
informasi mengenai kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris
yang menggambarkan saldo awal, peneriman, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah
selama periode tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat dengan LPE adalah Laporan yang
menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas baik kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-L O, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas L aporan Keuangan yang sel anjutnyadisingkat Cal. K merupakan penjelasan naratif
atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisas Anggaran, Laporan Perubahan SAL,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas
Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh
entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam
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Standar Akuntans Pemerintahan serta pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan
penyajian laporan keuangan secarawgjar.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan dan Masyarakat, selanjutnya
Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/
perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan
dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan PD yang menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Katingan. Laporan keuangan juga disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitasdan efisiens suatu entitas pelaporan,
dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 dimaksudkan untuk menyajikan informasi
yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaks
selama periode tahun anggaran 2021 dan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan
informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan
anggaran yang telah ditetapkan, jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan
serta hasil-hasil yang telah dicapai, dan perubahan posisi keuangan selama pel aksanaan APBD
tahun 2021.

Kabupaten Katingan merupakan salah satu unit pemerintah daerah yang wajib menyusun
laporan keuangan sebagai bentuk petanggungjawaban atas anggaran yang dikelola, dan
berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
dengan tujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo
anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenal alokas sumber daya.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para
penggunadalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,
maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran;

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama
periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informas
mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa
lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional
(LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
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1.2 Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan

1

Ea N

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antaralain :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara
Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K euangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban K euangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyel enggaran Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengel olaan K euangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Molik Negara/Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengel olaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengel olaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntans Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
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23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kapitalisasi Aset Pemerintah Kabupaten
Katingan;

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Katingan;

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten K atingan;

Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Barang
Milik daerah Berupa Aset Tetap.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan AtasLaporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan K euangan adal ah sebagai berikut :
Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 SistematikaPenulisan Catatan Atas Laporan K euangan APBD Kabupaten Katingan
Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas
2.2 Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan I khtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
3.2 Kebijakan Keuangan
3.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
K ebijakan Akuntans
4.1 Entitas Pelaporan
4.2 Basis Akuntans yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4  Penerapan Kebijakan Akuntans berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan
5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
511 Pendapatan— LRA
5.1.2 Bedanja
513 Transfer
514 Surplug/Defisit-LRA
515 Pembiayaan
516 SisaLebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
5.2  Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
521 Saldo Anggaran Lebih Awal
5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
5.2.3 SisaLebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
5.24 Koreks Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
525 Saldo Anggaran Lebih Akhir
5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
531 Aset
5.3.2 Kewsgjiban
5.3.3 Ekuitas
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5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasiona (LO)

5.4.1 Pendapatan — LO dari kegiatan operasional
5.4.2 Beban dari kegiatan operasional

54.3 Surplug/Defisit Dari Operas — LO

54.4 Kegiatan Non Operasiona

545 SurplugDefisit dari Kegiatan Non Operasional
54.6 SurplugDefisit Sebelum Pos Luar Biasa

5.4.7 PosLuar Biasa

54.8 SurplugDefisit dari Pos Luar Biasa

549 Surplugdefisit-LO

5,5 Penjeasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
55.1 ArusKasdari Aktivitas Operas
5.5.2 ArusKasdari Aktivitas Investas
55.3 ArusKasdari Aktivitas Transitoris
554 Kenakan/Penurunan Kas
55,5 Saldo Awa Kasdi BUD
55.6 SadoAkhir Kasdi BUD
55.7 Saldo Akhir Kas

5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (L PE)
56.1 Ekuitasawal
5.6.2 Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/K esalahan Mendasar
5.6.4 Ekuitas Akhir

VI Penjelasan Atas|nformasi-Informas Non Keuangan

6.1 Kegiatan Mgelis TP/TGR Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2019
6.2.1 Aktivitas Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan

6.2 Barang Ekstrakomtabel (Extracomptable)

6.3 Penerapan Interpretas Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02 tentang
Pengakuan Pendapatan Y ang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Dana Hibah dan Bantuan Sosid
6.4.1 Penerapan Interpretas Standar Akuntansi Pemerintah (ISAP) No. 02

6.5 Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan
Perubahannya Nomor 39 Tahun 2012

6.6 Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
6.6.1 Tugas pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB)

VIl Penutup
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IL

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITASPELAPORAN DAN ENTITASAKUNTANSI

21

2.2

Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan

Kabupaten Barito Timur di Provins Kalimantan Tengah, menyatakan bahwa lbu kota

Kabupaten Katingan berkedudukan di Kasongan. Kabupaten Katingan berasal dari sebagian

wilayah Kabupaten K otawaringin Timur yang terdiri atas:

Kecamatan Katingan Hulu;

K ecamatan Marikit;

K ecamatan Sanaman Mantikei;

Kecamatan Katingan Tengah;

K ecamatan Pulau Malan;

K ecamatan Tewang Sangalang Garing;

Kecamatan Katingan Hilir;

Kecamatan Tasik Payawan;

K ecamatan Kamipang;

10. Kecamatan Petak Mdai;

11. Kecamatan Bukit Raya

12. Kecamatan Mendawai; dan

13. Kecamatan Katingan Kuaa.

Kabupaten Katingan mempunyai batas-batas wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kecamatan
Manuhing Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Bukit Batu dan K ecamatan Pahandut K ota
Palangka Raya, serta K ecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau;

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah barat berbatasan dengan
Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan
Parenggean, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Baamang, Kecamatan Mentawa, dan
Kecamatan Pulau Hanaut Kabupaten Kotawaringin Timur.

©CoOoNO WD E

Sifat operas entitasdan kegiatan pokoknya
Untuk memenuhi ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka susunan organisas perangkat daerah Kabupaten Katingan diatur
melaui Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan terdiri atas 37 Perangkat Daerah (PD)
sebagai mana berikut :
1. Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
kewenangan desentralisasi dibidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. DinasKesehatan
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan
secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan
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yang dilaksanakan serta serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan,
mel aksanakan upaya rujukan serta mel aksanakan pelayanan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

4. Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Perhubungan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas pokok
membantu Bupati untuk melaksanakan misi pemerintahan Kabupaten Katingan di bidang
pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan agar tercapai vis Pemerintahan
Kabupaten Katingan yang cerdas, sehat dan terbuka.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam
perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan Daerah serta mengkordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah.

6. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas pokok menyusun dan
mel aksanakan kebijakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi, Informatika,
Desiminasi dan Infromasi, Persandian, Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik.

7. Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten K atingan mempunyai tugas pokok membantu Bupati
Katingan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan
Pengel olaan Lingkungan Hidup.

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati
Katingan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administras
kependudukan.

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati Katingan dalam
melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga
Berencana

10. Dinas Sosid
Dinas Sosia mempunyai tugas pokok menyelengarakan urusan pemerintahan dibidang
Sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata,Pemuda dan Olahraga
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok
mel aksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda
dan Olahraga dan tugas Dekonsentras di bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga yang diberikan oleh Bupati.

12. Badan Kesatuan Bangsa dan Palitik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis,
membina, mel aksanakan, koordinasi, merencanakan, menetapkan program kerja, tatakerja
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas
pokok Badan K esatuan Bangsa dan Poalitik.

Sekretariat Daerah

Skretariat Daerah merupekan unsur daf pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang berkedudukan dibawah dan betanggungjawab kepada Bupati. Sekrdtariat
Daerah merupakan unsur g pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
berkedudukan dibawah dan betanggungjawab kepada Bupati.

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur Pendukung DPRD dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas secara Teknis Administratif Sekretaris
DPRD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan di bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan
keuangan dan aset.

Inspektorat Kabupaten

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas mel akukan pengawasan dan pembinaan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa/K el urahan.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawain,Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu pejabat
pembinan kepegawaian daerah dalam melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara
Daerah dilingkungan K abupaten Katingan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok
membantu Bupati Katingan dalam melaksanakan,mengkoordinasikan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan melaksanakan ketatausahaan dinas.

13K ecamatan dan 4 Kelurahan

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Lurah mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang
dilimpahkan oleh Camat kepada L urah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok
membantu Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam menyel enggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di sektor
pemberdayaan masyarakat desa.

Satpol PP

Satuan Poliss Pamong Prgja mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan
kebijakan daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan
Bupati memelihara dan menyelenggarakan  ketentraman dan  ketertiban
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umum,perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan
Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang Pertanian,Pangan dan Perikanan .

24. Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah,Perdagangan dan Perindustrian
DinasKoperasi, UsahaK ecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Koperas,Usaha Kecil
Menengah,Perdagangan dan Perindustrian.

25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan
Bencana Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN
KINERJA KEUANGAN

3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kabupaten Katingan beribukota di Kasongan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor
5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kaimantan Tengah.
Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang K ode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah
yang menyatakan luas wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.500 km2. Namun, semenjak
pembentukan wilayah tersebut Pemerintah Daerah K abupaten K atingan terus mel akukan kajian
penetapan tata batas administras. Hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Katingan hingga saat ini adalah 20.396,76 km2.

Kabupaten Katingan terletak antara 0°20'-3°38' Lintang Selatan dan 112°00'-113°45
Bujur Timur. Berbatasan sebel ah Utara dengan Kabupaten Melawi Proving Kalimantan Barat,
sebelah Timur dengan Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Pulang
Pisau. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Kotawaringin
Timur serta Kabupaten Seruyan.

Secara kesel uruhan Kabupaten Katingan terdiri atas 13 kecamatan, yaitu Katingan Kuala,
Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau
Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit
Raya. Ketiga belas kecamatan tersebut terhambat dari Selatan ke Utara, dimana Kecamatan
Bukit Raya memiliki jarak terjauh ke ibukota Kabupaten yakni sgjauh 291 km. Kabupaten ini
dilintas oleh sungai Katingan yang memiliki panjang +650 km dengan banyak anak sungainya.

Rata-rata suhu udara K abupaten K atingan tahun 2021 berada pada kisaran 28,20°C hingga
29,37°C. Lalu, rata-ratakelembaban udara K abupaten K atingan tahun 2021 berada padakisaran
78,30 hingga 83,18 persen. Sementara itu, curah hujan tertinggi di Kabupaten Katingan tahun
2021 terjadi pada Bulan Oktober sebesar 721,40 mm3. Dan, jumlah hujan terbanyak terjadi
pada Bulan Desember 2021 sebanyak 25 hari. Data mengenai suhu udara, kelembaban udara,
curah hujan dan jumlah hujan diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh
mana yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga
program-program pembangunan berikutnya dapat lebih optimal. Berdasarkan survel Sosia
Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS merupakan salah satu sumber
infformasi untuk mendapatkan gambaran mengenai sosial ekonomi masyarakat, dan ada
beberapa indikator yang menggambarkan capaian kerja pemerintah daerah dalam
mensejahterakan rakyatnya. Indikator-indikator yang digunakan sebagai parameter
kesejahteraan rakyatnya adal ah:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Prodak Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator Kemiskinan

Gini Ratio (Koefisien Gini)

Lgu Inflas

Pertumbuhan Ekonomi

@ ropoo0CT
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-
pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting
adalah untuk berumur Panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai
akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Dan mengukur
capaian pembangunan manusia berbasis sgiumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai
ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut
mencakup umur Panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi
tersebut memiliki pengertian sangat |uas karenaterkait banyak faktor. Untuk mengukur dimens
Kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi
pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek (kemampuan membaca dan menulis)
dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator
kemampuan daya beli masyarakat terhadap sefumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-
rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian
pembangunan untuk hidup layak.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu model manusia dengan
tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam
menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan
teknol ogi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi. Berikut tabel mengenai Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) yang di peroleh dari
hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya yang menunjukkan bahwa IPM di Kabupaten
Katingan mengalami peningkatan di setigp tahunnya jika dilihat dari tabel di bawah ini
menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Katingan pada tahun 2021 sebesar 68,89 persen

mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen dari tahun 2020 sebelumnya sebesar 68,68 persen.
Tabel 3.1.1
Indeks Pembangunan M anusia (IPM) M enurut Kabupaten/ Kota
Kalimantan Tengah Tahun 2017 — 2021

Komponen Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021
) (2 3 4 © (6)

Kabupaten/ Regency

1. Kotawaringin Barat 72,11 72,46 72,85 72,87 73,07
2. Kotawaringin Timur 70,17 70,56 71,16 71,31 71,38
3. Kapuas 68,04 68,68 69,38 69,48 69,63
4. Barito Selatan 69,25 69,73 70,10 70,22 70,54
5. Barito Utara 69,07 69,72 70,52 70,59 70,79
6. Sukamara 66,98 67,52 67,95 68,03 68,27
7. Lamandau 69,17 69,70 70,51 70,51 70,58
8. Seruyan 66,14 67,04 67,57 67,58 67,67
9. Katingan 67,56 67,91 68,55 68,68 68,89
10. Pulang Pisau 67,00 67,54 68,34 68,45 68,53
11. Gunung Mas 69,95 70,23 70,65 70,81 71,03
12. Barito Timur 70,57 70,82 71,34 71,39 71,47
13. Murung Raya 67,16 67,56 67,89 67,98 68,12
Kota/ Municipality

Palangka Raya 79,69 80,34 80,77 80,77 80,82
Kalimantan Tengah 69,79 70,42 70,91 71,05 71,25

Sumber/ Source : Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya/ Based On Census, Surveys, and  Others
Sources

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap tingkat
kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat yang tinggi didekati dengan PDRB
perkapita. PDRB perkapita dihitung dengan membagi nilai nomina PDRB dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju
pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada lgju pertumbuhan penduduk. PDRB
perkapita yang disgiikan tidak memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk
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Kalimantan Tengah (Net Factor Income From Abroad), sehingga pendapatan perkapita yang

disgjikan belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat.

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap tingkat
kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat didekati dengan PDRB perkapita. PDRB
perkapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka lgju pertumbuhan ekonomi harus
jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. PDRB perkapita yang disgjikan tidak
memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk Katingan (Net Factor Income from
Abroad), sehingga pendapatan perkapita yang disgikan belum sepenuhnya menggambarkan
pendapatan riil. Kemudian di dilampirkan tabel PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usah
(juta rupiah) dalam tiga tahun terakhir, berikut tabel PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga
Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan:

Tabel 3.1.2
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp)
Tahun 2019 — 2021

Tahun PDRB Per Kapita ADHB PDRB Per Kapita ADHK
(JutaRp) (JutaRp)
@ @ (©)]
2019 8.236.771,3 5.110.220,5
2020 8.306.475,7 4.944.306,2
2021* 9.079.209,0 5.087.479,3
*)Angka Sementara

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang
penduduk. Pada tahun 2021, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai
PDRB per satu orang penduduk. Pada tahun 2021, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Katingan mencapal 9.079.209,0 juta rupiah meningkat 7,7 persen dari tahun sebelumnya.
Sementaraitu, PDRB perkapita Atas Dasar Harga K onstan tahun 2021 juga meningkat men;j adi
5.087.479,0 juta rupiah, dengan lgju pertumbuhan bernilai 1,5 persen. Pertumbuhan PDRB
perkapita Katingan tahun 2021 bernilai positif hal ini menunjukkan bahwa pendapatan
masyarakat pada tahun tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian
jumlah penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Katingan Pada tahun 2021 mencapai 163.099
jiwa berdasarkan hasil Sunsus Penduduk 2020. Selain itu, jumlah KTP dan KK di Kabupaten
Katingan tahun 2021 yaitu 167.784 buah dan 52.616 buah.

Konsep angkatan kerja menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan sebagian penduduk
menjadi angkatan kerja, antara lain karena faktor ekonomi, faktor sosial maupun faktor
psikologis. Dengan terdapatnya perkembangan sosia ekonomi maka kondisi angkatan kerja
juga berkembang dengan berbagal variasinya, yang akhirnya akan mempengaruhi Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Katingan tahun 2021 sebesar Rp2.962.344 tidak
mengalami perubahan dibandingkan UMK Katingan tahun 2020 sebesar Rp2.962.344. Secara
umum, semakin tinggi golongan umur, maka tingkat partisipasi angkatan kerja semakin
meningkat sgalan dengan bertambahnya tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Katingan pada 2021 mencapai 78.140 orang yang
menurun dibandingkan jumlah angkatan kerja pada 2020 yang mencapai 83.135 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang sederhana untuk
menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang
sangat besar. Namun masalah lain yang juga sangat penting adalah setengah pengangguran
yang didefinisikan sebagai orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Setengah
pengganguran ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain banyaknya orang yang terpaksa
bekerja kurang dari jam kerja normal karena iklim usaha yang kurang kondusif, misanya
karena perusahaan terpaksa mengurangi jumlah produksi karena berkurangnya order yang
masuk sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Kedua konsep ini sangat berbeda,
karena pengangguran adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan sedangkan setengah
penganguran menggunakan pendekatan jam kerja. Berdasarkan data BPS jumlah pengangguran
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di Kabupaten Katingan 3 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) di Kabupaten Katingan pada tahun 2021 mencapai 5,50 persen mengalami penurunan
0,19 persen dibandingkan TPT tahun 2020 yang sebesar 5,69 persen. Sedangkan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 64,38 persen, mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 64,55 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kertja
(TPAK) mengalami peningkatan dari sebelumnya, kondisi ini disinyalir terjadinya peningkatan
angkatan kerja baru yang belum terserap oleh lapangan kerja misanya lulusan SMA/SMK,
Diploma/Sarjana yang tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan langsung terjun
dalam bursa angkatan kerja dan pengangguran yang dikarenakan pandemi covid-19.
Tabel 3.1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Katingan,
Tahun 2019 — 2021

Indikator

2019

2020

2021

@

@

®

4

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Labour Force

Participation Rate 70,79 64,55 64,38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Labour Force Participation Rate 5,45 5,69 5,50

Sumber : Data Sakernas 2019-2021 (diolah)

Kesgahteraan rakyat, kesegjahteraan rakyat suatu wilayah dapat diukur dari berbagai
indikator, yang pertama tingkat kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki
rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Presentasi penduduk
miskin di Kabupaten Katingan padatahun 2021 cenderung meningkat jika dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya, berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Katingan pertahunnya. Data ini diperoleh berdasarkan Survei Sosiad Ekonomi Nasional

(Susenas) 2021, BPS/ National Socioeconomic SQurvey 2021, BPS Satistics Indonesia:
Tabel 3.1.4
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota
Kalimantan Tengah Tahun 2017 — 2021

Komponen Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021
@) 2 (©) &) ©) (6)

Kabupaten/ Regency
1. Kotawaringin Barat 13,27 12,90 12,76 11,46 12,29
2. Kotawaringin Timur 27,70 28,20 27,38 26,64 27,06
3. Kapuas 18,80 18,52 18,23 18,17 19,45
4. Barito Selatan 5,95 6,16 5,99 6,12 6,42
5. Barito Utara 6,72 6,50 6,46 6,78 7,40
6. Sukamara 1,99 1,96 2,01 2,13 2,38
7. Lamandau 2,74 2,52 247 2,61 2,92
8. Seruyan 14,04 14,56 14,66 14,53 15,07
9. Katingan 9,51 8,72 8,51 8,23 9,15
10. Pulang Pisau 6,64 571 5,39 521 5,43
11. Gunung Mas 6,67 5,96 5,86 5,78 6,29
12. Barito Timur 8,56 8.05 7,97 7,88 8,02
13. Murung Raya 6,75 7,39 721 7,18 7,31
Kota/ Municipality
Palangka Raya 9,91 9,78 9,69 10,23 10,86

Kalimantan tengah 139,25 136,93 134,59 132,94 140,04

Sumber/ Source: Survel Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)2021, BPS/ National Socieconomic Survey 2021, BPS:  Satistics

Indonesia

Selain tingkat kemiskinan yang mengalami peningkatan, permasalahan kemiskinan

dapat di lihat dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan
kemiskinan merupakan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan, sedang indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran
antara penduduk miskin. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 9,15
persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,23 persentase tersebut mengalami
peningkatan sebesar 0,92 persen.
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Indikator kedua yang mempengaruhi kesgahteraan adalah gini ratio. Gini ratio
merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran antara kelompok penduduk dengan skala 0s.d
1. Kondisi selamatahun 2021 gini ratio Kabupaten Katingan turun dari 0,25 persen menjadi
0,23 persen mengalami penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan tahun 2020. Penurunan
gini ratio ini dimungkinkan karena terjadinya penurunan pengeluaran daya beli masyarakat
terutama menengah keatas yang dipengaruhi oleh wabah virus corona yang mengakibatkan
penurunan daya beli masyarakat. Berikut kondisi gini ratio berdasarkan Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) 2021, BPS/National Socioeconomic Survey 2021, BPS Satistics Indonesia

Tabel 3.1.5
Jumlah Gini Ratio Menurut Kabupaten/ K ota
Kalimantan Tengah Tahun 2017 — 2021

K omponen Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021
D )] ©)] 4 (5 (6)

Kabupaten/ Regency
1. Kotawaringin Barat 0,31 0,31 0,31 0,33 0,31
2. Kotawaringin Timur 0,35 0,34 0,30 0,32 0,32
3. Kapuas 0,31 0,33 0,34 0,32 0,31
4. Barito Selatan 0,33 0,32 0,30 0,31 0,29
5. Barito Utara 0,32 0,31 0,31 0,34 0,31
6. Sukamara 0,34 0,36 0,33 0,30 0,29
7. Lamandau 0,31 0,30 0,28 0,30 0,32
8. Seruyan 0,29 0,28 0,30 0,26 0,26
9. Katingan 0,27 0,30 0,27 0,25 0,23
10. Pulang Pisau 0,30 0,27 0,36 0,30 0,26
11. Gunung Mas 0,30 0,31 0,30 0,28 0,27
12. Barito Timur 0,31 0,32 0,34 0,33 0,29
13. Murung Raya 0,30 0,32 0,31 0,28 0,31
Kota/ Municipality
Palangka Raya 0,38 0,37 0,36 0,34 0,36

Kalimantan tengah 0,34 0,34 0,34 0,33 0,32

Sumber/ Source: Survel Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, BPS National Socieconomic Survey 2021, BPS Satistics
Indonesia

Segjalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif, inflasi
Kalimantan Tengah yang merujuk dari dua kota amatan untuk inflasi (Kota Palangka Raya dan
Kota Sampit) mulai menunjukkan peningkatan, namun masih berada pada kisaran target inflasi
nasional yang sebesar 3t1persen. Inflas Kalimantan Tengah tahun 2021 tercatat sebesar 3,32
persen, dengan nilai Indeks Harga Konsumen sebesar 108,77. Angkainflasi untuk tahun 2021
ini tercatat hanya sebesar 1,03 persen. Kenaikan redlisasi inflasi pada tahun ini menunjukkan
kegiatan ekonomi di Kalimantan Tengah yang berjalanan menuju pemulihan ke arah normal
sebelum pandemi. Inflasi tahunan atau inflasi year-on-year ini disebabkan oleh peningkatan
indeks harga pada kelompok kesehatan (8,86 persen) kelompok perumahan, air, listrik, dan
bahan bakar rumah tangga (4,88 persen), serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau
(4,88 persen). Sedangkan inflasi bulanan gabungan dari dua K ota amatan, K ota Palangka Raya
dan Sampit, pada Desember 2021 terjadi karena adanya peningkatan indeks kelompok
transportasi (2,97 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,17 persen),
kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,53 persen), kelompok perawatan
pribadi dan jasalainnya (0,52 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah
tangga (0,35 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga rutin
(0,35 persen, kelompok pakaian dan alas kaki (0,34 persen) dan kelompok rekreasi, olahraga
dan budaya (0,17 persen).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provins Kalimantan Tengah mencatat inflasi bulan
Desember 2021 ini merupakan inflasi bulanan tertinggi (0,99 persen) selama masa pandemi
(Maret 2020) untuk K ota Palangka Raya dan tertinggi kedua (0,66 persen), setelah inflasi bulan
Oktober 2021 (2,06 persen) untuk Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin ~ Timur.
Dibandingkan 2020, sgak Covid-19 melanda di Maret 2020 tren inflasi bulanan di Provins
Kalimantan Tengah, berdasarkan dua Kota amatan, terus menurun. Namun sejak September
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2021 sampal sekarang menunjukkan tren perbaikan, yang juga menunjukkan sinyal ekonomi
membaik.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adal ah serangkai an usaha dan kebijakan yang
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan Kkerja,
memeratakan distribus pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional
dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.
Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahan agar pendapatan
masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perbuhan kondisi perekonomian yang
terjadi secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka
waktu tertentu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat
kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung
berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap
tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah
barang dan jasa yang dihasilkan ol eh semualapangan usaha kegiatan ekonomi yang adadi suatu
wilayah selama kurun waktu setahun.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan mengalami
tumbuh positif dari tahun 2017-2019, yakni sebesar 6,56 persen pada tahun 2017, 6,59 persen
pada tahun 2018, 5,81 persen padatahun 2019, namun mengalami tumbuh negatif sebesar 3.25
persen pada tahun 2020, lalu pada tahun 2021 mengalami tumbuh positif sebesar 2,90 persen.
Fluktuasi volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sis
permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi
pada Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 11,48% pada tahun 2021. Dari sis
permintaan akhir, sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan didominasi oleh
komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT).

Sdlanjutnya penyelenggaraan pemerintahan di  Indonesia, menggunakan tiga azas
pemerintahan, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisas addah
penyerahan wewenang/urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara K esatuan Republik Indonesia.
Dekonsentras adalah pelimpahan wewenang/urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah dan/atau kepadainstans vertika di wilayah tertentu.
Tugas Pembantuan adal ah penugasan dari Pemerintah kepadadaerah dan/atau desa, dari Pemerintah
Proving kepada Kabupaten/Kota, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk
mel aksanakan tugas tertentu. Pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan dimaksud didanai
dari APBN melalui Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga

Kabupaten Katingan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, K abupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur Proving Kdimantan Tengah merupakan wujud dari pembagian
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagal bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Kabupaten Katingan juga wajib melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut tentu sgja harus mendapat
dukungan dari Pemerintah Pusat, baik dalam hal dukungan anggaran ataupun pembinaan dan
pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasiond serta memberikan arah bagi
pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan
sasarannya maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu meredlisasikan cita-cita dan tujuan
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tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mel aksanakan otonomi
daerah dan desentralisas fiskal. Desentrdisasi pada dasarnya terdiri dari desentraisas politik
(political decentralization), desentralisas administras  (administrative  decentralization),
desentralisas fiskal (fiscal decentralization), dan desentralisas ekonomi (economic or market
decentralization). Dalam konteks penydenggaraan pemerintahan di daerah, komponen
desentralisas tersebut harus diaktualisaskan secara bersama-sama dan satu dengan yang lainnya
harus saling mendukung.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, peraturan pelaksanaannya telah membawa banyak perubahan yang
mendasar dalam implementas kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Hal tersebut antaralain
terlihat dari perbaikan formula pengaokasian dana-dana yang didaerahkan. Perbaikan juga
dilakukan dalam mekanisme penyaluran transfer ke daerah (DAU, DAK, DBH Pgjak, dan DBH
SDA) yang saat ini sudah dilaksanakan langsung dari Rekening Kas Umum Negara di Bendahara
Umum Negara (BUN) ke Rekening Kas Umum Daerah.

3.1.1 Transfer Ke Daerah

Transfer ke Dagrah adalah bagian dari BelanjaNegaradalam rangkamendanai pel aksanaan
desentralisas fiskal yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana
Otonomi Khusus dan Dana Desa. Setigp tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan
dan penetapan besaran dokas TKDD per daerah. Manfaat Transfer ke Daerah cukup signifikan
dengan adanya penerapan mekanisme Transfer ke Daerah sdlain dapat mendorong percepatan
penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APBD juga dapat meningkatkan efisens di semua lini
dan proses pel aksanaan dan pertanggungjawaban Transfer ke Daerah.

Efisens tersebut mencakup efisiens birokrasi yang harus dilalui, efisens anggaran dari
biaya yang ditimbulkan, SDM yang dibutuhkan lebih minimal, efisens waktu lebih cepat karena
langsung ditransfer dari Rekening Kas Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),
efisens Sistem Informas Keuangan Daerah, dan efisens pelaporan anggaran. Pada tahap
sdlanjutnya, Transfer ke Daerah tersebut mendorong penggunaan satu Rekening Kas Umum Daerah
untuk menampung transfer dari APBN dan APBD (Treasury Sngle Account) di daerah serta
mempercepat penetapan, pelaksanaan dan penyerapan dana APBD.

Transfer ke Dagrah terdiri dari Dana Bagi Hasi| dari penerimaan pgjak dan SDA, Dana
Alokas Umum dan Dana Alokas Khusus, merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam
melaksanakan desentralisasi, yang aokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain
mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengis dan melengkapi.

3.1.1.1 DanaBagi Hasl

Dana Bagi Hasil (DBH) adadah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah
untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potens
daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue,
penyalur DBH berdasarkan realisas penerimaan tahun anggaran berjalan ( Pasal 23 UU 33/2004).
Jenisjenis DBH meiputi DBH Pgak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi pajak
Bumi dan Bangunan, Pgjak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA
meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Pengaturan DBH mempertegas bahwa sumber pembagian berasa dari APBN berdasarkan
angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan
ddam APBN yang bagi hasil meliputi beberapa jenis potens pajak dan potens sumber daya alam
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yang dikelola oleh pusat. Berjdannya sistem transfer dalam DBH mencerminkan adanya otonomi
yang sdluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan utama dari
DBH adadah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

31111 DanaBag Hasl Pajak
Dana Bagi Hasl Pgak adaah dana yang bersumber dari pendspatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pel aksanaan desentralisasi. Danabagi hasil terdiri dari DBH Pgjak dan DBH

Sumber DayaAlam (SDH), dan pembagian seluruh atau sebagian hasi| penerimaan pajak dari suatu

tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepadatingkatan pemerintahan dibawahnyadalam rangka

pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan adanya Bagi Hasil Pajak
dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan pembiayaan dalam rangka menyelenggarakan
pemerintahan di daerah, tidak seimbang dengan besarnya pendapatan daerah itu sendiri:

1. Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dana secara mandiri;

2. Adanyajenis penerimaan pgak dan atau bukan pajak yang berdasarkan pertimbangan tertentu
pemungutannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun obyek dan atau subyek
pajaknyaberadadi daerah;

3. Adanyajenis penerimaan pajak dan atau bukan pajak yang berdasarkan pertimbangan tertentu
pemungutannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun obyek dan atau subyek
pajaknyaberadadi daerah;

Memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah;

Memberikan insentif kepada daerah dalam mel aksanakan program Pemerintah Pusat;
Memberikan insentif kepada daerah dalam melaksanakan program Pemerintah Pusat;
Memberikan kompensas kepada daerah atas timbulnya beban dari kegiatan yang dilimpahkan
oleh Pemerintah Pusat.

Bagi Hasil Pgjak bersumber dari:

Pajak Penghasilan (PPh) WP Orang Pribadi Dalam Negeri;

PPh Pasdl 21;

Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB);

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk Kabupaten Katingan, Dana Bagi Hasil Pgjak diperoleh dari Bagi Hasil dari Pgjak
Bumi dan Bangunan dan Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan 29 Wgjib Pgjak Orang Pribadi Dalam Negeri
dan PPh Pasdl 21, dan pada tahun 2020 perolehannyadidominas oleh Bagi Hasil dari Pgjak Bumi
dan Bangunan. Jumlah tersebut terbesar diperoleh jika dibandingkan padatahun-tahun sebelumnya

No ghs

EE ORI o

Gambar 3.1.6
Bagi Hasil Pajak Kabupaten Katingan
Tahun 2016 — 2021
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31112 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Sumber Daya Alam berasal dari penerimaan :

Pertambangan Minyak Bumi

Pertambangan Gas Bumi

Pertambangan Umum

Pertambangan Panas Bumi

K ehutanan

Perikanan.

Bagi Hasil Bukan Pgak / Sumber Daya Alam pada Pemerintah Kabupaten Katingan
bersumber dari Bagi Hasil Provis Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil dari luran Tetap
(Landrent), Bagi Hasil dari luran Exploras dan luran Exploitas (Royalty), Bagi Hasil dari Pungutan
Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari
Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil dari luran 1zin Usaha Pemanfaatan Hutan (11UPH), dimana
pada tahun 2021 perolehannya didominas oleh Bagi Hasl dari luran Eksploras dan luran
Eksploitas (Royalti), Bagi Hasil dari Provins Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil dari luran
Tetap (Landrent), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan

Gas Bumi, dan yang paling kecil memberikan kontribus adalah Bagi Hasil Minyak Bumi.
Gambar 3.1.7
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Katingan
Tahun 2016 — 2021
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B Dana Bagi Hasil Sumber

68.107.8|53.410.0|51.656.6|65.210.7 |47.991.8114.929.
Daya Alam

3.1.1.2 DanaAlokas Umum

DAU adalah sgjumlah dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah
Otonom Provinsi/Kabupaten/K ota disetiap tahunnya. DAU merupakan salah satu komponen
belanja pada APBD, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokas
Umum (DAU) dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/K ota.

Tujuan DAU adalah sebagai instrumen untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah.
Untuk itu, berhasil tidaknya alokasi DAU akan sangat ditentukan oleh tercapai tidaknya upaya
perbaikan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dari tahun ke tahun. DAU untuk
Kabupaten Katingan tahun 2021 mengalami penurunan dibadingkan tahun sebelumnya dapat
dilihat pada berikut ini :

e —
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Gambar 3.1.8
Dana Alokasi Umum Kabupaten Katingan
Tahun 2016 — 2021
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3.1.1.3 DanaAlokas Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapata APBN yang
dia okasikan kepada daerah tertentu dengan tuj uan umtuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi
prioritas nasional dimuat dalam rencana K erja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan.
Pada awalnya, DAK yang dialokasikan sgjak tahun 2003 hanya dialokasikan untuk 5 bidang
yaitu pendidikan, kesehatan, prasaranajalan, prasaranairigasi, dan prasarana pemerintah. Saat
ini DAK sudah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus pada 11 bidang yang merupakan
bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana
jalan, prasarana irigasi, prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, prasarana
pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, kependudukan, dan
kehutanan.

Gambar 3.1.9

Dana Alokasi Khusus Kabupaten Katingan
Tahun 2016 — 2021
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Gambar 3.1.9 diatas menggambarkan tentang penerimaan DAK pada Kabupaten Katingan.
Padatahun 2016 K abupaten K atingan mendapatkan DAK yang sedikit, sedangkan padatahun 2017,
2018 mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2019. Dan pada tahun 2021 mengalami
peningkatan yang cukup besar yaitu dibanding tahun 2020.

312 Pinjaman, Obligas dan Hibah Daerah

3121 Pinjaman Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisas fiskal, untuk memberikan
dternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat mel akukan
pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbaga resko seperti resiko
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kesinambungan fiska, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko operasional, maka
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu
pinjaman daerah. Pinjaman Daerah adalah semua transaks yang mengakibatkan daerah menerima
sgjumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut
dibebani kewsgjiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah merupakan salah satu instrumen
pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik. Beberapa prinsip
dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah;

2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan
kewenangan Pemerintah Daerah;

3. PFinjaman Daerah merupakan aternatif sunber pendanaan APBD yang digunakan untuk

menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas,

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;

Pemerinta Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;

6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan
Pemerintah Dagrah sebagai penerimaan pinjaman yang di tuangkan daam perjanjian
pinjaman;

7. Proyek yang dibiayai dari Obligas Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam
proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah; dan

8. Sduruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam
APBD.

Dengan prinsip tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah seharusnya memiliki vis yang jauh
ke depan untuk dapat mengelola potens yang ada agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin
untuk dapat melayani masyarakat dengan baik. Namun demikian, mengingat pinjaman daerah
mempunyal  konsekuens pada biaya yang akan terjadi pada masa yang akan datang, maka
pengelolaan pinjaman daerah harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian
(prudential management).

Alternatif sumber-sumber pinjaman yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah, adalah
sebagai berikut:

1. Pinjaman yang dananya berasad dari pendapatan APBN dan atau pengadaan pinjaman
Pemerintah dari dalam maupun luar negeri;

2. Pemerintah Dagrah lain;

3. LembagaKeuangan Bank yang berbadan hukum Indones adan mempunyai tempat kedudukan
ddam wilayah negara Indonesia;

4. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat
kedudukan dalam wilayah negara Indonesia; dan

5. Masyarakat, yaitu berupa Obligas Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada
masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Berdasarkan waktunya, pinjaman daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pinjaman Jangka Pendek
Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama
dengan satu tahun anggaran dan kewsjiban pembayaran kembdi pinjaman yang meliputi
pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain (termasuk biaya administras, komitmen, provig,
asurans, dan denda) seluruhnya harus dilunas dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Pinjaman Jangka Menengah

o &
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Pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu
tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman,
bunga, dan biaya lain (termasuk biaya administrasi, komitmen, provis, asurang, dan denda)
harus dilunas dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masajabatan Kepala Daerah yang
bersangkutan.
3. RPinjaman Jangka Panjang
Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu
tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman,
bunga, dan biayalain (seperti biayaadministrasi, komitmen, provis, asurang, dan denda) harus
dilunas pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang
bersangkutan.
Pengaturan tentang pembayaran kembali pinjaman daerah diatur sebagai berikut:
1. Sduruh kewsjiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun
anggaran yang bersangkutan; dan
2. Ddam ha daerah tidak memenuhi kewsjiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah,
kewsjiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan atau Dana Bagi
Hasil dari penerimaan negarayang menjadi hak daerah tersebut.
Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Katingan tidak ada melakukan pinjaman
daerah dalam bentuk apapun.

Obligas Daerah

Obligas Daerah diartikan sebagai pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui
penawaran umum di pasar modal. Terdapat dua unsur utama yang perlu diperhatikan khusus dalam
kaitannya dengan Obligas Daerah. Unsur yang pertama adalah, berkaitan dengan kapasitas
Pemerintah Daerah ddam menerbitkan Obligas Daerah. Untuk melindungi fiskal daerah,
Pemerintah Daerah yang akan menerbitkan Obligas Dagerah harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Menteri Keuangan. Penerbitan Obligasi ini dimaksudkan untuk membiayai proyek-
proyek yang dapat memberikan manfaat kepada publik dan menghasilkan penerimaan. Pada
prinspnya, diharapkan pendapatan yang didapat dari proyek yang dibiayai Obligasi Daerah dapat
menutup pokok dan bunga yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, perlu
diadakan langkah-langkah penilaian atas proyek yang akan dibiayai tersebut. Hal ini dimaksudkan
untuk melihat kemungkinan apakah komponen-komponen dari proyek yang dimaksud di sini telah
layak sehingga benar-benar dapat menghasilkan penerimaan.

Unsur yang kedua adalah mengenai penawaran umum Obligasi Daerah di pasar modal. Dalam
prakteknya Obligasi Daerah dianggap sebagai efek yang bersfat utang. Jika Obligas Daerah telah
diterbitkan dan telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Moda Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK), maka Obligas Daerah telah siap untuk diperjuabelikan di pasar modal. Transaks
jual beli Obligas Daerah mengikuti mekanisme di pasar modal . Berkaitan dengan ha ini, prosedur
yang perlu diikuti telah diatur sedemikian rupa meaui berbagai K eputusan Kepaa Bapepam-LK
dan peraturan pasar moda lainnya. Pihak yang akan menerbitkan Obligas Daerah harus memenuhi
prinsip keterbukaan di pasar modal. Prinsip keterbukaan dimaksudkan untuk memberikan informas
lengkap mengenai prospek Obligas Daerah untuk menarik minat investor.

Obligas Daerah merupakan efek yang bersifat utang, dimana s penerbit obligas memiliki
piutang terhadap pemegang obligas dan s berutang berkewsjiban untuk membayar pokok obligas
beserta bunganya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pemberian Obligas Daerah.
Obligas Daerah diberikan untuk waktu yang tetap selamalebih dari 1 (satu) tahun.

Secara khusus, obligas memiliki karakteristik yang berbeda dengan pinjaman. Obligas juga
merupakan pinjaman, tetapi diberikan dalam bentuk surat berharga. Daam obligasi, S peminjam
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menjadi emiten dan pemberi pinjaman menjadi pemegang obligas. Suku bunga biasanya sudah

ditentukan. Kebanyakan obligasi adalah semi-tahunan, yang artinya bunga dibayarkan 2 (dua) kali

ddam setahun pada pokok obligas. Pokok obligas itu sendiri dibayarkan dalam bentuk

pembayaran tunggal pada akhir jangkawaktu yang telah ditentukan. Oleh karenaitu, jJumlah bunga

yang telah dibayarkan adalah sama dalam tiap tahunnya sampai pembayaran pokok obligasi lunas.

Prinsp umum mengenai penerbitan Obligas Daerah, yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan Obligas Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata
uang Rupiah;

2. Obligas Daerah merupakan pinjaman Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah;

3. Pemerintah Dagrah dapat menerbitkan Obligas Daerah hanya untuk membiayai kegiatan
investas sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi
masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligas
Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligas Pendapatan (Revenue Bond);

4. Nilai Obligas Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligas Daerah pada saat
diterbitkan. Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligas
Daerah dengan jenisindex bond yaitu Obligas Daerah yang nilai jatuh temponyadinilai dengan
index tertentu dari nilai nominal, misalnya dengan kurs dollar atau harga emas; dan

5. Pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan Obligas Daerah di Pasar Modd mengikuti
ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Katingan tidak ada menerbitkan obligas
daerah dalam bentuk apapun.

Hibah Daerah

Hibah adaah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/|embaga
asing, badan/lembagainternasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan baik
dadam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang
tidak perlu dibayar kembali.

Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai sdah satu bentuk hubungan keuangan
antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pel aksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan
sebagal salah satu komponen lain lain pendapatan. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena
tidak harus dibayar kembali oleh daerah.

Hibah yang bersumber dari Dalam Negeri bersumber dari:

Pemerintah;

Pemerintah Dagrah lain;

Badan/L embaga Organisas Swasta dalam negeri; dan

Kelompok masyarakat/perorangan.

Sedangkan Hibah yang bersumber dari luar negeri diperoleh dari lembaga/institus, negara:
Bilateral;

Multilaterd; dan

3. Donor lainnya.

Prinsip dasar pel aksanaan hibah daerah di Indonesiayaitu:

1. HibahkepadaDaerah bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan
prioritas dan kebijakan Pemerintah serta merupakan urusan daerah;

2. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri kegiatannya merupakan
kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan olen Kementerian Negara/L embaga;

3. Daam hd Hibah kepada Daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri kegiatannyatelah
diusulkan oleh Kementerian Negara/Lembagg;

LW
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4. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri, kegiatannyadapat diusulkan oleh
K ementerian Negara/l_embaga dan/atau Daerah,

5. Hibah diberikan kepada Daerah ditetapkan olen Menteri Keuangan setelah berkoordinas
dengan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga terkait;

6. Hibah yang berasd dari dalam negeri dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPHD)
antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Hibah, sementara yang berasal dari Luar Negeri
dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) antara Pemerintah dan
Pemberi Hibah Luar Negeri. Hibah tersebut diteruskan oleh Pemerintah kepada Daerah.
Penerusannya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPPH) antara Pemerintah dengan
Daerah.

Dalam pengel olaan hibah, daerah berkewgjiban untuk:

1. Menyediakan faslitas penunjang untuk kelancaran pekerjaan apabila hibah berupa jasa
konsultan dan jasa lainnya. Apabila Daerah tidak menganggarkan kegiatan, pencairan hibah
tidak dapat dilakukan;

2. Dana pendamping dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah
(DPA-PD).

Tahun 2021 Pendapatan Hibah yang diterima dari Badan Usaha Swagta (Pihak Ketiga)
yang diperolen Kabupaten Katingan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,
menurunnya Pendapatan Hibah tahunini disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi yang
disebabkan oleh pendemi COVID 19. Jika dilihat pada Gambar 3.1.10 menggambarkan naik
turunnya Pendapatan Hibah yang diperoleh selama tahun tertentu. Pendapatan Hibah Daerah
Kabupaten Katingan yang diterima Pemerintah untuk tahun 2016 dan 2018 mengaami
penurunan dibandingkan tahun 2017, sedangkan di tahun 2019 Pendapatan Hibah mengalami
kenaikan yang sangat signifikan di bandingkan dengan tahun 2018 dan pada tahun 2021
Pendapatan Hibah kembali mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan
tahun 2021.

Gambar 3.1.10
Pendapatan Hibah Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 — 2021
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3.1.3 Pagjak Daerah dan Retribus Daerah

Sdah satu wujud dari pelaksanaan desentralisas fiskal adalah pemberian sumber-sumber
penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-
masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribug.

Jenis pgak proving bersifat limitatif yang berarti proving tidak dapat memungut pajak lain
selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh proving
terkait dengan kewenangan proving sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi
kewenangan ddam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan
kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan
bidang pemerintahan tertentu.
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Namun demikian, dalam pelaksanaannya proving dapat tidek memungut jenis pgak yang

telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai.

Jenis pajak kabupaten/kotatidak bersifat limitatif, artinyakabupaten/kotadiberi pel uang untuk

menggali potens sumber-sumber keuangannyadengan menetapkan sendiri jenispajak yang bersifat
spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. Besarnya tarif definitif untuk
pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi
dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU.

3.1.3.1 Pajak Daerah

1

E

Kriteriapgak daerah yaitu :

Bersfat pgjak, dan bukan retribus.

Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut harus sesuai definis pgjak yang ditetapkan dalam

UU, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pembangunan daerah.

Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan

mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah

kabupatern/kota yang bersangkutan.Yang dimaksud dengan mobilitas rendah adalah obyek
pajak sulit untuk dipindahkan. Contohnya Pgak Hotel, Pgak Restoran, Pgak atas

Pengambilan Sarang Burung Walet. Sedangkan yang dimaksud dengan hanya melayani

masyarakat di wilayah tertentu adalah bahwa beban pagaknya hanya ditanggung oleh

masyarakat |okal, contoh : Pgjak Penerangan Jalan.

Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

M aksudnya adal ah bahwa pajak tersebut ditujukan untuk kepentingan bersamayang lebih luas

antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman dan kestabilan

politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provins dan/atau pusat.

Potensinya memadai.

Hasil penerimaan pajak haruslebih besar dari biaya pemungutan.

Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.

Pgjak tidak mengganggu aokas sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber

daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

a Agpek keadilan, antara lain, objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawas
pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pgak, tarif
pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak, objek atau subjek atau
dasar pengenaan pgak tidak membedakan (klasifikas) orang pribadi atau badan tanpa
alasan yang kuat.

b. Aspek kemampuan masyarakat, artinya pgjak memperhatikan kemampuan subjek pajak
untuk memikul tambahan beban pajak, sebagian besar dari beban pagjak tersebut tidak
dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.

Menjaga kelestarian lingkungan.

Pengenaan paj ak tidak memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat

atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Penerimaan pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dapat dilihat

padagrafik 3.1.11 Penerimaan Pgjak Daerah K abupaten Katingan diperoleh dari Pgjak Hotel, Pajak
Restoran, Pgjak Hiburan, Pgjak Reklame, Pgjak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
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Batuan, Pajak Sarang Burung walet, Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Tahun 2021 Sektor Pgjak Pgjak Penerangan Jalan paling besar memberikan kontribus,
kemudian diikuti oleh sektor Pgjak Restoran di posis kedua dan Pgjak Penerangan Jalan di posis
ketiga. Sektor Pgjak PBB-P2 dan BPHTB menempati urutan keempat dan kelima dalam
memberikan kontribus penerimaan pajak daerah, diikuti Pejak Sarang Burung Walet dan Pgjak
Reklame di posis keenam dan ketujuh serta Pgjak Hotel di urutan kedelapan, sedangkan Pajak Air
Tanah merupakan sektor yang memberikan kontribus terkecil.

Secara kesdluruhan Pendapatan pgjak yang diterima Kabupaten Katingan mengalami
penurunan pada tahun 2021 jika dibandingkan padatahun 2019 dan 2020.
Gambar 3.1.11
Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 — 2021
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Retribus Daerah
Retribus daerah terdiri atastiga golongan, yaitu:

1. Retribus JasaUmum, yaitu retribusi atas jasayang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.

2. Retribus Jasa Usaha, yaitu retribus atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut
prinsp komersia karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Reribus Perizinan Tertentu, yaitu retribus atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan
sumber daya dam, barang, prasarana, sarana, atau fadlitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan Perda, Pemda Proving dan Kabupatern/Kota juga dapat menetapkan jenis retribus
lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
KriteriaRetribus Daerah yaitu:

I.  Retribus JasaUmum
a Bedfa bukan pgak dan bersifat bukan Retribus Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan

Tertentu,

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisas;

c. Jasatersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan

membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum,

d. Jasatersebut layak untuk dikenakan retribus;

e. Reribus tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;

f.  Retribus dapat dipungut secara efektif dan efisen, serta merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang potensial; dan
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g. Pemungutan retribus memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau
kualitas pelayanan yang lebih baik.

II. Retribus JasaUsaha

a Bergfat bukan pajak dan bersfat bukan Retribus Jasa Umum atau Retribus Perizinan
Tertentu; dan

b. Jasayang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersia yang seyogyanya disediakan
oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai
daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemda.

[11. Retribus Perizinan Tertentu

314

3141

a  Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah
ddam rangka asas desentraisasi;

b.  Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;

c. Biayayang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk
menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak
dibiayai dari retribus perizinan.

Sebagai mana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang bahwa pel aksanaan pemungutan pajak
dan retribus harus diatur dengan Perda, juga dimuat ketentuan atau materi yang harus diatur dalam
Perda Pgjak dan Retribus Daerah. Retribus Bagi Pemerintah Kabupaten Katingan terdiri dari
Retribus Jasa Umum, Retribus Jasa Usaha, dan Retribus Perijinan Tertentu. Dari ketiga sektor
Retribus tersebut, Retribusi Jasa Umum memberikan kontribus yang sangat besar, diikuti oleh
Retribus Jasa Usaha dan yang paling kecil memberikan kontribus adalah Retribusi Perijinan
Tertentu.

Pada Gambar 3.1.12 menunjukkan bahwa Pendapatan retribusi daerah Kabupaten Katingan
tahun 2021 mengaami penurunan dari tahun sebelumnya, penerimaan pajak daerah, penerimaan
retribus daerah untuk Pemerintah Kabupaten Katingan juga mengalami penurunan. Pada tahun
2020 pendapatan retribusi daerah mengdami peningkatan dibandingkan tahun 2019, sedangkan
untuk tahun 2021 kembali mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pendapatan retribus
daerah tahun 2020.

Gambar 3.1.12
Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 — 2021
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Dana Dekonsentras dan Dana Tugas Pembantuan

Pengertian Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan
Dekonsentras dan tugas pembantuan adalah penyel enggaraan sebagian urusan Pemerintahan
di daerah yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah, sedangkan pertanggungjawabannya
kepada K ementerian/L embaga yang memberikan Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan.
Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentras dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana. Dana yang diberikan untuk mendanai
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sebagian kewenangan yang dilimpahkan merupakan Dana Dekonsentras yang berasal dari APBN
yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, tidak termasuk dana yang
dialokasikan untuk Instans Vertika Pusat di daerah.

Demikian pula dengan Tugas Pembantuan, dimana setiap adanya penugasan dari
Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah akan diikuti dengan pemberian dana. Dana yang
diberikan untuk mendanai penugasan merupakan Dana Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan/atau desa yang mencakup semua penerimaan dan
pengel uaran dalam rangka pel aksanaan Tugas Pembantuan.

Hal ini berarti bahwa Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian
negara/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provins/kabupaten/kota dan/atau desa sesuai
dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewsgjiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Penganggaran Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Dana Dekonsentras dan Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran
Kementerian/Lembaga yang dialokasikan untuk mendana program dan kegiatan masing-masing
Kementerian/Lembaga berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-
K/L). Penganggaran pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

Untuk Dana Dekonsentras, Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-K/L yang telah
ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) kepada Gubernur. Setelah
menerima RKA-K/L, Gubernur menetapkan pejabat pengel olakeuangan dekonsentras yang terdiri
dari Perangkat Daerah (PD), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan
Surat Perinteh Membayar, dan Bendahara Pengduaran dan menyampaikannya kepada
menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan selambat-lambatnya minggu pertama bulan
Desember padatahun berjalan. RKA-K/L tersebut juga.diberitahukan oleh Gubernur kepada DPRD
Proving pada saat pembahasan RAPBD untuk tujuan sinkronisasi program dan kegiatan yang akan
didanai dari APBN dan APBD.

Untuk Dana Tugas Pembantuan, Kementerian/L embaga menyampai kan RKA-K/L yang telah
ditetapkan menjadi SAPSK kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Setelah menerima RKA-K/L
tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan tugas
pembantuan yang terdiri dari PD selaku Kuasa Pengguan Anggaran, Pejabat Pembuat K omitmen,
Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran,
dan menyampai kannya kepada K ementerian/L embaga selambat-lambatnya minggu pertama bulan
Desember pada tahun berjaan. RKA-K/L  tersebut juga diberitahukan  oleh
Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD untuk tujuan sinkronisas
program dan kegiatan yang akan didanai dari APBN dan APBD.

3.14.3 Penyaluran Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

Dana Dekonsentras dan Dana Tugas Pembantuan disdurkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui Rekening Kas Umum Negara.

Apabila di dalam pelaksanaan Dekonsentras dan Tugas Pembantuan terdapat saldo, maka
saldo tersebut wajib disetor ke Rekening Kas Umum Negaradan apabilamenghasilkan penerimaan,
maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke Rekening Kas
Umum Negara.
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3.1.4.4 Pertanggungjawaban dan Pelaporan
KepaaPD Provins/Kabupaten/K ota selaku K uasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentras
dan tugas pembantuan atas nama Kepala Dagrahnya wajib menyelenggarakan akuntans dan
bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungj awaban keuangan
dan barang kepada M enteri/Pimpinan Lembaga pemberi danadekonsentras dan tugas pembantuan.
Adapun bentuk dan is laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3145 Sanks

Daam PP Nomor 7 Tahun 2008 menyebutkan bahwaPD yang secarasengajaatau lalai dalam
menyampai kan |aporan pel aksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dikenakan sanksi
berupa penundaan pencairan dana untuk triwulan berikutnya atau penghentian alokasi dana untuk
tahun anggaran berikutnya Pengenaan sanks tersebut tidak membebaskan PD dari kewsajiban
menyampaikan laporan Dekonsentras dan Tugas Pembantuan sebagaimana diatur dalam PP
Nomor 7 Tahun 2008.

Pengenaan sanksi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntans dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat setelah menerima rekomendasi/usulan dari Menteri/Lembaga teknis terkait.
Ketentuan |ebih lanjut mengenai pengenaan sanks akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Dana Dekonsetras addah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur, untuk
mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitu dana yang berasa
dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran
ddam rangka peaksanaan dekonsetras, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instans
vertika pusat di daerah. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban mel aporkan pertanggungjawaban kepada
yang menugaskan dan Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasa dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah dan desa yang yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam
rangka pel aksanaan Tugas Pembantun. Pendanaan Dekon dial okasikan untuk membiayal kegiatan
yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah untuk mendukung penguatan dan
pemberdayaan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatan bersifat nonfisik,
sedangkan pendanaan TP membiayal kegiatan yang bersfat fisk yang ditujukan kepada
Gubernur/Walikota/Bupati selaku kepala daerah otonom.

Penerimaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kabupaten Katingan
sangat fluktuetif, artinya dari tahun ke tahun mengalami naik turun dan Dana Tugas Pembantuan
terdiri dari Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, jika dilihat dari Gambar 3.1.13 sedangkan
untuk tahun 2019, 2020 dan 2021 dimana anggaran tersebut tidak ada disetiap PD.

Gambar 3.1.13
Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bagi Pemerintah
Kabupaten KatinganTahun 2016 — 2021
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3.2 Kebijakan Keuangan

3.2.1 Proyeks Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tertuang daam RKPD 2021 sebagai
pel aksanaan agendaRPIM D Tahun 2018 - 2023 di tahun ketiga, tidak terl epasdari kapasitasanggaran
yang dapat terkel olaoleh pemerintah daerah. Untuk itu, K ebutuhan bel anjapembangunan daerah akan
sdau mempertimbangkan kapasitas fiskd daerah sebagal sdah satu penopang strategis daam
implementas RKPD, yang akan sdlau berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD,
seperti APBN, Hibah, dan kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribus pelaku usaha
meldui Corporate Social Respongbility (CSR).

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Adi Daerah (PAD) yang terdiri dari Hasil Pgjak
Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengel olaan K ekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain
Pendapatan Adi Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasl Pgjak/Bagi Hasl Bukan
Pgjak, Dana Alokas Umum, dan Dana Alokas Khusus. Lain-Lain Pendagpatan Daerah Yang Sah
meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pgak dari Provind dan Pemerintah Dagrah Lainnya, Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Proving atau Pemerintah Daerah
Lainnya. Sdanjutnya untuk Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SLPA), Serta Pengduaran Pembiayaan Daerah mdiputi Penyertaan Modal (investas) Pemerintah
Daerah.

Sdain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari
Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentras dan dana tugas pembantuan yang dialokasikan untuk
menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersfat
penugasan kepada perangkat daerah.

Proyeksd Keuangan Daerah Kabupaten Katingan dan Kerangka Pendanaan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyeenggaraan pemerintah telah diatur sesua
kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksud untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak
tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penydenggaraan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dibiayal dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang
menjadi  tanggung jawab Pemerintah dibiayai dai APBN, baik kewenangan Pusat yang
didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil andis's dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, sdanjutnya
dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan
pembiayaan. K ebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisens dan efektivitas
pelaksanaan APBD TA 2021.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daer ah
Untuk mencapal target yang teah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan

mengarahkan kebijakan Pendapatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Upayalntensfikas dan Ekstensifikas dengan tetap memperhatikan pembangunan berke anjutan
serta kelangsungan dan tumbuh-kembangnya dunia usaha;
Peningkatan koordinas dengan Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Adi Daerah;
Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah,
Peningkatan dan pengembangan mangemen BUMD;
Peningkatan profesionaisme Sumber Daya M anusia penge ola Pendapatan Daerah;
Pengembangan sarana dan prasarana pengel olaan pendapatan daerah; dan
Memperbaiki sistem administras pengel olaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

NOo o~ WDN
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3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
1. Kehijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik padatahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup
Ssa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan,
Has | Penjudan K ekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.
Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun 2021, antaralain dari
SLPA tahun sebelumnya, sertadiupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lainnya.
K omponen penyediaan Danadi sektor Penerimaan Pembiayaan dif okuskan padaduaaspek yaitu
pertama, memprediks kemampuan penerimaan yang akan dicapal sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2020, dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan.
Kedua, esimas efisens yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2021 yaitu perkiraan sdish
positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. Dari kedua aspek ini akan
menghasiIkan angka-angkayang dikel ompokkan menjadi komponen SIL PA tahun 2021, sebagai
penunjang sektor penerimaan pembiayaan.
2. Kehijakan Pengduaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah pengduaran yang akan diterima kembdi pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan
dana cadangan, penyertaan moda (investas) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan
pemberian pinjaman daerah.
Daam penyusunan APBD pemanfaatan segaa potens dengan penggunaan sumber daya harus
secara efisen, efektif dan optimal. Sehingga perlu didasari oleh pringp-pringp anggaran yang
memungkinkan terjadinya surplus, namun bilamana dipandang perlu dengan mengingat
kepentingan pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Katingan bisa melakukan
mel akukan penganggaran yang melebihi kapasitas keuangannya atau defisit.

324 Arah Kebijakan Beanja Daerah

Bdanja Daegrah digunakan daam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan
dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa
akan belandaskan pada prindp didplin anggaran, yatu prindp kemandirian yang sddu
mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesual dengan potens daerah, pringp
prioritas, pringp efisens dan efektifitas anggaran.

Kehijakan Bdanja tahun 2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang
proposiond, efisen dan efektif melaui upayaantaralan:

1. Mengupayakan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari totd belanja
daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Mdek Huruf (AMH) dan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
amandemen 1V dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiond;

2. Mengupayakan dokas anggaran untuk kesehatan sebesari 10 persen dari total belanja daerah
untuk peningkatan kuditas dan aksebilitas pelayanan dasar kesehatan masyarakat sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, dengan upaya peningkatan
kesehatan masyarakat melaui pendekatan preventif dan kuratif;

3. Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegistan pemberdayaan koperas dan
UMKM, dengan prioritas menekan angka kemiskinan;

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 30



Pemerintah Kabupaten Katingan
Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

10.

Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisas pemerintah yang trangparan dan

akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Mengoptimalkan tata guna, tata kelola, dan tata produks pengelolaan sumber daya alam yang

berwawasan lingkungan;

Memantapkan infrastruktur trangportas dan pengelolaan persampahan serta sarana prasarana

dasar;

Mendorong tersdenggarannya pembangunan desa terpadu mealui Program  Nasional

Pemberdayaan Masyarakét;

Mendorong pengembangan pariwisata yang akan mengakomodir konsep-konsep pariwisata

berkelanjutan berdasarkan potens budayaloka dan teknologi informes;

Mengal okas kan kebutuhan bel anja secaraterukur dan terarah, yaitu:

a  Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasiona kantor (biaya
ligtrik, telepon, air bersh, BBM, internet dan service mobil;

b. Pengaoksan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan Tupoks
Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinas, faslitad, konsultas, sosdisad,
pengendaian dan evauas, dan perencanaan; dan

c. Pengdokasan kebutuhan beanja kegiatan yang mendukung program-program
pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah.

Untuk Belanja Tidak Terduga akan dilakukan secara rasonad dengan mempertimbangkan

kebutuhan pendanaan untuk perigtiwa-peristiwatidak terduga seperti penanganan bencanaaam

dan kebijakan nasiond untuk penanganan pendemi COVID 19.

3.3 Ikhtisar Pencapaian KinerjaKeuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan TA 2021 berdasarkan

urusan, program dan kegiatan dial okasikan kepada Perangkat Daerah sesuai Struktur Organisas dan
TaaKerja

Redlisas Pendapatan — LRA yang diperoleh sdama TA 2021 sgjak 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2021 ddam rangka membiaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan mencapal sebesar Rp1.224.871.783.845,74 atau 104,29 persen dari anggaran sebesar
Rp1.174.509.182.685,00. PD yang mengelola pendapatan sebanyak 32 PD dan 1 PPKD dari 37 PD
yang adadi Kabupaten K atingan sebagai manatermuat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan — LRA per PD
Tahun Anggaran 2021

No Perangkat Daerah Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Lebih/ Kurang Realisasi 2020
1 Dinas Pendidikan 5.000.000,00 15.400.000,00 308,00 10.400.000,00 3.559.000,00
2 Dinas Kesehatan 8.011.421.000,00 5.210.990.000,00 65,04 (2.800.431.000,00) 9.025.485.725,00
3 BLUD RSUD Mas Amsyar 15.504.050.000,00 20.232.709.808,00 130,50 4.728.659.808,00 14.083.818.599,00
Dinas Pekerjaan Umum 1.130.000.000,00 553.650.000,00 49,00 (576.350.000,00) 221.106.000,00
4 Penataan Ruang dan
Perhubungan
Dinas Perumahan, 1.500.600.000,00 331.662.000,00 22,10 (1.168.938.000,00) 1.067.432.100,00
5 kawasan Pemukiman dan
Pertanahan
6 Dinas Sosial 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Dinas Transmigrasi dan 95.600.000,00 600.000,00 0,63 (95.000.000,00) 37.317.600,00
Tenaga Kerja
8 Pemberdayaan Perempuan 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 0,00
dan Perlindungan Anak
9 Dinas Lingkungan Hidup 411.350.000,00 355.395.900,00 86,40 (55.954.100,00) 227.378.500,00
10 Dinas Komunikasi, 250.000.000,00 - 0,00 (250.000.000,00) 166.000.000,00
Informatika dan Statistik
Dinas Koperasi, Usaha 517.482.000,00 434.685.000,00 84,00 (82.797.000,00) 421.406.000,00
11 Kecil Menengah, dan
Perindustrian
Dinas Penanaman Modal 350.000.000,00 264.500.000,00 75,57 (85.500.000,00) 282.000.000,00
12 dan Pelayanan Terpadu
satu Pintu
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No Perangkat Daerah Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Lebih/ Kurang Realisasi 2020
Dinas Kebudayaan, 245.000.000,00 65.853.500,00 26,88 (179.146.500,00) 44.880.000,00
13 Pemukiman, Olah Raga
dan Pariwisata
14 Dinas Pertanian, Pangan 293.665.218,00 1.235.120.600,00 420,59 941.455.382,00 229.595.880,00
dan Perikanan
15 Sekertariat Daerah 4.094.043.942,00 2.335.800.370,00 57,05 (1.758.243.572,00) 2.026.241.230,00
Badan Perencanaan 59.120.000,00 29.200.000,00 49,39 (29.920.000,00) 18.200.000,00
16 Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan
(BAPELITBANG)
17 Badan Pengelola 47.459.167.840,00 36.913.840.049,92 77,78 (10.545.327.790,08 62.857.498.759,13
Keuangan dan Aset Daerah )
Badan Pengelola 1.094.509.182.685,00 1.156.802.231.217,82 105,90 64.549.384.954,82
18 Keuangan dan Aset Daerah 1.117.935.094.644,00
PPKD
Badan Kepegawaian, 5.800.000,00 6.200.000,00 106,90 400.000,00 5.250.000,00
19 Pendidikan dan Pelatihan
(BKPP)
20 Sekretariat DPRD 1.500.000,00 1.350.000,00 90,00 (150.000,00) 0,00
21 Kecamatan Katingan Kuala 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 3.000.000,00
22 Kecamatan Mendawai 5.000.000,00 5.860.000,00 117,20 860.000,00 5.160.000,00
23 Kecamatan Kamipang 5.000.000,00 6.225.200,00 124,50 1.225.200,00 3.450.000,00
24 Kecamatan Tasik Payawan 5.000.000,00 5.150.000,00 103,00 150.000,00 3.900.000,00
25 Kecamatan Katingan Hilir 5.000.000,00 5.500.000,00 110,00 500.000,00 4.300.000,00
26 Kecamatan Tewang 5.000.000,00 5.265.000,00 105,30 265.000,00 3.150.000,00
Sangalang Garing
27 Kecamatan Pulau Malan 5.000.000,00 5.050.000,00 101,00 50.000,00 3.001.000,00
Kecamatan Katingan 5.000.000,00 17.080.000,00 341,60 12.080.000,00 3.250.000,00
28 Tengah
29 sett:imatan Sanaman 5.000.000,00 5.690.000,00 113,80 690.000,00 5.700.000,00
atikei
30 Kecamatan Marikit 5.000.000,00 5.203.600,00 104,07 203.600,00 4.114.000,00
31 Kecamatan Katingan Hulu 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 3.014.000,00
32 Kecamatan Petak Malai 5.000.000,00 5.021.500,00 100,43 21.500,00 4.031.500,00
33 Kecamatan Bukit Raya 5.000.000,00 5.350.000,00 100,70 350.000,00 4.000.000,00
JUMLAH 1.174.509.182.685,00 1.224.871.783.845,74 104,48 52.618.937.582,74 1.208.702.334.537,13

Urusan pemerintah dan organisas pada Pemerintah Kabupaten Katingan dilaksanakan
oleh 37 PD. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rpl.341.796.597.440,00 dan
teredlisasi sebesar Rp1.208.390.801.885,47 atau 90,05 persen, Rincian belanja per PD dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2

Anggaran dan Realisasi Belanja - LRA per PD
Tahun Anggaran 2021

NO

Perangkat Daerah

Anggaran 2021

Realisasi 2021

%

Lebih/ Kurang

Realisasi 2020

Dinas Pendidikan

289.569.528.738,00

275.621.662.711,32

95,92

11.799.984.352,67

289.084.916.435,60

Dinas Kesehatan

248.255.447.513,00

207.196.140.709,48

83,46

41.059.306.803,52

148.515.517.689,70

BLUD RSUD Mas
Amsyar

20.340.218.078,00

15.378.859.866,97

75,61

4.961.358.211,03

16.546.638.281,16

Dinas Pekerjaan
Umum Penataan
Ruang dan
Perhubungan

136.060.563.298,00

116.816.751.878,50

85,86

19.243.811.419,50

46.472.580.169,00

Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

52.715.474.045,00

47.817.157.783,00

90,71

4.898.316.262,00

34.073.842.370,00

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

6.069.178.756,00

5.811.357.707,00

95,75

257.821.049,00

5.222.225.183,00

Satuan Polisi Pamong
Praja

20.257.272.076,00

14.484.417.243,00

71,50

5.772.854.833,00

12.604.470.028,97

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

6.553.471.654,00

5.858.310.550,00

89,39

695.161.104,00

16.905.896.010,00

Dinas Sosial

6.129.009.028,00

5.775.838.985,00

94,24

353.170.043,00

4.248.130.298,00

10

Dinas Transmigrasi
dan Tenaga Kerja

5.344.743.985,00

5.087.230.366,00

95,18

257.513.619,00

4.147.203.919,00

11

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga

11.884.481.857,00

10.051.011.314,00

84,57

1.833.470.543,00

9.612.500.153,00

12

Dinas Lingkungan
Hidup

17.638.102.639,00

16.000.193.315,00

90,71

1.637.909.324,00

11.221.467.444,88

13

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

5.718.060.288,00

5.490.516.693,00

96,02

227.543.595,00

4.581.166.509,00

14

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

8.893.133.662,00

7.527.600.407,80

84,65

1.365.533.254,20

4.825.538.166,00

15

Dinas Komunikasi
Informatika
Persandian dan
Statistik

9.092.447.346,00

8.194.200.451,00

90,12

898.246.895,00

7.564.739.793,00
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NO Perangkat Daerah Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Lebih/ Kurang Realisasi 2020
Dinas Koperasi Usaha
Kecil Menengah
16 | perdagangan dan 8.664.724.777,00 7.024.951.106,00 | 81,08 1.639.773.671,00 6.593.449.567,00
Perindustrian
Dinas Kebudayaan
17 | Kepemudaan 13.913.593.787,00 13.003.475.864,50 | 93,46 910.117.922,50 9.396.798.301,00
Olahraga dan
Pariwisata
Dinas Pertanian
18 | Pangandan 24.073.261.227,00 20.447.535.989,00 | 84,94 3.625.725.238,00 13.038.161.744,00
Perikanan
19 | DPRD 0,00 0,00 | 0,00 0,00 11.412.124.510,00
Kepala Daerah dan
20 | \hl Kepala Dasrah 0,00 0,00 | 0,00 0,00 540.999.072,00
21 | Sekretariat Daerah 57.392.460.353,00 50.843.588.825,90 | 88,59 6.548.871.527,10 30.521.336.831,00
22| Sekretariat DPRD 34.642.584.563,00 30.694.456.749,00 | 88,60 3.948.127.814,00 14.395.119.415,00
Dinas Penanaman
23 | Modal dan Pelayanan 5.886.804.955,00 5.505.392.537,00 | 93,52 381.412.418,00 4.288.484.899,00
Terpadu Satu Pintu
24 ﬁﬁ;?ama‘a” Katingan 4.465.241.671,00 4.173.769.891,00 | 93,47 291.471.780,00 3.955.849.099,00
25 | Kecamatan Kamipang 3.034.010.244,00 2.977.114.154,00 | 98,12 56.896.090,00 2.436.547.353,00
26 | Kecamatan Tasik 2.928.079.650,00 2.732.942.209,00 | 93,34 195.137.441,00 2.447.820.311,00
Payawan
27 Eﬁﬁama‘a” Katingan 6.387.038.219,00 5.892.845.677,00 | 92,26 494.192.542,00 5.169.648.223,00
28 geg;"r“iﬁ;a” Tewang 4.962.241.552,00 4.082.815.511,00 | 82,28 879.426.041,00 4.163.723.518,00
29 szT:r’]“ata” Pulau 3.250.292.793,00 3.185.402.193,00 | 98,00 64.890.600,00 3.097.189.120,00
Kecamatan Katingan
30 | Tengah 5.174.420.613,00 4.710.604.930,00 | 9404 463.815.674,00 4678.243.478,96
31 mcni‘i?;‘a” Sanaman 2.506.828.144,00 2.350.233.103,00 | 93,75 156.595.041,00 2.063.622.592,00
32| Kecamatan Marikit 2.456.769.679,00 2.268.517.883,00 | 92,34 188.251.796,00 2.051.589.355,00
33 f'ﬁlc:mata” Katingan 3.865.552.068,00 3.399.611.542,00 | 87,95 465.940.526,00 3.349.101.458,00
34 | Kecamatan Mendawai 2.570.293.964,00 2.393.379.876,00 | 93,12 176.914.088,00 2.167.718.684,00
35 g‘;;zmata” Bukit 1.903.166.531,00 1.706.092.600,00 | 89,64 197.073.931,00 1.546.184.442,00
36 s‘;?;mata” Petak 2.181.821.216,00 1.958.028.625,00 | 89,74 223.792.591,00 1.891.730.295,00
37 | Inspektorat 9.555.011.323,00 8.892.382.779,00 | 93,07 662.628.544,00 7.356.147.494,00
Badan Perencanaan
3g | Pembangunan 10.679.036.068,00 0.046.048.823,00 | 84,71 1.632.987.245,00 7.867.150.588,00
Penelitian dan
Pengembangan
Badan Pengelolaan
39 | Keuangan dan Aset 22.419.304.034,00 17.565.136.016,50 | 78,35 4.854.168.017,50 24.518.856.889,69
Daerah
40 | BPKAD (PPKD) 255.568.544.015,00 249.056.814.167,50 | 97,45 6.511.729.847,50 82.816.869.922,00
41 | BKPP 8.794.383.031,00 7.368.410.844,00 | 8379 1.425.972.187,00 5.814.046.092,00
Jumlah 1.341.796.597.440,00 1.208.390.801.885,47 | 90,05 131.257.913.880,52 | 873.205.345.703,96

V.

Dari perhitungan Realisas
bahwa terjadi Surplus anggaran sebesar Rp16.480.981.960,27 ditambah dengan Pembiayaan
Netto Rp167.381.102.082,84 sehingga SiLPA TA 2021 adalah sebesar Rp183.862.084.043,11.

4.1 Entitas Pelaporan

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pendapatan dan Belanja Daerah di atas dapat diketahui

Kabupaten Katingan adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat

Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. PD bertindak sebagai entitas akuntans
yang mempunyai kewagjiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas
akuntans adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan
PD yang bertindak Perangkat Daerah (PD) adalah Badan Pengel ola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan
seluruh PD. Dan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah yang menjadi
entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi (34), dan seluruh kabupaten/kota
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Entitas pelaporan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem akuntans
pemerintahan daerah. Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 52
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan sudah mengarah
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 beserta perubahannya Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntans Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud melipuiti
serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai
dengan pel aporan keuangan dalam rangka pertanggungj awaban pel aksanaan APBD yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan bertanggung
jawab dalam menyusun laporan keuangan yang meliputi :

Laporan Redisasi Anggaran (LRA);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
Neraca;

Laporan Operasiona (LO);

Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perubahan Ekuitas (L PE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

Noog,s~wdPRE

4.2 Basis Akuntans Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi merupakan pilihan teknik akuntansi yang berpengaruh besar tehadap
informasi keuangan yang akan dihasilkan oleh setiap organisasi, termasuk instansi pemerintah.
Pilihan basis akuntansi menentukan kapan dampak keuangan suatu transaks atau kejadian
lainnya diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam
laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Namun, dalam ha anggaran disusun dan
dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis
akrua untuk pengakuan Aset, Kewgjiban, dan Ekuitas dalam Neraca, pengakuan Pendapatan-
LO dan beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan
disgjikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib
menyampaikan laporan demikian

Basis akrua untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh
pendapatan tel ah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau
oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan
nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam
bentuk jasa disgjikan puladi LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun
berdasarkan basiskas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima
oleh kas daerah atau entitas pel aporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada
saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba,
melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun
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anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selish realisasi pendapatan dan
pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengel uaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewgjiban dan ekuitas diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh
pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 BasisPengukuran Yang Mendasari Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap
pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan
menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicacat sebesar pengel uaran kas dan setara kas atau
sebesar nilal wajar yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut sedangkan kewajiban dicatat
sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Aset dicatat sebagai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai
wagjar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewsjiban dicatat sebagai
nilai wajar sumber dayaekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang
bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan
dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral
yang berlaku padatanggal transaksi.

Pendapatan diakui pada saat diterimadi Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan.
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah atau entitas
pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntans berkaitan Yang Ada Didalam SAP
Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Katingan menerapkan SAP Berbasis Akrual, terdiri atas kebijakan
akuntans pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan
keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, terdiri
dari:
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Penyajian Laporan Keuangan (K ebijakan Akuntansi 01);
Laporan Realisasi Anggaran (Kebijakan Akuntansi 02);
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Kebijakan Akuntansi 02);
Neraca (K ebijakan Akuntansi 03);
Laporan Operasiona (Kebijakan Akuntansi 04);
Laporan Perubahan Ekuitas (Kebijakan Akuntansi 04);
Laporan Arus Kas (Kebijakan Akuntansi 05); dan
Catatan atas Laporan Keuangan (Kebijakan Akuntansi 06).
2. Kebl jakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penygjian dan
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
a. Pemilihan metode akuntans atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
a  Akuntansi Kas dan Setara Kas (Kebijakan Akuntansi 07)
Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiahnya dan
apabila terdapat kas dalam bentuk vauta asing, dikonversi menjadi rupiah

S T@ o a0 o

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 35



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

menggunakan kurs tengah bank sentarl pada tangal neraca. Penyajian saldo kas dan
setarakas termuat dalam Neraca dan Laporan Arus Kas, mutasi antar pos-pos kas dan
setarakastidak diinformasika dalam laporan keuangan karena merupakan bagian dari
manaj emen kas.
b. Akuntansi Piutang (Kebijakan Akuntansi 08)
Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi
lainnya berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah atau surat penagihan lainnya
dan belum dilunasi, pengukurannya disgjikan sebesar nilai yang belum dilunasi
sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian piutang dilakukan sebesar nilai bersih
yang dapat direalisasikan, yaitu selisih anatara nominal piutang dengan penyisihan
piutang yang dikelompokkan menjadi empat kategori kualitas yaitu:
1) Kuadlitas piutang lancar dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun serta
tarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 0,5% dari nilai piutang;
2) Kualitas piutang kurang lancar dengan kriteriaumur piutang 1 — 2 tahun sertatarif
taksiran piutang tak tertagih sebesar 10% dari nilai piutang;
3) Kuadlitas piutang diragukan dengan kriteria umur piutang 3 — 5 tahun serta tarif
taksiran piutang tak tertagih sebesar 50% dari nilai piutang; dan
4) Kudlitas piutang kurang lancar dengan kriteria umur piutang lebih dari 5 tahun
sertatarif taksiran piutang tak tertagih sebesar 100% dari nilai piutang.
c. Akuntansi Investasi (Kebijakan Akuntansi 09)
Suatu pengeluaran pemerintah dapat diakui sebagai investasi apabila dimasa
mendatang terdapat kemungkinan pemerintah akan mendapatkan manfaat ekonomi,
sosial, atau jasa potensia sertanilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur
secara memadai/andal. Berdasarkan tingkat likuiditasnya investas dibagi menjadi
dua kategori yaitu investas jangka pendek (dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk
dimiliki selama maksimal 12 bulan) dan investas jangka panjang (dapat dicairkan
dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan). Pengukuran investasi
dilakukan berdasarkan nilai/biaya perolehan dan apabila tidak memungkinkan akan
diukur berdasarkan nilai wagar. Metode penilaian investas didasarkan pada
prosentase kepemilikan dengan kriteria sebagai berikut:
1) Kepemilikan < 20% menggunakan metode biaya;
2) Kepemilikan 20 — 50% atau < 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan
menggunakan metode ekuitas; dan
3) Kepemilikan > 50% menggunakan metode ekuitas.
d. Akuntans Persediaan (Kebijakan Akuntansi 10)
Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil
inventarisas fisk. Pada umumnya metode penilaian persediaan yang dilakukan
adalah metode FIFO (First in First out) dan metode pencatatan yang digunakan
adalah metode periodik. Pengukuran persediaan dilakukan pada saat akhir periode
akuntans berdasarkan hasil inventarisasi. Selain persediaan berupa barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang masih
dalam proses produksi, barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat juga dicatat sebagai persediaan.
e.  Akuntansi Aset Tetap (Kebijakan Akuntansi 11)
Aset tetap diklasifikasikan dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi
dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap dil akukan berdasarkan beberapakriteriayaitu
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berupa barang berwujud, masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat
diukur dengan andal, diperoleh/dibangun dengan maksud digunakan sendiri serta
tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain dalam operas
normal entitas, nilainya memenuhi batasan minimal nilai kapitalisas aset tetap yang
ditetapkan. Pengukuran aset tetap dil akukan berdasarkan biaya perolehan atau apabila
tidak memungkinkan didasarkan pada nilai wajar pada ssat perolehan. Metode
penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, kecuali aset tetap tanah,
konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan.

f.  Akuntans Aset Lainnya (Kebijakan Akuntansi 12)
Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan
kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dam aset lain-
lain. Secaraumum aset lainnyadiakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, serta kepemilikan
atau kepenguasaannya berpindah berdasarkan dokumen yang sesuai dan sah. Tagihan
penjualan angsuran dan tagihan kerugian daerah dinilai berdasarkan nilai nominal
dalam dokumen yang resmi dikurangi dengan nilai angsuran atau setoran yang telah
dilakukan ke kas umum daerah. Kemitraan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai aset
yang diserahkan yang dicatat terpisah dari aset tetap. Aset tak berwujud dinila
berdasarkan nilai perolehan dikurangi nilai amortisasi yang dihitung berdasarkan
metode garislurus. Aset Lain-Lain disgjikan berdasarkan nilai buku berupa aset tetap
yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tetapi belum dihapuskan, atau aset
tetap yang dipinjampakaikan kepada unit pemerintah lain, atau aset yang diserahkan
kepada pihak lain tetapi belum ada dokumen penyerahannya.

0. Akuntansi Dana Cadangan (Kebijakan Akuntans 13)
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan danarelatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Pembentukan dana cadangan berdasarkan peraturan daerah dan diakui pada saat
terbitnya SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pengukuran dana cadangan
berdasarkan nominal kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan tersebut. Dana
cadangan disgjikan dalam neraca kel ompok aset non lancar, pencairan dana cadangan
disgjikan dalam L RA — Penerimaan Pembiayaan dan Laporan Arus Kas — arus masuk
kas dari aktivitas investasi, pembentukan dana cadangan disgjikan dalam LRA -
Pengeluaran Pembiayaan dan laporan arus kas — arus keluar kas dari aktivitas
investasi, sedangkan pendapatan dari hasil pengel olaan dana cadangan dicatat dalam
Pendapatan LO-Lain-Lain PAD yang Sah.

h.  Akuntans Kewajiban (Kebijakan Akuntansi 14)
Kewgjiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek (diselesaikan dalam
tempo kurang dari 12 bulan), dan kewajiban jangka panjang (diselesaikan dalam
tempo lebih dari 12 bulan). Kewajiban diakui apabila besar kemungkinan terjadi
pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban
yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas nilai kewajiban
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur secara andal. Kewajiban
diukur dan dicatat sebesar nominal kewajiban yang belum dibayar.

i. Akuntans Pendapatan-Laporan Operasional dan Pendapatan-Laporan Redlisas
Anggaran (Kebijakan Akuntans 15)
Pendapatan Laporan Opersiona (LO) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah ekuitas pada tahun anggaran berjalan. Pendapatan — LO diakui pada saat
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timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan tersebut direalisasikan dengan
masuknya sumber daya ekonomi yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh
pemerintah. Pengakuan pendapatan - LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan
kas tahun berjalan atau diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Pendapatan -
LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan nilai pendapatan bruto tanpa
dikompensasi dengan pengel uaran untuk memperol eh pendapatan tersebut.
Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum anggaran yang
menambah Saldo Anggaran Lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-L RA diakui pada saat
kas atas pendapatan tersebut tel ah diterima pada rekening kas umum daerah (RKUD)
atau kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan
hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, atau kas atas pendapatan
tersebut telah diterima dan langsung digunakan tanpa disetorkan ke RKUD dengan
syarat telah dilaporkan dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Pendapatan —
LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto tanpa dikompensasikan dengan
pengeluran untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan — LRA disgikan
dalam Laporan realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

j. Akuntansi Beban dan Belanja (K ebijakan Akuntansi 16)
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potens jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewagjiban. Beban dakui pada saat timbulnya kewajiban, timbulnya
konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban diukur sesuai dengan nilai perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi
apablanilai perolehan tidak diperoleh.
Belanja-L RA adalah semuapengeluaran dari RKUD dan bendahara pengel uaran yang
mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran berjalan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan
menjadi belanjaoperasi, belanjamodal dan belanjatak terduga serta belanjatransfer.
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD, pada saat
pengeluaran dari bendahara pengeluaran disahkan oleh unit perbendaharaan.
Pengukuran bel anjamempergunakan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal
yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

k. Akuntans Transfer (Kebijakan Akuntans 17)
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
Transfer masuk pada LRA diakui pada saat tanggal transfer masuk ke RKUD,
sedangkan transfer masuk-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
berdasarkan ketetapan/dokumen yang sah atau saat pendapatan direalisasikan dan
diukur berdasarkan nilai nominal pada dokumen atau nomina yang masuk pada
RKUD. Transfer keluar pada LRA diakui saat terbitnya SP2D atas beban anggaran
transfer keluar dan diukur berdasarkan nilai nomina yang tercantum disana,
sedangkan transfer keluar pada L O diakui pada saat terbitnya SP2D atau saat terbitnya
dokumen yang menyatakan kewajiban pemda kepada entitas lainnya dan diukur
berdasarkan nilai nominal dalam dokumen tersebui.

[.  Akuntansi Pembiayaan (K ebijakan Akuntansi 18)
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan
maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali pada tahun
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anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan
terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan
atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterima/dikeluarkan dari RKUD dan
diukur berdasarkan azas bruto.

m. Akuntans atas Koreks Kesaahan, Perubahan Kebijakan Akuntans Perubahan Egimas
Akuntang, Dan Operas Y ang Tidak Dilanjutkan (Kebijakan Akuntans 19)
Koreks atas kesdahan dapat disebabkan antara lain oleh keterlambatan bukti transaks,
kesdahan perhitungan matematis, kesdahan penerapan kebijekan atau interpretad.
Terhadap kesalahan segera dilakukan koreks segera setelah diketahui pada akun yang
bersangkutan dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Perubahan kebijakan akuntans dapat berupa perubahan didalam perlakuan, pengakuan,
atau pengukuran akuntand sebagal aibat dari perubahan atas bass akuntans, kriteria
kapitalisas, metode serta estimas. Perubahan kebijakan akuntans harus disgjikan dalam
Laporan perubahan Ekuitas dan diungkapkan daam CalLK.
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V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN
5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Pendapatan-LRA adalah Pendapatan Daerah yang diakui pada saat diterima pada

Rekening Kas Umum Negara/ Daerah :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;

2. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang sebagai Pendapatan Daerah
dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara
penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

3. Pendapatan kas yang diterima PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan
syarat entitas penerimaan wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai
pendapatan daerah;

4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk
mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada
BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan

5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan
otorisasi yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakui sebagai pendapatan.

Pendapatan-L RA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Daam ha besaran pengukuran terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel

terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses

belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Rp1.224.871.783.845,74
Jumlah anggaran Pendapatan tahun 2021 sebesar Rp1.174.509.182.685,00 sebagai mana

tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan TA 2021. Pendapatan ini dapat dicapai

sebesar Rpl.224.871.783.845,74 atau 104.29% dari redlisas target pendapatan yang
dianggarkan dalam APBD. Komposis pencapaian redlisas pendapatan per kelompok

pendapatan disgjikan padatabel di bawahini:
Tabel 5.1.1
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan
Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)
Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020

PENDAPATAN - LRA 1.174.509.182.685,00| 1.224.871.783.845,74| 104,29 1.145.921.004.280,13
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) - LRA
PENDAPATAN TRANSFER -
LRA

80.000.000.000,00 67.037.292.027,92 83,80 60.601.704.700,23

1.060.781.224.784,00| 1.123.156.836.343,82| 105,88] 1.050.416.365.210,90

LAIN - LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH - LRA

Dibandingkan dengan redisas pendapatan tahun 2020 sebesar Rpl.145.874.324.280,13
redisas pencapaian target pendapatan pada tahun 2021 sebesar Rpl.224.871.783.845,74
mengalami kenaikan Rp78.950.781.565,61 hal ini disebabkan antaralain karena:

1. Meningkatnya penerimaan dari Pendapatan Adi Daerah diakibatkan situasi perekonomian
mulai bangkit setelah pandemic Covid-19 dan meningkatnya upaya penagihan yang
dilakukan sepanjang tahun 2021; dan

2. Naiknya penerimaan dari Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

33.727.957.901,00 34.677.655.474,00] 102,82 34.902.934.369,00
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5.1.1.1 Pendapatan Adli Daerah

Penerimaan Pendapatan Adli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Katingan terdiri dari:
Tabel 5.1.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2021

Rp67.037.292.027,92

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 Naik/(Turun)
Pendapatan Pajak Daerah - LRA 25.282.423.902,00| 14.754.038.100,80| 58,36 | 16.919.152.120,00f (2.165.114.019,20)
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 6.259.088.218,00]  3.220.291.235,00| 51,45 4.354.333.425,00| (1.134.042.190,00)
Pendapatan Hasil Pengolahan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - 15.370.215.980,00f  9.867.993.171,00| 64,20 7.738.215.980,00f 2.129.777.191,00
LRA
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 33.088.271.900,00 39.194.969.521,12] 118,46 | 31.590.003.175,23| 7.604.966.345,89
Jumlah 80.000.000.000,00f 67.037.292.027,92] 83,80 | 60.601.704.700,23| 6.435.587.327,69
51.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp14.754.038.100,80

Pendapatan Pajak Daerah merupakan reaisasi pendapatan dari pajak daerah dalam periode

TA 2021 dengan rincian sebagal berikut:

Tabel 5.1.3
Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan Objek Pajak
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Pajak Hotel - LRA 93.647.805,00 64.760.000,00| 69,15 64.502.805,00
Pajak Restoran - LRA 2.664.732.155,00| 2.419.570.418,80| 90,80| 2.142.279.960,00
Pajak Hiburan - LRA 3.000.000,00 o] o.00 )
Pajak Reklame - LRA 154.000.000,00 225.107.960,00| 146,17 128.216.690,00
Pajak Penerangan Jalan - LRA 13.255.850.000,00| 8.037.901.397,00| 60,64] 7.830.941.186,00
Pajak Air Tanah - LRA 209.440.000,00 1.568.721,00] 0,75 13.585.689,00
Pajak Sarang Burung Walet - LRA 277.800.000,00 432.070.700,00| 155,53 333.624.550,00
gji';rT‘ﬁ:;B“kan Logam dan 3.623.953.942,00] 2.300.864.677,00| 63,74 1.956.036.816,00
sz;"';:r‘:(r;ti;;”_Bfgg“”a” Pedesaan| 4 400.000.000,00 683.553.366,00| 68,36 887.835.809,00
ggigzer:;’f?;‘;;zk)f‘ﬁf‘;ATa”ah dan 4.000.000.000,00 579.640.861,00 14,49| 3.562.128.615,00

Jum lah 25.282.423.902,00| 14.754.038.100,80| 58,36| 16.919.152.120,00

Pendapatan Pgjak Daerah dengan target sebesar Rp25.282.423.902,00 teredisas

sebesar Rp14.754.038.100,80 atau teredlisasi 58,36%.

a. Pgak reklame dan pagjak sarang burung walet melampaui target yang ditetapkan selain
karena adanya pelunasan piutang tahun sebelumnya juga disebabkan oleh meningkatnya
kesadaran wajib pajak dan hasil dari sosialisasi dan penagihan yang intensif dari BPKAD
sebagai lembaga yang menangani urusan pajak.

b. Pajak-pagjak lainnya tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan antara lain disebabkan
oleh data wajib pajak yang belum selesai dimutakhirkan, penetapan target yang belum
menganalisis potens riil dan kegiatan penagihan yang belum berjalan dengan optimal.

e —
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Tabel 5.1.4
Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)
PD Pemungut Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020 Naik/(Turun)
Sekretariat Daerah 4.089.243.942,00]  2.335.800.370,00] 57,12 2.026.241.230,00 309.559.140,00
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset 21.193.179.960,00 | 12.418.237.730,80] 58,60 14.892.910.890,00| (2.474.673.159,20)
Daerah (BPKAD)
Jumlah 25.282.423.902,00| 14.754.038.100,80] 58,36 16.919.152.120,00| (2.165.114.019,20)

Terdapat 2 PD yang melakukan pemungutan atas pajak daerah yaitu Sekretariat Daerah
dengan realisasi sebesar Rp2.335.800.370,00 dari target anggaran sebesar Rp4.089.243.942,00
atau 57,12% dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan redlisasi sebesar
Rp12.418.237.730,80 dari target anggaran sebesar Rp21.193.179.960,00 atau 58,60%.
Pendapatan Pgjak Daerah berdasarkan objek pajak selama Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat
padatabel di atas.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribus Daerah Rp3.220.291.235,00
Pendapatan Restribus Daerah merupakan realisas pendapatan dari restribusi daerah

Kabupaten Katingan dalam periode Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.5

Pendapatan Retribusi Daerah Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

SKPD Pemungut Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Dinas Pendidikan 5.000.000,00 15.400.000,00 | 308,00 3.559.000,00
Dinas Kesehatan 1.011.421.000,00 817.812.500,00| 80,86 1.626.316.800,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan 1.130.000.000,00 553.650.000,00| 49,00 221.106.000,00
Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan 1.500.600.000,00 331.662.000,00| 22,10 1.067.432.100,00
Dinas Sosial 600.000,00 600.000,00{ 100,00 0,00
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 95.600.000,00 600.000,00| 0,63 37.317.600,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 600.000,00 600.000,00] 100,00 0,00
Dinas Lingkungan Hidup 411.350.000,00 355.395.900,00| 86,40 227.378.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 250.000.000,00 0,00| 0,00 0,00
Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian 517.482.000,00 434.685.000,00| 84,00 421.406.000,00
S;?Vi igztt;udayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan 245.000.000,00 65.853.000,00| 26,88 44.880.000,00
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 293.665.218,00 202.860.000,00| 69,08 109.500.000,00
gi:tis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 350.000.000,00(  264.000.000,00| 75,43 282.000.000,00
Kecamatan Katingan Kuala 5.000.000,00 5.000.000,00] 100,00 3.000.000,00
Kecamatan Kamipang 5.000.000,00 6.225.200,00] 124,50 3.450.000,00
Kecamatan Tasik Payaw an 5.000.000,00 5.150.000,00] 103,00 3.900.000,00
Kecamatan Katingan Hilir 5.000.000,00 5.500.000,00( 110,00 4.300.000,00
Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 5.000.000,00 5.265.000,00] 105,30 3.150.000,00
Kecamatan Pulau Malan 5.000.000,00 5.050.000,00] 101,00 3.001.000,00
Kecamatan Katingan Tengah 5.000.000,00 17.080.000,00| 341,60 3.250.000,00
Kecamatan Sanaman Mantikei 5.000.000,00 5.690.000,00( 113,80 5.700.000,00
Kecamatan Marikit 5.000.000,00 5.203.600,00| 104,07 4.114.000,00
Kecamatan Katingan Hulu 5.000.000,00 5.000.000,00| 100,00 3.014.000,00
Kecamatan Mendaw ai 5.000.000,00 5.860.000,00| 117,20 5.160.000,00
Kecamatan Bukit Raya 5.000.000,00 5.350.000,00| 107,00 4.000.000,00
Kecamatan Petak Malai 5.000.000,00 5.021.600,00| 100,43 4.031.500,00
E:g:g;‘f::g:i”aan Pembangunan, Penelitian dan 59.120.000,00 29.200.000,00| 49,39 18.200.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 316.350.000,00 59.027.435,00| 18,66 239.916.925,00
Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan 5.800.000,00 6.200.000,00| 106,90 5.250.000,00
Sekretariat DPRD 1.500.000,00 1.350.000,00| 90,00 0,00
Jumlah 6.259.088.218,00| 3.220.291.235,00| 51,45 4.354.333.425,00
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Target pendapatan retribusi tersebar di 30 PD, hanya 1 PD yang tidak teralisas yaitu
Dinas Komunikasi Persandian dan Statistik dengan pendapatan Rp.0, Pendapatan Retribus
Daerah berdasarkan objek retribusi selama Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 5.1.6

Pendapatan Retribusi Daerah Berdasarkan Objek Retribusi
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)
Uraian Anggaran 2021 | Realisasi 2021 % Realisasi 2020

Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 1.000.000.000,00 805.365.500,00f 80,54 1.626.316.800,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ 140.500.000,00|  104.520.400,00| 74,39 104.303.500,00
Kebersihan - LRA
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 40.000.000,00]  41.317.000,00| 103,29 18.800.000,00
Umum - LRA
Retribusi Pelayanan Pasar Los - LRA 128.300.000,00 31.093.500,00] 24,23 70.500.000,00
Ei;nbu& Pengujian Kendaraan Bermotor - 400.000.000,00 0.00| 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA 25.000.000,00 50.060.000,00] 200,24 48.220.000,00
Retribusi Pfenggndahan Menara 250.000.000,00 0.00| 0,00 0,00
Telekomunikasi - LRA
f;i'bus' Pemakaian Kekayaan Daerah - 1.308.043.000,00|  935.321.835,00| 71,51 367.425.425,00
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan | 518 480 000,00  376.280.000,00| 72,57 | 370.620.000,00
yang dikontrakkan- LRA
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA 50.000.000,00 6.551.500,00f 13,10 3.658.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA 80.000.000,00 85.562.000,00] 106,95 10.950.000,00
ng'b“s' Tempat Rekreasi dan Olah raga - 150.000.000,00]  53.047.000,00| 35,36 31.588.000,00
E;K'bus' Penjualan Produksi Usaha Daerah -| 55 765 518 00| 135.610.500,00| 60,60 123.846.000,00
Restribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 0,00 0.00| 0,00 191.356.000,00
/Sew a Alat Berat -LRA
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA 1.500.000.000,00 331.062.000,00f 22,07 1.067.432.100,00
Retribusi [zin Tempat Penjualan Minuman 350.000.000,00]  264.500.000,00| 75,57 282.000.000,00
Beralkohol - LRA
Rgt. Pgmbenan Izin Trayek kepada Orang 0,00 0.00| 0,00 37.317.600,00
Pribadi untuk Darat dan Sungai
Retribusi Pe.rpanj.angan Izin Mempekerjakan 95.000.000,00 0.00| 0,00 0,00
Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA

JUMLAH 6.259.088.218,00] 3.220.291.235,00] 51,45 4.354.333.425,00

Pendapatan Restribusi Daerah dengan target sebesar Rp6.259.088.218,00 tereadlisas
sebesar Rp3.220.291.235,00 atau terealisasi 51.45% sedangkan dibanding pendapatan
restribusi tahun sebelumnya mengal ami penurunan sebesar Rp1.134.042.190,00

Pelampauan Retribusi melebihi target terdapat pada Parkir di tepi jalan umum, Retribus
Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Restribus Pelayanan Pelabuhan. Sedangkan sisanya tidak
memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD, hal ini antaralain disebabkan karena:

1. Berkurangnyakegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akibat terserapnya
anggaran pemda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Sehingga
kegiatan-kegiatan yang biasanya menyumbangkan pendapatan seperti retribusi pemakaian
kekayaan daerah menjadi berkurang;

Berkurangnya pendapatan Restribusi tempat khusus parkir disebabkan berkurangnya

kegiatan atau keramaian akubat himbauan pemerintah untuk tetap tinggal dirumah selama

wabah pandemi covid - 19;
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3. Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Restribusi Pelayanan tempat olahraga juga
mengalami penurunan disebabkan banyak tutupnya tempat rekreas dan sarana olahraga
akibat wabah pandemi covid — 19;

4. Model transportasi air semakin ditinggalkan masyarakat akibat semakin meratanya akses
jalan darat di seluruh wilayah, berakibat tidak terealisasinya pendapatan dari retribusi ijin
trayek kendaraan sungai. Selain itu juga dengan semakin banyak masyarakat yang memiliki
kendaraan pribadi dan menjamurnya saranatransportas umum darat (taksi/travel) liar (tidak
mengantongi ijin trayek) mengakibatkan realisasi retribusi ijn trayek tidak mencapai target;

5. Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
dan Retribusi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing sama sekali tidak terealisasi.

51113 Pendapatan Hasl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Rp9.867.993.171,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan teredisas  sebesar
Rp9.867.993.171,00 atau 64,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.370.215.980,00
Redlisas tersebut berasal dari Dividen Tahun Buku 2020 Rp9.850.815.979,00 atas investas
pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sesuai Akta Notaris Nomor 38 Tanggal
28 Mei 2021 dan Deviden PT. Jaminan Kredit Daerah Sejumlah Rp.17.177.192,00 terdiri atas
Deviden tahun 2019 Sebesar Rp10.436.820,00 dan Deviden Tahun 2020 sebesar
Rp6.740.372,00 berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 Tanggal 25 Agustus 2021.

Tabel 5.1.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)

Uraian Anggaran 2021 | Realisasi 2021 % Realisasi 2020 Naik/(Turun)
izlrt':nze”ba”g““an 15.338.215.980,00| 9.850.815.979,00| 64,22 | 7.738.215.980,00| 2.112.599.999,00
PT. Jaminan Kredit 2.000.000,00|  17.177.192,00| 858,86 0,00  17.177.192,00
Daerah
PDAM 30.000.000,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
Jumlah 15.370.215.980,00| 9.867.993.171,00[ 64,20 | 7.738.215.980,00| 2.129.777.191,00
51.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Adli Daerah yang Sah Rp39.194.969.521,12

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah lain-lain
selama periode TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

e —
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Tabel 5.1.8
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2021

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2020 % Realisasi 2020
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak 269.300.000,00 110.168.400,00| 40,91 575.605.604,00
Dipisahkan - LRA
Penerimaan Jasa Giro - LRA 2.432.971.900,00 908.729.453,00 37,35 2.290.383.053,00
Pendapatan Bunga - LRA 5.000.000.000,00 5.453.548.255,78| 109,07 4.704.269.732,60
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA 20.000.000,00 14.419.516,00 72,10 0,00
Peﬁerlmaan Komisi Potongan atau Bentuk 1.810.000.000,00 0,00 _ 0.00
Lain-LRA
Pendapatan Denda atas Keterlambatan 56.000.000,00 208.384.830,68| 372,12 116.427.814,11
Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA 50.000.000,00 27.877.326,00 55,75 46.248.217,00
Pendapatan dari Pengembalian - LRA 950.000.000,00 7.834.954.431,68| 824,73 2.360.146.612,52
Pendapatan BLUD - LRA 15.500.000.000,00 20.232.709.808,00] 130,53 14.083.818.599,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 0,00 0,00 - 13.379.618,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA 7.000.000.000,00 4.393.177.500,00 62,76 7.399.723.925,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran

) 11. . ) - ,

Peraturan Daerah-LRA 0.00 000.000,00 0.00

Jumlah 33.088.271.900,00| 39.194.969.521,14| 118,46 31.590.003.175,23

Berdasarkan tabel 5.1.8, lain-lain pendapatan adi daerah yang sah target sebesar
Rp33.088.271.900,00 teredisas sebesar Rp39.194.969.521,14 atau terealisas 118,46%. apabila
dibandingkan redlisas tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp7.604.966.345,91.
Redlisas yang melebihi target terdiri dari Pendapatan Bunga teredlisas 109,07%, Penerimaan
Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan teredisas 372,12%, Pendapatan dari
Pengembdian terelidisasi 824,73%, dan Pendapatan BLUD terealisasi 130,53 %,

5.1.1.2 Pendapatan Transfer Rp.1.123.156.836.343,82

Pendapatan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Katingan selama TA 2021 melalui

Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1.9
Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)
Uraian Anggaran TA. 2021 | Realisasi TA. 2021 % Realisasi TA. 2020
Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat - LRA

1.050.016.720.000,00| 1.086.745.605.001,00] 103,50 | 1.020.531.370.898,00

Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat - Lainnya - LRA 0,00 0,00| 0,00 0,00

Pendapatan Transfer Antar
Daerah - LRA
Jumlah 1.060.781.224.784,00] 1.123.156.836.343,82] 105,88 | 1.050.416.365.210,90

Terdapat perubahan format dalam penyajian Pendapatan Transfer dengan tahun sebelumnya,
pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) yang di tahun sebelumnya disgjikan tersendiri di akun
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat L ainnya sekarang disgjikan masuk kedalam rincian akun
Pendapatan Transfer pemerintah Pusat.

10.764.504.784,00 36.411.231.342,82| 338,25 29.884.994.312,90

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.086.745.605.001,00

Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Danalnsentif
Daerah dan dana Desa. Pagu dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat
dirinci sebagal berikut:
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Tabel 5.1.10
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran TA. 2021 | Realisasi TA. 2021 % Realisasi TA. 2020

Dana Perimbangan 899.375.894.000,00f 936.104.779.001,00] 104,08 | 863.011.124.898,00
Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 0,00] 0,00 10.079.243.000,00
Dana Desa 150.640.826.000,00]  150.640.826.000,00] 100,00 | 147.441.003.000,00
Jumlah 1.050.016.720.000,00f 1.086.745.605.001,00] 103,50 | 1.020.531.370.898,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rpl.086.745.605.001

atau 103,50% dari target anggaran sebesar Rp1.050.016.720.000,00. Redlisas tahun
2021 mengalami kenaikan sebesar Rp66.214.234.103,00 atau 6,49% dibandingkan
realisasi tahun sebelumnya.

5.1.1.2.1.1 DanaPerimbangan Rp.936.104.779.001,00

Dana Perimbangan merupakan bagian pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan

perincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.11
Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian

Anggaran TA. 2021

Realisasi TA. 2021

%

Realisasi TA. 2020

Dana Bagi Hasil

68.756.117.000,00

114.929.030.607,00

167,15

88.784.395.773,00

Dana Alokasi Umum

625.956.787.000,00

625.956.787.000,00

100,00

634.091.753.000,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 107.968.538.000,00] 104.062.115.932,00] 96,38 |  48.977.786.316,00
zi?kaA'Okas' Khusus (DAK) Non 96.694.452.000,00|  91.156.845.462,00] 9427 |  91.157.189.809,00
Jumlah 899.375.894.000,00| 936.104.779.001,00| 104,08 | 863.011.124.898,00

Dana Bagi Hasll target sebesar Rp68.756.117.000,00 terealisasi sebesar

Rp114.929.030.607,00 atau terealisas 167,15% mengalami peningkatan Rp26.144,634,834,00.
Dana Alokasi Umum terealisas 100% sebesar Rp625.956.787.000,00 mengalami penurunan
dari realisas tahun sebelumnya sebesar Rp8.134.966.000,00. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisk target sebesar Rp107.968.538,000,00 terealisasi Rpl104.062.115.932,00 atau sebesar
96,38% mengalami peningkatan dari realisas sebelumnya sebesar Rp55.084.329.616,00. Dana
Alokas Khusus (DAK) Non Fisik dari pagu sebesar Rp96.694.452.000,00 terealisasi sebesar
Rp91.156.845.462,00 atau sebesar 94,27% atau mengalami penurunan sebesar Rp344.347,00
dari tahun sebelumnya.

5.1.1.2.1.2 Danalnsentif Daerah (DID) Rp0,00
Padatahun 2021 Pemerintah K abupaten K atingan tidak memperol eh al okasi Dana I nsentif
Daerah dari pemerintah pusat yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp10.079.243.000,00

dari pencatatan tahun sebelumnya.

5.1.1.2.1.3 DanaDesa Rp150.640.826.000,00
Dana Desa adal ah dana yang dialokasikan dari APBN yang diperuntukkan bagi desayang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi DanaDesateredisas
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100% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.640.826.000,00 mengalami peningkatan sebesar
Rp3.199.823.000,00 dari realisas tahun sebelumnya sebesar Rp147.441.003.000,00.

5.1.1.22 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp36.411.231.342.42
Pendapatan yang berasal dari Transfer Antar Daerah untuk TA. 2021 terdiri atas
Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propins Kaimantan Tengah yang ditransfer di tahun

2021 sebesar Rp36.411.231.342,42.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasll Rp36.411.231.342,42
Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang ditransfer di
tahun 2021 sebesar Rp36.411.231.342,42, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.1.12

Pendapatan Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran TA. 2021 Realisasi TA. 2021 % Realisasi TA. 2020
Pajak Kendaraan 1.295.818.342,00 5.888.802.526,87| 454,45 3.572.698.082,92
Bermotor (PKB)
Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor 1.446.778.789,00 6.467.580.565,80| 447,03 4.715.033.137,45
(BBN-KB)
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor 4.981.303.626,00 16.034.460.323,65| 321,89 14.793.931.046,24
(PBB-KB)
Pajak Pengembalian Dan
Pemanfaatan Air 9.800.842,00 18.487.019,10| 188,63 12.246.423,29
Permukaan
Pajak Rokok 3.030.803.185,00 8.001.810.907,00] 264,02 6.791.085.623,00
Jumlah 10.764.504.784,00 36.411.231.342,42] 338,25 29.884.994.312,90
5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp34.677.655.474,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Katingan
selama Tahun Anggaran 2021 berasal Pendapatan atas hibah ini berasal dari pihak ketiga
(Badan/Lembaga/Organisas Swasta Dalam Negeri) dan pendapatan dari Hibah Dana
Pendidikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provins yakni berupa dana BOS dan Bansos
Pendidikan yang tidak dianggarkan dalam APBD akan tetapi wajib disgjikan dalam Laporan
Realisas APBD berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 02,
yang dapat disgjikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.13

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2021

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Pendapatan Hibah 0,00 2.824.760.600,00] 0,00 34.902.934.369,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan 33.727.957.901,00] 31.852.894.874,00] 94,44 0,00
Perundang-undangan
Jumlah 33.727.957.901,00f 34.677.655.474,00[102,82 | 34.902.934.369,00
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Rp2.824.760.600,00

Pendapatan hibah ini berasal dari pemerintah pusat/daerah lainnya serta pihak ketiga
(Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri), penyajian akun ini berbeda dengan tahun
sebelumnya yang menyajikan pendapatan Dana Bantuan Operasiona Sekolah (BOS). Secara
rinci pendapatan hibah dapat disgjikan sebagai berikut :
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Tabel 5.1.14
Pendapatan Hibah
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)
Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Pendapatan Hibah dari Kelompok 0,00 | 1.032.260.600,00| 0,00 34.902.934.369,00
Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 0,00 | 1.792.500.000,00] 0,00 0,00
Jumlah 0,00 | 2.824.760.600,00( 0,00 34.902.934.369,00

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp2.824.760.600,00 terealisasi berupa:
a. Sumbangan Pihak Ketiga Sebesar Rp.1.792.500.000,00
b. Hibah dari Badan Usaha Swasta sebesar Rp.1.032.260.600 dapat dijelaskan pada tabel
sebagal berikut:

Tabel 5.1.15
Pendapatan Hibah Badan Usaha Swasta
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Realisasi

Set .PT Dharma Kencana

111.177.210,00

Set. PT Putra Katingan Pratama

50.000.000,00
225.000.000,00

Set. PT Arjuna Utama Saw it

Set .PT Bisma Dharma Kencana 136.083.390,00

Set. PT Trubus Bumi Sejahtera/Distan 25.000.000,00

Set. PT Pagatan Usaha Makmur/Distan 10.000.000,00

Set. PT Katingan Mujur Sejahtera/Distan 25.000.000,00

Set. PT Dewi Kary a Putra 300.000.000,00

Set. Mustorif 150.000.000,00

Jumlah 1.032.260.600,00

5.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan K etentuan Per aturan Perundang-undangan
Rp31.852.894.874,00

Merupakan hibah dari Pemerintah Propinsi dalam bentuk dana Bantuan Operasiona
Pendidikan (BOS) kepada sekolah-sekolah SDN dan SMPN di Kabupaten Katingan sebesar

Rp31.852.894.874,00.
Tabel 5.1.16
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Lain-Lain Pendapatan 33.727.957.901,00 | 31.852.894.874,00] 94,44 0,00
Jumlah 33.727.957.901,00] 31.852.894.874,00 94,44 0,00
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512 Beanja Rp1.208.390.801.885,47

Pada TA 2021, redisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyel enggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang dibagi sesuai dengan jenis
pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak
Terduga. Anggaran dan Realisas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2021
sertaRealisasi TA 2021 dapat diuraikan padatabel berikut:

Tabel 5.1.17
Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Operasi 846.653.276.300,00|  749.814.354.732,61| 88,56 701.852.127.626,30
Belanja Modal 249.280.173.324,00|  218.416.756.625,36| 87,62 138.308.812.837,66
Belanja Tak 19.009.925.516,00 13.499.051.785,50| 71,01 33.044.405.240,00
Terduga
Belanja Transfer 226.934.222.300,00|  226.660.638.742,00] 99,88 227.640.189.770,57

Jumlah 1.341.886.597.440,00| 1.208.390.801.885,47| 90,05 1.100.845.535.474,53

Anggaran Belanja TA 2021 sebesar Rpl.341.886.597.440,00 teredisas
Rp1.208.390.801.885,47 atau 90,05% jika dibandingkan Redisas Belanja TA 2020
Rp1.100.845.535.474,53 mengalami kenaikan sebesar Rp107.545.266.411.

5.1.2.1 Belanja Operasi Rp749.814.354.732,61

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Katingan dibagi ke daam Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan
target anggaran dan realisas TA 2021 dan TA 2020 dapat dijel askan sebagai berikut :

Tabel 5.1.18
Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Pegaw ai 426.911.402.123,00] 409.053.422.538,28] 95,82 451.083.723.763,47
Belanja Barang dan Jasa 338.290.184.151,00| 266.049.553.823,46( 78,65 200.995.939.180,83
Belanja Subsidi 1.488.700.000,00 1.459.590.100,00] 98,04 1.416.385.700,00
Belanja Hibah 70.372.512.333,00 64.220.930.745,87( 91,26 23.157.850.000,00
Belanja Bantuan Sosial 9.590.477.693,00 9.030.857.525,00( 94,16 25.198.228.982,00
Jumlah 846.653.276.300,00| 749.814.354.732,61( 88,56 701.852.127.626,30

Dari anggaran Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp846.653.276.300,00 dapat terealisas

Rp749.814.354.732,61 atau 88,56%,

dibandingkan

reisass TA 2020 sebesar

Rp701.852.127.626,30 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp47.962.227.106,00.
Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disgjikan sebagai berikut:
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5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp409.053.422.538,28
Dari Anggaran untuk Belanja Pegawai TA 2021 sebesar
Rp426.911.402.123,00 dapat terealisas Rp409.053.422.538,28 atau 95,82%, dibandingkan
realisas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp451.083.723.763,47 berarti mengalami penurunan
sebesar Rp42.030.301.225,19 Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Daerah, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja
Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan pimpinan & anggota DPRD, Insentif
Pemungutan Pgjak Daerah, Uang Lembur , Belanja Honorarium PNS/Non PNS, dan belanja
Pegawai BLUD dengan Anggaran dan Redisas TA 2021 serta Redlisasi TA 2021 dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 5.1.19

Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020

T |Dinas Pendidikan 224.630.662.276,00] 218.042.101.001,00| 97,07 | 223.479.781.276,00

> |Dinas Kesehatan 61.366.175.059,00] 50.380.037.616,40] 96,76 67.572.000.827,00

3 |BLUD Mas Ansyar 5.500.000.000,00 3.042.109.293,88] 71,67 5.537.554.735,47

4 [Dnas Pekerjaan Umum, Penataan 5.541.801.264,00 5.281.606.854,00| 95,30 6.974.176.034,00
Ruang dan Perhubungan

5 |Pnas Perumahan, Kaw asan 3.644.790.859,00 3.500.228.526,00| 96,03 5.636.075.735,00
Permukiman dan Pertanahan

& |Badan Kesatuan Bangsa dan POtk 2. 741.216.126,00 2.607.079.060,00| 05,11 A542.042.123,00

7 [Satuan Polist Pamong Praja. 4.785.743.515,00 4.519.703.546,00] 94,44 11.158.437.228,00

8 gzgf‘:hpe”a”gg“'angan Bencana 2.861.696.076,00 2.785.571.001,00| 97,34 2.869.097.353,00

S |Dinas Soswal >.835.080.678,00 2.653.531.629,00] 93,60 5.898.515.344,00

10 E:r?as Transmigrasi dan Tenaga 3.164.655.475,00 2.949.255.699,00| 93,19 3.231.795.896,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan

11 [dan Perlindungan Anak, 3.432.268.204,00 3.361.340.786,00| 97,93 4.026.752.442,00
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

12 |Dinas Lingkungan Hidup Z.015.398.016,00 3.880.800.270,00] 96,65 5.313.741.582,00

13 |Pnas Kependudukan dan 2.565.409.844,00 2.378.831.843,00| 92,73 3.206.560.890,00
Pencatatan Sipil

14 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat 3.166.899.678,00 2.852.152.077,00| 90,06 3.370.030.419,00
dan Desa

15 |Dinas Komunikasi, informatika, 3.505.661.345,00 3.261.186.443,00| 93,03 3.611.396.352,00
Persandian dan Statistik
Dinas Koperasi, Usaha Kecil

16 |Menengah, Perdagangan dan 3.295.283.802,00 3.165.989.877,00| 96,08 3.595.150.705,00
Perindustrian

17 |Pnas Kebudayaan, Kepemudaan, 3.469.407.592,00 3.349.326.707,00| 96,54 4.137.007.904,00
Olahraga dan Pariw isata

1g |Dnas Pertanian, Pangan dan 8.598.414.740,00 7.609.394.724,00| 88,50 7.910.742.443,00
Perikanan

19 [|Dew an Perw akilan Rakyat Daerah - -| 0,00 11.412.124.510,00

20 Kepala Daerah dan Wakil Kepala _ -] 000 540.999.072,00
Daerah

21 | Sekretariat Daerah 15.650.840.008,00| 11.877.077.717,00]| 93,82 14.702.406.868,00

22 | Sekretariat DPRD 15.071.208.842,00]  14.490.908.243,00| 96,15 3.780.826.371,00

23 |Dinas Penanaman Modal dan 3.342.957.387,00 3.195.823.836,00| 95,60 3.268.759.214,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

24 |Kecamatan Katingan Kuala 2.031.770.325,00 1.931.801.648,00] 95,08 2.140.501.359,00

25 |Kecamatan Kamipang 1.648.721.547,00 1.611.765.271,00| 97,76 1.654.680.353,00

26 |Kecamatan Tasik Payaw an 2.141.862.550,00 2.016.018.333,00] 94,12 1.945.750.727,00

37 |Kecamatan Katingan Filir 3.397.803.830,00 3.163.926.648,00] 93,12 3.380.418.178,00

28 g‘;;:}";"ata” Tewang Sangalang 3.180.510.368,00 2.912.237.350,00| 91,57 3.078.865.546,00

26 |Kecamatan Pulau Malan 2.736.437.660,00 2.682.243.617,00| 07,05 3.710.344.184,00

30 |Kecamatan Katingan Tengah 2.828.195.700,00 2.534.323.602,00| 89,61 3.137.991.491,00

31 |Kecamatan Sanaman Mantkel 1.612.635.800,00 1.564.550.804,00| 07,01 1.517.566.080,00

32 |Kecamatan Marikit 1.490.152.367,00 1.365.510.438,00| 01,64 1.403.587.818,00

33 |Kecamatan Katingan Hulu 2.007.098.650,00 1.920.939.129,00] 95,71 2.109.598.463,00

34 |Kecamatan Mendaw ai 1.650.602.678,00 T.541.544.951,00| 02,88 1.657.773.430,00

35 |Kecamatan BUKK Raya 1.047.533.100,00 910.510.800,00| 86,02 1.065.190.442,00

36 |Kecamatan Petak Malal $95.949.000,00 509.358.725,00| 01,31 1.100.749.995,00

37 |Inspektorat Kabupaten 4.939.411.462,00 4.937.049.190,00(| 99,95 4.902.479.142,00
B

3g |Badan Perencanaan Pembangunan, 3.871.274.371,00 3.695.436.139,00| 95,46 4.374.249.510,00
Penelitian dan Pengembangan

3g |Badan Pengelola Keuangan dan 8.165.472.814,00 7.563.591.799,00| 92,63 9.642.893.530,00
Aset Daerah

40 |Badan Kepegaw aian, Pendidikan 2.960.006.625,00 2.708.530.136,00| 91,50 2.784.908.192,00
dan Pelatihan

JumTiah 226.911.402.123,00| 400.053.422.536,28] 95,82 | 451.083.723.763,47
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Tabel 5.1.20
Belanja Pegawai Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 252.960.399.276,00 246.699.753.758,00{ 97,53 311.410.189.674,00
ies'zma Tambahan Penghasilan 86.839.702.963,00|  82.071.375.032,00| 94,51 81.233.093.831,00
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan Objektif 68.211.310.660,00 63.788.090.907,40] 93,52 0,00
Lainnya
Belanja Penerimaan lainnya
Pimpinan dan Anggota DPRD serta 602.000.000,00 601.600.000,00] 99,93 3.529.000.000,00
KDH/WKDH
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 12.256.876.573,00 11.784.808.888,00| 96,15 0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan 541.112.651,00 165.684.659,00| 30,62 0,00
KDH/WKDH
Belanja Insentif Pemungutan Pajak 0,00 0.00| 0,00 220.438.539,00
Daerah
Belanja Uang Lembur 0,00 0,00| 0,00 1.934.801.000,00
Belanja Honorarium PNS 0,00 0,00] 0,00 244.835.000,00
Belanja Honorarium Non PNS 0,00 0,00] 0,00 43.073.143.284,00
Belanja Pegaw ai BLUD 5.500.000.000,00 3.942.109.293,88| 71,67 5.237.554.735,47
Belanja Pegaw ai Dana BOS 0,00 0,00] 0,00 4.200.676.700,00

JUMLAH 426.911.402.123,00 409.053.422.538,28| 95,82 451.083.732.763,47

Penurunan redlisasi disebabkan ada beberapa perubahan dalam struktur penganggaran
diantaranya adalah perubahan pos Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan
Belanja Uang Lembur yang di tahun sebelumnya berada di Belanja Pegawal di tahun 2021
dianggarkan di Belanja Barang dan Jasa

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Rp266.049.553.823,46

Perincian belanja barang dan jasa berdasarkan PD dan per objek Belanja Barang dan Jasa
dapat dijelaskan padatabel sebagai berikut:

e
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Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan PD

Tabel 5.1.21

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
1 |Dinas Pendidikan 12.004.210.277,00 10.027.910.021,00| 83,54 37.930.257.733,60
2 |Dinas Kesehatan 120.223.134.781,00 84.342.122.478,48| 70,15 56.034.374.971,70
3 |BLUD Mas Amsyar 12.951.393.078,00 10.543.468.308,09| 81,41 10.019.686.683,69
4 |Dinas Pekerjaan Umum, 17.374.939.751,00 15.096.993.306,69| 86,89 3.530.230.685,00
Penataan Ruang dan
5 |Dinas Perumahan, Kaw asan 13.258.139.146,00 10.112.301.957,00| 76,27 7.362.429.985,00
Permukiman dan Pertanahan
6 |Badan Kesatuan Bangsa dan 2.227.558.818,00 2.137.200.721,00| 95,94 650.080.060,00
Politik
7 |Satuan Polisi Pamong Praja 12.600.697.106,00 9.697.618.697,00] 76,96 1.219.282.689,00
8 |Badan Penanggulangan 3.536.182.372,00 2.917.464.322,00] 82,50 10.995.908.807,00
Bencana Daerah
9 |Dinas Sosial 2.729.742.523,00 2.536.099.856,00] 92,91 1.273.327.464,00
10 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga 1.937.145.570,00 1.895.537.027,00| 97,85 792.811.523,00
Kerja
11 | Dinas Pemberdayaan 7.103.256.161,00 5.347.082.028,00| 75,28 4.359.646.711,00
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
12 |Dinas Lingkungan Hidup 10.178.748.271,00 8.692.931.227,00| 85,40 4.988.391.162,88
13 | Dinas Kependudukan dan 2.827.710.448,00 2.789.074.850,00| 98,63 1.324.856.119,00
Pencatatan Sipil
14 | Dinas Pemberdayaan 5.660.090.805,00 4.614.248.330,80| 81,52 1.256.011.747,00
Masyarakat dan Desa
15 | Dinas Komunikasi, Informatika, 5.460.582.895,00 4.806.811.008,00| 88,03 3.840.984.441,00
Persandian dan Statistik
16 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil 3.045.858.890,00 2.709.210.829,00| 88,95 1.629.249.777,00
Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian
17 | Dinas Kebudayaan, 3.875.713.035,00 3.760.734.137,00] 97,03 1.422.579.397,00
Kepemudaan, Olahraga dan
18 | Dinas Pertanian, Pangan dan 7.033.605.128,00 5.689.351.324,00| 80,89 4.938.207.301,00
Perikanan
19 | Sekretariat Daerah 22.735.482.460,00 18.915.116.194,90| 83,20 14.413.962.963,00
20 | Sekretariat DPRD 17.768.202.296,00 14.466.600.796,00| 81,42 10.144.313.044,00
21 | Dinas Penanaman Modal dan 2.212.476.196,00 1.981.362.703,00| 89,55 807.881.685,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22 | Kecamatan Katingan Kuala 2.053.272.330,00 1.871.151.243,00| 91,13 1.191.460.740,00
23 | Kecamatan Kamipang 1.048.121.951,00 1.031.233.883,00| 98,39 660.728.000,00
24 |Kecamatan Tasik Payaw an 753.672.600,00 684.379.376,00| 90,81 491.069.584,00
25 |Kecamatan Katingan Hilir 2.171.847.686,00 1.951.232.832,00| 89,84 1.158.531.045,00
26 |Kecamatan Tew ang Sangalang 1.427.504.080,00 840.825.189,00| 58,90 788.057.972,00
Garing
27 |Kecamatan Pulau Malan 511.855.133,00 503.158.376,00| 98,30 382.844.936,00
28 | Kecamatan Katingan Tengah 2.039.902.561,00 1.921.781.337,00| 94,21 1.306.557.987,96
29 |Kecamatan Sanaman Mantikei 866.155.987,00 760.073.299,00| 87,75 537.056.512,00
30 | Kecamatan Marikit 908.861.814,00 873.498.445,00| 96,11 633.001.537,00
31 |Kecamatan Katingan Hulu 1.475.873.603,00 1.418.692.825,00| 96,13 551.047.995,00
32 |Kecamatan Mendaw ai 828.186.998,00 773.464.925,00| 93,39 443.945.254,00
33 | Kecamatan Bukit Raya 751.031.848,00 718.472.800,00| 95,66 412.494.000,00
34 |Kecamatan Petak Malai 902.549.476,00 765.617.900,00| 84,83 557.639.300,00
35 |Inspektorat Kabupaten 4.480.888.506,00 3.821.333.589,00| 85,28 2.453.668.352,00
36 | Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan 6.566.680.876,00 5.109.585.164,00| 77,81 3.210.289.978,00
37 | Badan Pengelola Keuangan dan 19.120.372.509,00 15.460.775.207,50| 80,86 4.841.652.638,00
Aset Daerah
38 | Badan Kepegaw aian, 5.638.536.186,00 4.465.037.311,00| 79,19 2.441.418.400,00
Pendidikan dan Pelatihan
JUMLAH 338.290.184.151,00| 266.049.553.823,46| 78,65 200.995.939.180,83
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Tabel.5.1.22
Belanja Barang dan Jasa Per Objek

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Bahan Pakai Habis 59,499,801,420.00 48,006,365,847.18] 80.68 13,887,063,210.00
Belanja Bahan/Material - - 0.00 4,184,273,116.70
Belanja Jasa Kantor 127,699,954,690.00 99,143,203,131.00| 77.64 15,048,202,744.00
Belanja Premi Asuransi 16,523,766,695.00 13,683,151,130.50] 82.81 17,076,000.00
Belanja Peraw atan Kendaraan Bermotor - - 0.00 9,544,893,434.00
Belanja Cetak dan Penggandaan - - 0.00 6,272,221,162.88
Belanja Sew a Gedung dan Bangunan 1,170,015,000.00 842,044,000.00] 71.97 366,835,000.00
Belanja Sew a Sarana Mobilitas - - 0.00 1,549,450,000.00
Belanja Sew a Alat Berat - - 0.00 -
Belanja Sew a Peralatan dan Mesin 3,685,823,680.00 2,513,553,143.00] 68.20 165,730,000.00
Belanja Sew a Aset Tetap Lainnya 57,100,000.00 30,240,000.00f 52.96 -
Belanja Makanan dan Minuman - - 0.00 9,013,513,599.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - - 0.00 523,979,500.00
Belanja Pakaian Kerja - - 0.00 219,100,000.00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari i i 0.00 3,150,160,100.00
Tertentu
Belanja Perjalanan Dinas 76,901,688,583.00 56,768,766,206.00] 73.82 36,159,185,389.50
Belanja Pemeliharaan 19,288,471,438.00 17,055,585,074.69] 88.42 14,729,895,194.96
Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi dan 15,958,734,567.00 14,157,539,840.00| 88.71 3,567,946,463.00
Non Kontruksi
Belanja Barang Untuk. Diserahkan kepada i i 0.00 23,761,617,142.00
Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Kursus, Pelathan, Sosialisasi dan 3,848,335,000.00 3,149,732,643.00| 81.85 890,234,400.00
Bimbingan Teknis PNS
Belanja Jasa Insentif BagllPegaw ai Non 150,000,000.00 50,004,500.00| 33.94 )
ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
Belanja Uang dan /atau jasa untuk 555,100,000.00 105,000,000.00| 18.92 2,356,200,000.00
Diberikan kepada Phak Ketiga/Masyarakat
Belanja Barang Dana BOS - - 0.00 -
Belanja Barang dan Jasa BLUD 12,951,393,078.00 10,543,468,308.09] 81.41 10,019,686,683.69
Belanja Pemeriksaan Laboratorium - - 0.00 62,235,000.00
Belanja Jasa Medik dan Peraw atan - - 0.00 11,783,848,711.50
Belanja Peralatan Pemeliharaan Taman - - 0.00 72,179,850.00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegaw ai - - 0.00 990,137,130.00
Belanja Jasa Komunikasi/Telepon Seluler - - 0.00 27,772,531.00
Belfanja Honorarium Tenaga ) ) 0.00 1,312,745,328.00
Ahli/Narasumber/Instruk-tur
Belanja Operasional Penyuluhan KB dan ) ) 0.00 31,313,157,490.60
Pengolahan Data
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS - LRA - - 0.00 4,000,000.00
Belgnja Biaya Jasa Pembuatan Jurnal / ) ) 0.00 2,600,000.00
Artikel

Jumlah 338,290,184,151.00 266,049,553,823.46] 78.65 200,995,939,180.83

Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp338.290.184.151,00 dapat
terealisas Rp266.049.553.823,46 atau 78,65%, dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar
Rp200.995.939.180,83 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp65.053.614.642,63
Termasuk realisas yang dapat dikategorikan sebagai Belanja Barang dan Jasa yaitu Barang
untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak ketiga ,dan Belanja Uang yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi Rp1.459.590.100,00
Anggaran Belanja Subsidi TA 2021 sebesar Rpl1.488.700.000,00 dapat terealisas
Rp1.459.590.100,00 atau 98,04%, dibandingkan realisas Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rpl1.416.385.700,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp43.204.400,00 Belanja

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 53



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Katingan yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) di Kasongan untuk pemberian subsidi selisih tarif dari harga yang ditetapkan
oleh PDAM kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati K atingan Nomor 42 Tahun 2016
tentang Pemberian Subsidi Selisih Tarif Air Minum Kepada Masyarakat Pelanggan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Katingan yakni sebagai berikut:

Tabel 5.1.23
Belanja Subsidi
Tahun Anggaran 2021

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020

Belanja Subsidi 1.488.700.000,00 1.459.590.100,00| 98,04 1.416.385.700,00

Jumlah 1.488.700.000,00 1.416.385.700,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah Rp64.220.930.745,87
Belanja Hibah TA 2021 merupakan Belanja Hibah yang berupa uang maupun barang
Pemerintah Kabupaten Katingan kepada badan/lembaga/organisasi swasta sebagaimana
Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosia yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Katingan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2021

1.459.590.100,00 | 98,04

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Hibah Kepada 480.000.000,00 474.457.500,00 | 98,85 0,00
Pemerintah Pusat
Belanja Hibah Kepada 33.471.604.215,00 | 30.975.526.981,40 | 92,54 | 20.510.000.000,00
Badan/Lembaga/Organisasi
Belanja Hibah Dana Bos 35.643.305.701,00 | 31.993.343.847,47 | 89,76 2.647.850.000,00
Belanja Hibah Bantuan Kepada 777.602.417,00 777.602.417,00 | 100,00 0,00
Partai Politik

Jumlah 70.372.512.333,00 | 64.220.930.745,87 | 91,26 | 23.157.850.000,00

Anggaran Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp70.372.512.333,00 dapat terealisas
Rp64.220.930.745,87 aau 91,26%, dibandingkan redlisass TA 2020 sebesar
Rp23.157.850.000,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp41.063.080.745,87 terdiri
atas Belanja Hibah K epada Pemerintah Pusat Sebesar Rp474.457.500,00 Belanja Hibah K epada
Badan/Lembaga/Organisasi  kemasyarakatan sebesar Rp30.975.526.981,40 dibandingkan
dengan realisass TA 2020 Rp20.510.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar
Rp10.465.526.981,40 atau sebesar 92,54%, Belanja Hibah Dana Bos dengan Anggaran 2021
sebesar Rp35.643.305.702 dengan realisasi sebesar Rp31.993.343.847,47 dengan persentase
89,76% mengalami kenaikan dari realisas tahun 2020 sebesar Rp29.345.493.847,47 dan
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan Anggaran 2021 sebesar
Rp777.602.417,00 dengan persentase 100% mengalami kenaikan dari redisasi tahun 2020
sebesar Rp777.602.417,00.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp9.030.857.525,00

Belanja Bantuan Sosial untuk periode TA 2021 sebagaimana Peraturan Bupati Katingan
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan. Anggaran
Belanja Bantuan Sosiad TA 2021 sebesar Rp9.590.477.693,00 dapat teredisas
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Rp9.030.857.525,00 atau 94,16%, dibandingkan realisas Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp25.198.228.982,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp16.167.371.457,00 dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.25
Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Bantuan Sosial Kepada
Anggota Masyarakat (individu dan 1.035.011.153,00 475.826.385,00 45,97 1.242.000.000,00
Keluarga)
Belanja Bantuan Sosial Kepada
Organisasi Sosial/Kelompok 1.820.000.000,00 1.820.000.000,00 100,00 23.956.228.982,00
Masyarakatan
Belanja Bantuan Sosial Kepada
Lembaga Non Pemerintahan 6.735.466.540,00 6.735.031.140,00 | 99,99 0,00
(Bidang Pendidikan, Keagamaan
dan Bidang Lainnya)

Jum lah 9.590.477.693,00 9.030.857.525,00 94,16 25.198.228.982,00

5.1.2.2 BelanjaModal Rp218.416.756.625,36

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang
dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Katingan
meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan
Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021

dan realisasi Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci padatabel sebagai berikut :
Tabel 5.1.26
Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Modal Tanah 250.000.000,00 0,00| 0,00 721.300.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.025.983.978,00 42.371.889.964,60] 84,70 42.605.692.336,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 64.534.814.424,00 59.853.368.408,95( 92,75 38.763.843.708,97
:?;':;ja Modal Jalan, Jaringan, dan 133.509.870.923,00] 115.350.629.751,81] 86,40 52.673.339.171,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 968.503.999,00 840.868.500,00] 86,82 3.544.637.621,00

Jumlah 249.289.173.324,00 218.416.756.625,36 | 87,62 138.308.812.837,66

Anggaran Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp249.289.173.324,00

teredisas

Rp218.416.756.625,36 atau 87,62% dibandingkan dengan realisass TA 2020 sebesar
Rp138.308.812.837,66 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp80.107.943.787,70.

5.1.2.2.1 BelanjaModal Tanah

Rp0,00

Anggaran belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp250.000.000.000,00
teredlisasi Rp00,00 atau 0%. Mengalami Penurunan dibandingkan dengan reaisasi Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp721.300.000,00 .

Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan PD

Tabel 5.1.27

Tahun Anggaran 2021
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No Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 | % Realisasi 2020
1 Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman 0,00 0,00 | 0,00 721.300.000,00
dan Pertanahan
2 Dinas Kebudayaan, Pariw isata Pemuda 250.000.000.000,00 0,00 | 0,00 0,00
dan Olahraga
Jumlah 250.000.000.000,00 0,00 | 0,00 | 721.300.000,00
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp42.371.889.964,60

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 ditargetkan sebesar
Rp50.025.983.978,00 terealisas Rp42.371.889.964,60 atau 84,70%. Dibandingkan dengan
redisas TA 2020 sebesar Rp42.605.692.336,00 berarti mengalami penurunan sebesar

Rp223.802.371,40.
Tabel 5.1.28
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per PD
Tahun Anggaran 2021

e —
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 56



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
1 |Dinas Pendidikan 3.120.103.184,00| 2.906.540.700,00 | 93,16 | 5.074.168.600,00
2 [Dinas Kesehatan 25.609.068.205,00] 23.500.643.219,60| 91,70 | 19.497.867.484,00
3 [BLUD Mas Amsyar 820.000.000,00]  493.330.265,00 | 60,16 |  809.651.862,00
4 |Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 4.518.081.058,00| 4.492.128.675,00| 99,43 9.900.000,00

Ruang dan Perhubungan
5 |Dinas Perumahan, Kaw asan 1.225.101.843,00| 1.046.108.000,00| 85,39 423.632.000,00
Permukiman dan Pertanahan
6 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 66.301.395,00 64.475.500,00| 97,25 29.903.000,00
7 |Satuan Polisi Pamong Praja 2.870.831.455,00|  267.095.000,00] 9,30 9.000.000,00
8 ggg‘:‘:hpe”a”gg“'a”ga” Bencana 139.093.206,00 138.775.227,00| 99,77 | 2.966.100.850,00
9 [Dinas Sos@l 218.587.359,00]  209.803.000,00| 95,98 76.287.490,00
10 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 89.721.245,00 89.415.245,00| 99,66 87.600.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
11 [Perlindungan Anak, Pengendalian 549.457.492,00 544.188.500,00| 99,04 4.500.000,00
Penduduk dan Keluarga Berencana
12 |Dinas Lingkungan Hidup 1.096.386.252,00] 1.089.761.818,00| 99,40 595.909.500,00
13 z;;;‘s Kependudukan dan Pencatatan 199.939.996,00 |  198.000.000,00 | 99,03 49.749.500,00
14 B::; Pemberdayaan Masyarakat dan 66.143.179,00 61.200.000,00 | 92,53 25.000.000,00
15 |Dinas Komunikasi, Informatika, 126.203.106,00 |  126.203.000,00 | 100,00 87.411.000,00
Persandian dan Statistik
Dinas Koperasi, Usaha Kecil

16 |Menengah, Perdagangan dan 28.447.499,00 26.895.000,00 | 94,54 |  318.959.000,00
Perindustrian

17 |Dnas Kebudayaan, Kepemudaan, 160.938.160,00 |  157.833.000,00 | 98,07 | 226.753.000,00
Olahraga dan Pariw isata

18 |Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan| 1.123.991.159,00 745.175.090,00 66,30 189.212.000,00
19 |Sekretariat Daeran 1.803.015.788,00 | 1.499.156.203,00 | 83,15 | 1.086.243.000,00
20 |Sekretariat DPRD 1.550.742.305,00 | 1.486.947.710,00 | 95,89 | 319.990.000,00
21 [Dinas Penanaman Modal dan 145.541.992,00 |  143.205.998,00 | 98,39 11.980.000,00

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

22 |Kecamatan Katingan Kuala 81.981.816,00 72.600.000,00 | 88,56 | 168.491.000,00
23 |Kecamatan Kamipang 26.166.746,00 26.115.000,00 | 99,80 89.750.000,00
24 |Kecamatan Tasik Payaw an 32.544.500,00 32.544.500,00 | 100,00 11.000.000,00
25 |Kecamatan Katingan Hilir 163.344.495,00 | 163.269.497,00 | 99,95 | 187.774.000,00
26 |Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 111.928.804,00 87.454.672,00 | 78,13 11.800.000,00
27 |Kecamatan Pulau Malan 0,00 0,00 | 0,00 4.000.000,00
28 |Kecamatan Katingan Tengah 61.454.352,00 54.600.000,00 | 88,85 106.000.000,00
29 |Kecamatan Sanaman Mantikel 27.836.357,00 25.600.000,00 | 91,07 9.000.000,00
30 |Kecamatan Marikit 57.755.498,00 29.500.000,00 | 51,08 15.000.000,00
31 |Kecamatan Katingan Hulu 59.979.815,00 59.979.588,00 | 100,00 46.000.000,00
35 |Kecamatan Mendaw ai 82.414.088,00 78.370.000,00 | 95,00 66.000.000,00
33 |Kecamatan BUKit Raya 104.601.583,00 77.100.000,00 | 73,71 68.500.000,00
34 |Kecamatan Petak Malai 148.792.740,00|  148.752.000,00| 99,07 0,00
35 |Inspektorat Kabupaten 134.711.355,00 134.000.000,00| 99,47 0,00
3¢ |Badan Perencanaan Pembangunan, 241.080.821,00 |  241.027.520,00 | 99,98 152.711.100,00

Penelitian dan Pengembangan

37 g:‘e’?:hpenge'o'a Keuangan dan Aset | 5 g42 854 910,00 | 1.659.252.550,00 | 56,29 | 9.182.128.450,00

3g |Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 195.840.220,00 |  194.843.397,00 | 99,49 587.719.500,00
Pelatihan
Jumiah 50.025.083.978,00| 42.371.889.064,60| 84,70 | 42.605.692.336,00

Tabel 5.1.29

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Objek
Tahun Anggaran 2021

e
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No. Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat- 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Alat Besar Darat
o |Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat- 228.972.929,00 216.973.700,00 | 94,76 60.000.000,00
alat Bantu
3 |Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 6.237.346.000,00 | 1.248.530.000,00 | 20,02 | 11.320.805.000,00
Angkutan Darat Bermotor
4 |Betania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 491.818.170,00 490.908.600,00 | 99,82 129.745.000,00
Angkutan Darat Tak Bermotor
5 [Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 21.260.000,00 21.220.000,00 | 99,81 246.320.000,00
Angkut Apung Bermotor
6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 40.909.091,00 16.000.000,00 | 39,11 0,00
Angkut Apung Tidak Bermotor
7 Belanja Modal Pgralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 96.554.086,00 94.901.500,00 | 98,29 0,00
Bengkel Bermesin
8 Belanja Modal Peralgtan dan Mesin - Pengadaan Alat 1.899.999,00 1.850.000,00 | 97,37 0,00
Bengkel Tak Bermesin
9 Eil'ima Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 2.069.943.466,00 | 2.048.308.000,00 | 98,95 365.348.500,00
10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 202.584.398,00 169.343.350,00 | 83,59 0,00
Pengolahan
11 E:irc’f‘ Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 1.459.790.077,00 078.151.355,00 | 67,01 | 2.003.263.350,00
1o |Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 3.648.799.818,50 | 3.226.369.911,70 | 88,42 | 4.560.678.762,00
Rumah Tangga
13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0,00 0,00 | 0,00 2.670.552.345,00
Komputer
14 |Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja 111.002.677,00 106.703.650,00 | 96,13 110.877.490,00
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
15 233?;3 Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 718.476.669,00 642.078.686,00 | 89,37 451.220.950,00
16 |Eelania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 282.066.405,00 276.208.600,00 | 97,92 652.832.400,00
Komunikasi
17 [Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 288.673.681,00 285.095.000,00 | 98,76 2.000.000,00
Peralatan Pemancar
1g |Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 875.608.800,00 859.002.000,00 | 98,10 |  7.497.927.161,00
Kedokteran
19 |Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 20.668.390.688,00 | 19.770.260.868,60 | 95.65 | 7.227.739.778,00
Kesehatan Umum
20 Be!anja Modal lPeraIatan dan Mesin - Pengadaan Unit- 129.699.999,00 129.300.000,00 | 99,69 0,00
Unit Laboratorium
21 |Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 486.225.000,00 437.093.114,00 | 89,90 |  4.734.916.600,00
Peraga/Praktek Sekolah
2o |Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 341.449.999,00 340.700.000,00 | 99,78 317.467.000,00
Laboratorium Lingkungan Hidup
23 |Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Komputer Unit 3.300.593.114,00 3.069.646.172,20 | 93,00 0,00
24 |Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer 5.391.552.566,50 5.029.898.582,10 | 93,29 0,00
25 Belarua_ Modal Peralatan dan Mesin - Alat Ekplorasi 12.000.000,00 12.000.000,00 | 100,00 0,00
Geofisika
26 |Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Sumur 501.288.333,00 495.940.000,00 | 98,93 0,00
27 Bela_mja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan 9.000.000,00 9.000.000,00 | 100,00 0,00
Kerja SAR
28 Belama Modal Peralatan dan Mesin - Alat Peraga 58.250.000,00 53.000.000,00 | 90,99 0,00
Pelatihan dan Percontohan
29 Bglanja Modal Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu Lalu 2.351.828.012,00 2.343.406.875,00 | 99,64 0,00
Lintas Darat
30 Belanja Modal Peralfatan dan Mesin -Pengadaan Alat 0,00 0,00 | 0,00 253.998.000,00
Keamanan dan Perlindungan
Jumlah 50.025.983.978,00 | 42.371.889.964,60 | 84,70 42.605.692.336,00
5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp59.853.368.408,95

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp64.534.814.424,00

terealisasi Rp59.853.368.408,95 atau 92,75%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar
Rp38.763.843.708,97 mengalami kenaikan sebesar Rp21.089.524.699,98.
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Tabel 5.1.30

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran 2021 | Realisasi 2021 % | Realisasi 2020
1 Dinas Pendidikan 9.947.247.300,00 9.100.745.541,85 | 91,49 21.216.320.390,00
Dinas Kesehatan 33.532.816.928,00 | 33.199.990.246,00 | 99,01 5.411.274.407,00
3 BLUD Mas Amsyar 1.068.825.000,00 399.952.000,00 | 37,42 479.745.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, 398.000.000,00 397.100.000,00 | 99,77 591.600.900,00
4 Penataan Ruang dan
Perhubungan
5 Dinas Perumahan, Kawasan 7.306.941.000,00 6.265.650.000,00 | 85,75 2.838.654.900,00
Permukiman dan Pertanahan
6 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 | 0,00 217.750.111,97
7 Badan Penanggulangan 16.500.000,00 16.500.000,00 | 100,00 74.789.000,00
Bencana Daerah
8 Dinas Transmigrasi dan 149.999.300,00 149.800.000,00 | 99,87 0,00
Tenaga Kerja
Dinas Pemberdayaan 799.500.000,00 798.400.000,00 | 99,86 1.221.601.000,00
Perempuan dan
9 Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
10 Dinas Lingkungan Hidup 2.347.570.100,00 2.336.700.000,00 | 99,54 323.425.200,00
11 Dinas Kependudukan dan 125.000.000,00 124.610.000,00 | 99,69 0,00
Catatan Sipil
12 Dinas Pemberdayaan 0,00 0,00| 0,00 174.496.000,00
Masyarakat dan Desa
Dinas Komunikasi, 0,00 0,00 0,00 24.948.000,00
13 Informatika, Persandian dan
Statistik
Dinas Koperasi, Usaha Kecil 1.942.287.088,00 800.000.000,00 | 41,19 |  1.025.550.900,00
14 Menengah, Perdagangan
dan Perindustrian
Dinas Kebudayaan, 3.647.555.000,00 3.291.775.594,10 | 90,25 2.793.806.500,00
15 Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata
17 Dinas Pertanian, Pangan dan 599.400.000,00 596.992.079,00| 0,00 0,00
Perikanan
17 Sekretariat Daerah 1.284.960.000,00 1.052.746.248,00 | 81,93 199.473.000,00
18 Sekretariat DPRD 252.341.120,00 250.000.000,00 | 99,07 149.990.000,00
Dinas Penanaman Modal dan 185.829.380,00 185.000.000,00 | 99,55 199.864.000,00
19 Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
20 Kecamatan Katingan Kuala 0,00 0,00 | 0,00 123.996.000,00
21 Kecamatan Kamipang 311.000.000,00 308.000.000,00 | 99,04 31.389.000,00
22 Kecamatan Katingan Hilir 459.042.208,00 419.606.700,00 | 91,41 442.925.000,00
23 Kecamatan Tewang 0,00 0,00 | 0,00 285.000.000,00
Sangalang Garing
24 Kecamatan Katingan Tengah 0,00 0,00 | 0,00 0,00
25 Kecamatan Katingan Hulu 0,00 0,00 | 0,00 30.000.000,00
26 Kecamatan Petak Malai 90.000.000,00 89.950.000,00 | 99,94 233.341.000,00
Badan Perencanaan 0,00 0,00 | 0,00 129.900.000,00
27 Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan
28 Badan Pengelola Keuangan 70.000.000,00 69.850.000,00 | 99,79 544.003.400,00
dan Aset Daerah
Jumlah 64.534.814.424,00f  59.853.368.408,95] 92,75 38.763.843.708,97
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Tabel 5.1.31
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Objek
Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
1 |Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan 57.815.953.304,00 | 53.548.596.869,95 | 92,62 38.527.863.208,97
Gedung Tempat Kerja
2 |Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan 3.809.800.000,00 3.400.550.000,00 | 89,26 149.990.000,00
Gedung Tempat Tinggal
3 |Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan 0,00 0,00 0,00 78.490.500,00
Rambu Rambu
4 |Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
Rambu Rambu Lintas Udara
5 |Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan 0,00 0,00 | 0,00 0,00
Tugu Peringatan
6 |Belanja Modal Gedung dan
Bangunan - Pengadaan Bangunan 2.909.061.120,00 2.904.221.539,00 | 0,00 0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti
Jumlah 64.534.814.424,00 | 59.853.368.408,95 | 92,75 38.763.843.708,97
5.1.2.2.4 BelanjaModal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp115.350.629.751,81

Anggaran Belanja Moda Jaan,

Irigass dan Jaringan TA 2021 sebesar

Rp133.509.870.923,00 terealisas Rp115.350.629.751,81 atau 86,40%. Dibandingkan dengan
realisss TA 2020 sebesar Rp52.673.339.171,69 berarti mengalami kenaikan sebesar
Rp62.677.290.580,12.

Tabel 5.1.32

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per PD

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
1 Dinas Pendidikan 81.900.000,00 81.771.600,00 | 99,84 89.700.000,00
2 Dnas Kesehatan 779.965.000,00 49.498.009,00 | 6,35 0,00
3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 108.137.741.226,00 | 91.459.273.042,81 | 84,58 | 33.359.205.550,00

Perhubungan
4 Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan 22.976.501.197,00 22.594.411.800,00 | 98,34 | 17.091.749.750,00
Pertanahan
5 Dinas Transnaker 0,00 0,00 | 0,00 34.996.500,00
6 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga 30.000.000,00 29.950.000,00 | 99,83 816.651.500,00
dan Pariw isata
7 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 156.250.000,00 156.150.000,00 | 99,94 0,00
8 Kecamatan Katingan Kuala 298.217.200,00 298.217.000,00 | 100,00 331.400.000,00
9 Kecamatan Katingan Hilir 195.000.000,00 194.810.000,00 | 99,90 0,00

10 |Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 242.298.300,00 242.298.300,00 | 100,00 0,00
11 |Kecamatan Katingan Tengah 244.868.000,00 199.900.000,00 | 81,64 127.694.000,00
12 |Kecamatan Katingan Hulu 322.600.000,00 0,00 | 0,00 612.455.000,00
13 |Kecamatan Petak Malai 44.530.000,00 44.350.000,00 | 0,00 0,00
14 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 0,00 0,00 | 0,00 209.486.871,69

dan Pengembangan

15 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 | 0,00 0,00

Jumlah 133.509.870.923,00 115.350.629.751,81| 86,40 52.673.339.171,69
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Tabel 5.1.33
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
1 JB;::”"" Modal Jalan, jaringan dan rigasi - 115.226.803.335,00 | 98.870.668.737,06 | 8581 | 41.225.460.621,69
o |Belania Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - 1.942.682.500,00 1.503.757.658,75 | 77,41 270.694.000,00
Jembatan
Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi

3 R 7.693.698.300,00 7.269.800.347,00 | 94,49 5.789.952.750,00
Bangunan Air Irigasi
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -

4 |Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan 0,00 0,00 | 0,00 168.400.000,00
Penanggulangan BA
Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi -

5 . S 630.000.000,00 625.430.000,00 | 99,27 2.652.883.000,00
Bangunan Air Bersih/Air baku

g |Belania Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - 400.963.200,00 396.000.000,00 | 98,76 1.368.148.000,00
Bangunan Air Kotor

7 |Belana Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - 44.530.000,00 44.350.000,00 | 99,60 0,00
Instalasi Air Bersih Baku

g |Belania Modal Jalan, jaringan dan Irigasi - 300.000.000,00 0,00 000 1.162.804.300,00
Jaringan Air Minum
Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi -

9 . o 1.218.233.588,00 756.398.009,00 | 62,09 34.996.500,00
Jaringan Listrik

10 |Belania Modal Jalan, jaringan dan rigasi - 6.052.960.000,00 |  5.884.225.000,00 | 97,21 0,00
Jaringan Gas

Jumlah 133.509.870.923,00 | 115.350.629.751,81 | 86,40 52.673.339.171,69
51225 BelanjaModal Aset Tetap Lainnya Rp840.868.500,00

Anggaran BelanjaModal Aset Tetap Lainnya TA 2021 target sebesar Rp968.503.999,00

terealisasi Rp840.868.500,00 atau 86,82%. Dibandingkan dengan realisas TA 2020 sebesar
Rp3.544.637.521,00 berarti mengalami penurunan sebesar Rp2.703.769.121,00.

Tabel 5.1.34

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020

1 Dinas Pendidikan 0,00 0,00 [ 0,00 1.294.688.436,00
Dinas Pekerjaan Umum,

2 Penataan Ruang dan 89.999.999,00 89.650.000,00 | 99,61 2.007.467.000,00
Perhubungan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil

4 Menengah, Perdagangan dan 0,00 0,00 0,00 24.539.185,00
Perindustrian

5 Sekretariat Daerah 488.504.000,00 363.318.500,00 | 74,37 119.251.000,00

g |Fadan Pengebia Keuangan 390.000.000,00 387.900.00000 | 99,46 98.692.000,00
dan Aset Daerah

Jumlah 968.503.999,00 840.868.500,00 | 86,82 3.544.637.621,00
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Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Pengadaan Buku 463.504.000,00 338.318.500,00 | 72,99 1.413.939.436,00
Pengadaan Terbitan 0,00 0,00 0,00 0,00

3 [Pengadaan Alat Olah Raga 0,00 0,00 | 0,00 98.692.000,00
Lainnya

4  |Pengadaan AsetTetap 0,00 0,00 | 0,00 2.032.006.185,00
Renovasi
Pengadaan Aset Tidak

5 ngacdaan Aset fida 504.999.999,00 |  502.550.000,00 | 99,51 0,00
Berw ujud
Jumlah 968.503.999,00 840.868.500,00 | 86,82 3.544.637.621,00
5.1.2.3 BeanjaTak Terduga Rp13.499.051.785,50

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau
tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang
tidak diperkirakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga dial okasikan ddam APBD Kabupaten
Katingan TA 2021 sebesar Rp19.009.925.516,00 teredlisasi sebesar Rp13.499.0451.785,50

Sebesar 71,01%.
Tabel 5.1.36
Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)
Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Tak Terduga 19.009.925.516,00 13.499.051.785,50 | 71,01 33.044.405.240,00
Jumlah 19.009.925.516,00 13.499.051.785,50 | 71,01 33.044.405.240,00
5.1.24 BeanjaTransfer Rp226.660.638.742,00

Anggaran Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp226.934.222.300,00 dapat teralisas
sebesar Rp226.660.638.742,00 atau 99,88% Dibandingkan dengan realisas tahun anggaran
sebelumnya sebesar Rp227.640.189.770,57 mengalami penurunan sebesar Rp979.551.028,57.

Tabel 5.1.37
Transfer
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Transfer Bagi Hasil 2.500.000.000,00 2.474.916.442,00] 99,00 2.359.731.055,57
Transfer Bantuan 224.434.222.300,00 224.185.722.300,00| 99,89 225.280.458.715,00
Keuangan

Jumlah 226.934.222.300,00 226.660.638.742,00| 99,88 227.640.189.770,57
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51241 Transfer Bagi Hasll Rp2.474.916.442,00

Anggaran Transfer TA 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00 teredlisas Rp2.474.916.442,00

atau 99%, dibandingkan realisas TA 2020 sebesar Rp2.359.731.055,57 yang berarti
mengalami kenaikan sebesar Rp115.185.386,43.

Tabel 5.1.38
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Tahun Anggaran 2021
(dalam daerah)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepada Pemerintahan 1.500.000.000,00| 1.486.571.658,00 99,10 2.011.460.183,30
Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja Bagi Hasil Retribusi

Daerah Kabupaten/Kota Kepada 1.000.000.000,00 988.344.784,00 98,83 348.270.872,27
Pemerintah Desa

Jumlah 2.500.000.000,00| 2.474.916.442,00 99,00 2.359.731.055,57
5.1.24.2 Transfer Bantuan Keuangan Rp224.185.722.300,00

Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 terdiri Transfer Bantuan Keuangan ke Provins,
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan K euangan Lainnya, dengan rincian
sebagal berikut:

Tabel 5.1.39
Transfer Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)
Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Bantuan Keuangan
antar Daerah Provinsi

245.000.000,00 245.000.000,001100,00 245.000.000,00

Belanja Bantuan Keuangan

antar Daerah Kabupaten/Kota 2.006.000.000,00 1.757.500.000,00]114,14 777.602.417,00

Belanja Bantuan Keuangan
Daerah Provinsi atau 222.183.222.300,00| 222.183.222.300,00{100,00 | 224.257.856.298,00
Kabupaten/Kota kepada Desa

Jumlah 224.434.222.300,00| 224.185.722.300,00] 99,89 225.280.458.715,00

Anggaran Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp224.434.222.300,00 terealisas
Rp.224.185.722.300,00 atau 99,89% terdiri atas Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa
merupakan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Insentif RT/RW,
Honor DKA, Sekretaris Damang dan Mantir Adat, selanjutnya Transfer Bantuan Keuangan
Lainnya merupakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dibandingkan realisas Tahun
Anggaran 2020 Rp225.280.458.715,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar
Rp1.094.736.415,00.

513 Surplus(Defisit) Realisasi Anggaran Rp16.480.981.960,27

Dari readlisasi Pendapatan sebesar Rpl.224.871.783.845,74 dan Belanja sebesar
Rp1.208.390.801.885,47 pada Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Katingan mengalami Surplus
sebesar Rpl16.480.981.960,27 Dibandingkan dengan Surplus tahun 2020 sebesar
Rp45.075.468.805,60 mengalami penurunan Rp28.594.484.845,33.
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514 Pembiayaan Rp167.381.102.082,84

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan ataupun
pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisas
Pembiayaan (Netto) Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2021 sebesar Rp167.381.102.082,84
atau 100,00 % dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD-P TA 2021 sebesar
Rp167.377.414.755,00 ha tersebut jika dibandingkan dengan pembiayaan Netto TA 2020
sebesar Rp137.180.945.949,23 mengalami kenaikan sebesar Rp30.200.156.134,61 dapat
dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.1.40

Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran TA 2021 | Realisasi TA 2021 % Lebih / (Kurang) | Realisasi TA 2020
Penerimaan Pembiayaan 182.256.414.755,00] 182.259.102.082,84| 100,00 2.687.327,84| 144.395.945.949,23
Pengeluaran Pembiayaan 14.879.000.000,00f 14.878.000.000,00] 99,99 (1.000.000,00) 7.215.000.000,00

Jumlah 167.377.414.755,00] 167.381.102.082,84| 100,00 3.687.327,84| 137.180.945.949,23

5.14.1 Penerimaan Pembiayaan

Rp182.259.102.082,84

Redisas Penerimaan Pembiayaan daerah berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu
sebesar Rp182.259.102.082,84 dari anggaran sebesar Rp182.256.414.755,00 atau 100.00%.
Dibandingkan dengan penggunaan Silpa Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp.
144.395.945,949,23 mengalami kenaikan sebesar Rp 37.863.156.133,61.

Terdapat perbedaan antara target anggaran sebesar Rpl82.256.414.755,00 dengan
perhitungan SIL PA tahun 2020 sebesar Rp182.256.414.754,83 atau sebesar Rp0,17 diakibatkan
oleh pembulatan pada saat proses perhitungan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Tabel 5.1.41
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Anggaran TA 2021 Realisasi TA 2021 % Realisasi TA 2020
Penerimaan Pembiayaan 182.256.414.755,00| 182.259.102.082,84] 100,00 144.395.945.949,23

Jumlah 182.256.414.755,00 | 182.259.102.082,84 | 100,00 | 144.395.945.949,23
Pengel uaran Pembiayaan Rp14.878.000.000,00

Merupakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan

TA 2021 atas penyertaan modal daerah dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 5.1.42
Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)
Uraian Anggaran TA 2021 | Realisasi TA 2021 % Lebih / (Kurang) | Realisasi TA 2020
Penyertaan Modal Daerah PT. Bank
Pembangunan Kalimantan Tengah 14.879.000.000,00| 14.878.000.000,00] 99,99 (1.000.000,00)|  7.215.000.000,00
Cabang Kasongan
Penyertaan Modal Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Katingan
Jumlah 14.879.000.000,00{ 14.878.000.000,00] 99,99 (1.000.000,00)f  7.215.000.000,00
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Redisas pengeluaran pembiayaan Kabupaten Katingan TA 2021 sebesar
Rp14.878.000.000,00 atau 99,99% dari anggaran Rp14.879.000.000,00 merupakan
Penyertaan Moda pada PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, dibandingkan dengan
redisas TA 2020 sebesar Rp7.215.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp7.663.000.000,00

5.15 SisaLebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp183.862.084.043,11

SLPA TA 2021 sebesar Rp183.862.084.043,11 mengalami kenaikan sebesar
Rp1.605.669.288,28 dari SILPA TA 2020 sebesar Rp182.256.414.754,83.

5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau

penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

521 Saldo Anggaran Lebih Awal Rpl182.256.414.754,83
Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sddo yang berasa dari akumulasi SiLPA
tahun-tahun anggaran sebelum dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp182.256.414.754,83

522 Penggunaan SAL Rp182.259.102.082,84

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjdan Merupakan Saldo
Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun
2021 Penggunaan SAL sebaga Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar
Rp182.259.102.082,84

523 Sisal ebih/Kurang Rp183.862.084.043,11

Pembiayaan Anggaran (SLPA/SIKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SLPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang
antararealisas pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam
APBD selama 1 (satu) tahun periode pelaporan.

Sisa lebih/kurang tahun 2021 sebesar Rp Rp183.862.084.043,11 dapat diuraikan sebagai
berikut:

a Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp182.256.414.754,83
b. Penggunaan SAL sebagal Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar

(Rp182.259.102.082,84)

c. Sdisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL sebesar

Rp2.687.328,01 dan
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d Ssa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SLPA/SIKPA) adadah  sebesar
Rp183.862.084.043,11
524 Koreks Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp2.687.328,01
Koreks Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi kurang atas kesalahan
pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebesar Rp2.687.328,01 yaitu
koreksi atas lebih sgji Kas Dana BOS.

525 Lain-lain Rp0,00
Tidak terdapat koreksi lain-lain pada SAL.
52.6 Saldo Anggaran L ebih Akhir Rp183.862.084.043,11
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 sebesar Rpl183.862.084.043,11 dapat dirinci
sebagai berikut:
Tabel 5.2.1

Rincian Saldo Anggaran Lebih
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian 31 Desember 31 Desember Naik / (Turun)
2021 2020
1 Kas di BUD 171.480.602.731,07 172.813.740.884,88 -1.333.138.153,81

> Kas Di Bendahara 0,00 30.597,00 -30.597,00
Pengeluaran

Kas Di Bendahara

3 Penerimaan 0,00 46.680.000,00 -46.680.000,00
4 Kas Di BLUD 9.690.018.018,34 4.836.168.077,31 4.853.849.941,03
5 Kas Di Bendahara FKTP 901.338.247,98 2.642.958.504,46 -1.741.620.256,48
6 Kasn Di Bendahara BOS 1.777.925.045,72 1.916.836.691,18 -138.911.645,46
7 Lainnya 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00

Jumlah 183.862.084.043,11| 182.256.414.754,83 1.605.669.288,28

5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Neraca Pemerintahan Kabupaten Katingan terdiri dari pos-pos yang mengambarkan kondis
harta atau Aset sebesar Rp2.896.210.736.080,58 Kewgjiban sebesar Rp5.562.169.893,82 dan
Ekuitas sebesar Rp2.890.648.566.186,76

31 Desember 2021 31 Desember 2020

531  Asdt 2.896.210.736.080,58 3.139.298.402.168,34

Total saldo Aset Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp2.896.210.736.080,58 atau mengalami penurunan sebesar Rp243.087.666.087,76 dari saldo
tahun sebelumnya sebesar Rp3.139.298.402.168,34 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Rincian Aset

Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31-Des-21 31-Des-20 Naik /turun
% (Rp)
Aset Lancar 220.728.811.999,16 218.177.290.383,80| 1,17 2.551.521.615,36
Investasi Jangka
. 67.059.917.939,27 56.635.837.791,19]| 18,41 10.424.080.148,08
Panjang
Aset Tetap 2.480.832.435.188,13 2.698.177.064.680,26] (8,06) | (217.344.629.492,13)
Dana Cadangan - -] 0,00 0,00
Aset Lainnya 127.589.570.954,02 166.308.209.313,09] (23,28) (38.718.638.359,07)
Jum lah 2.896.210.736.080,58| 3.139.298.402.168,34| (7,74)| (243.087.666.087,76)
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31 Desember 2021 31 Desember 2020
220.728.811.999,16 218.177.290.383,80

5311 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat
direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sgjak tanggal
pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp220.728.811.999,16
atau ada kenaikan sebesar Rp2.551.521.615,36 dari saldo tahun sebelumnya sebesar
Rp218.177.290.383,80 disgjikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Aset Lancar

Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian 31-Des-21 31 Desember 2020 Naik / (Turun)
% (Rp)

Kas di Kas Daerah 171.480.602.731,07| 172.813.740.884,88| (0,77) (1.333.138.153,81)
Kas di Bendahara 0,00 46.680.000,00| (100,00) (46.680.000,00)
Penerimaan
Kas di Bendah

as disendahara 0,00 30.597,00| (100,00) (30.597,00)
Pengeluaran
Kas di BLUD 9.690.018.018,34 4.836.168.077,31| 100,37 4.853.849.941,03
Kas di Bendahara BOS 1.777.925.045,72 1.916.836.691,18| (7,25) (138.911.645,46)
Kas di Bendahara FKTP 901.338.247,98 2.642.958.504,46| (65,90) | (1.741.620.256,48)
Kas Lainnya 12.200.000,00 0,00] 0,00 12.200.000,00
Setara Kas 0,00 0,00] 0,00 0,00
Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 0,00
Piutang Pajak Daerah 6.868.340.544,00 6.286.506.333,00| 9,26 581.834.211,00
Piutang Retribusi daerah 80.946.901,00 48.997.336,00| 65,21 31.949.565,00
Piutang Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 0,00 0,00 0,00 0,00
Dipisahkan
Z':rt]ang lain-lain PAD yang 715.598.671,58 939.419.715,00| (23,83) (223.821.043,42)
Biutang Transf ntah

utang lranster Pemerintal 0,00 0.00 0,00 0,00
Pusat
Piutang Transfer antar
Dmoreh 15.536.406.135,65| 14.128.261.245,30] 9,97 1.408.144.890,35
Blutang Lainnya. 378.119.651,00 385.119.651,00] (1.82) (7.000.000,00)
Penyisihan Piutang (3.601.015.630,40)| (3.005.084.006,24)| 16,35 (505.031.624,16)
Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00 0,00
Persediaan 16.888.331.683,00| 17.227.655.354,01 (1,97) (339.323.671,69)

Jumiah 220.728.811.999,16| 218.177.290.383,80] L.17 2.551.521.615,36
53111 Kasdi KasDaerah 31 Desember 2021 31 Desember 2020
D 171.480.602.731,07 172.813.740.884,88

Kas di Kas Daerah merupakan saddo Kas Daerah Kabupaten Katingan
per 31 Desember 2021 pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah terdiri Kas di Rekening
Kas Daerah sebesar Rp171.480.602.731,07 ada penurunan sebesar Rp1.333.138.153,81 dari
saldo tahun sebelumnya sebesar Rp172.813.740.884,88.
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Tabel 5.3.

3

Kas di Kas Daerah
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian/Rekening

31-Des-21

31-Des-20

Naik / (Turun)

%

(Rp)

Kas di Kas Daerah (PT. Bank Kalteng)
No. Rek: 1050101000005

171.480.602.731,07

172.618.243.382,88

(0,66)

(1.137.640.651,81)

Kas Satgas Covid (PT. Bank Kalteng)

0,00 120.211.315,00 0,00 (120.211.315,00)
No. Rek: 150103016341
Kas Satgas Bencana Banijir
(PT. Bank Kalteng) 0,00 75.286.187,00 0,00 (75.286.187,00)
No.Rek: 1050202155571
Jumlah 171.480.602.731,07| 172.813.740.884,88| (0,77) | (1.333.138.153,81)

Kas di Bendahara

53112 .
Penerimaan

31 Desember 2021

31 Desember 2020

0,00

46.68.000,00

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00

mengalami penurunan sebesar Rp46.680.000,00 dari saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.4

Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian 31-Des-21 31 Desember et/ (Turun)
2020 % (Rp)
Dinas Kesehatan
Pustu Kasongan Seberang 0,00 450.000,00f 0,00 (450.000,00)
Pustu Kampung Keramat-Pegatan 1 0,00 30.000,00| 0,00 (30.000,00)
Polindes Kuluk Habulus/Kamantu 0,00 75.000,00| 0,00 (75.000,00)
BPKAD
Bendahara Penerimaan 0,00 46.125.000,00] 0,00 (46.125.000,00)
Jumlah 0,00 46.680.000,00{ 0,00 (46.680.000,00)

Kasdi Bendahara

53.1.13 Pengeluaran

53114 Kasdi BLUD

31 Desember 2021

31 Desember 2020

0,00

31 Desember 2021

30.597,00
Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00
mengalami penurunan sebesar Rp30.597,00 dari saldo tahun sebelumnya.
Saldo ini tidak termasuk saldo kas yang terdapat di Rekening Bendahara Pembantu pada
4 Puskesmas sebesar Rp219.574.904,00 akibat keterlambatan mutasi/transfer Tunjangan
Penambah Penghasilan (TPP) ke rekening masing-masing pegawai.

31 Desember 2020

9.690.018.018,34

4.836.168.077,31

Kas di Badan Layanan Umum Daerah merupakan saldo kas BLUD RSUD Mas Amsyar
Kasongan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.690.018.018,34 yang terdiri dari kas dibendahara
penerimaan sebesar Rp15.859.007,00 dan pada saldo kas Bank sebesar Rp9.674.159.011,34
atas nama BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan rincian sebagai berikut:

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

68



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

53115

Tabel 5.3.5
Kas BLUD RSUD Mas Amsyar
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Naik / (T
Uraian 31-Des-21 31 Desember 2020 aik / (Turun)
% (Rp)

Rek. 9.674.159.011,34 4.827.822.884,31 |100,38| 4.846.336.127,03
1050102001488
Kas Bendahara 15.859.007,00 8.345.193,00 | 90,04 7.513.814,00
Penerimaan

Jum lah 9.690.018.018,34 4.836.168.077,31 |100.37| 4.853.849.941.03

dapat dilihat padatabel di atasterdapat peningkatan saldo Kas BLUD RSUD Mas Amsyar
sebesar Rp4.853.849.941,03 jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.
31 Desember 2021

Kasdi BendaharaBOS

31 Desember 2020

1.777.925.045,72

1.916.836.691,18

Saldo akhir kas di bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rpl.777.925.045,72 di
awal tahun 2021 dilakukan terdapat koreksi Kas di Bendahara BOS dan reklasifikasi Kas di
bendahara BOP PAUD ke Kaslainnya per 1 Januari 2021 adal ah sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Koreksi dan Reklasifikasi Kas BOS
Per 1 Januari 2021

(dalam Rupiah)

Uraian Saldozgfzig TA. Koreksi Reklasifikasi |Saldo Awal TA. 2021
Dana BOS Afirmasi
- SDN 716.731.134,00 0,00 0,00 716.731.134,00
- SMPN 182.814.218,00 0,00 0,00 182.814.218,00
Dana BOS Kinerja
- SDN 191.618.742,00 0,00 0,00 191.618.742,00
- SMPN 508.068,00 0,00 0,00 508.068,00
Dana BOS Reguler 0,00
- SDN 458.015.824,97 8.387.259,72 466.403.084,69
- SMPN 365.959.822,01| (5.699.931,71) 0,00 360.259.890,30
BOSDA
Bansos Pendidikan 38.882,20 0,00 0,00 38.882,20
BOP PAUD 1.150.000,00 0,00 (1.150.000,00) 0,00
Jumlah 1.916.836.691,18 2.687.328,01 (1.150.000,00) 1.918.374.019,19
Tabel 5.3.7
Kas BOS
Per 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)
Uraian Saldog‘g’fl Kas Pendapatan 2021 Belanja 2021 Saldo Akhir 2021 | Kenaikan/Penurunan
Dana BOS Afirmasi
- SDN 716.731.134,00 2.360.017.012,00 2.769.046.068,00 307.702.078,00 (409.029.056,00)
- SMPN 182.814.218,00 760.000.000,00 940.500.268,00 2.313.950,00 (180.500.268,00)
Dana BOS Kinerja
- SDN 191.618.742,00 180.000.000,00 371.099.313,00 519.429,00 (191.099.313,00)
- SMPN 508.068,00 60.000.000,00 60.000.000,00 508.068,00 0,00
Dana BOS Reguler
- SDN 466.403.084,69 | 18.765.679.068,00 | 18.360.673.651,03 871.408.501,66 405.005.416,97
- SMPN 360.259.890,30 9.727.198.794,00 9.492.024.547,44 595.434.136,86 235.174.246,56
BOSDA
Bansos Pendidikan 38.882,20 0,00 0,00 38.882,20 0,00
BOP PAUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 1.918.374.019,19 | 31.852.894.874,00 | 31.993.343.847,47 | 1.777.925.045,72 (140.448.973,47)
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Saldo diatas tidak termasuk saldo per 31 Desember 2021 atas rekening-rekening yang ada

di sekolah-sekolah penyelenggara kegiatan Diknas sebesar Rpl.073.256,40 karena sampai

dengan tanggal pel aporan rekening tersebut belum merupakan bagian dari rekening Pemerintah

daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya akan dilakukan

penelaahan |ebih lanjut atas rekening tersebut apakah akan ditetapkan menjadi rekening daerah
atau ditutup dan saldonya disetorkan ke kas daerah.

31 Desember 2021

901.338.247,98

31 Desember 2020
2.642.958.504,46

53.1.1.6 Kasdi Bendahara FKTP

Saldo kas di bendahara FKTP yang merupakan Dana Kapitas Jaminan Kesehatan
Nasiona per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp901.338.247,98 mengalami penurunanh
sebesar Rp1.741.620.256,48 bila dibandingkan tahun sebelumnya Rp2.642.958.504,46.

31 Desember 2021 31 Desember 2020

53.1.1.7 KasLainnya 12.200.000,00 0,00

Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Katingan per 1 Januari tahun 2021 Kas Saldo Awal
Kas Lainnya di lakukan reklasifikasi dari Kas Dana BOS sebesar Rpl.150.000,00 yang
merupakan saldo di bendahara BOP PAUD, saldo per 31 Desember 2021 di bendahara BOP

PAUD sebesar Rp12.200.000,00.
31 Desember 2021 31 Desember 2020
5.3.1.1.8 SetaraKas 0,00 0,00

Saldo setarakas per 31 Desember 2021 adal ah nihil, samadengan sal do tahun sebel umnya.
Investas Jangka 31 Desember 2021 31 Desember 2020

53119

Pendek 0,00 0,00
Saldo investas jangka pendek per 31 Desember 2021 adalah nihil, sama dengan saldo
tahun sebelumnya.

31 Desember 2021 31 Desember 2020
6.868.340.544,00 6.286.506.333,00
Piutang Pajak Daerah adalah tagihan pagjak daerah yang menjadi hak pemerintah daerah,
dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.10 Piutang Pajak Daerah

Tabel 5.3.8
Piutang Pendapatan Pajak Daerah
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)
Pengurangan
Uraian Saldo Awal Penambahan Piutang g 9 Saldo Akhir
Piutang
Piutang Pajak Hotel 9.085.000,00 0,00 0,00 9.085.000,00
Piutang Pajak Restoran 100.968.849,00 0,00 0,00 100.968.849,00
Piutang Pajak Hiburan 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00
Piutang Pajak reklame 6.809.073,00 0,00 0,00 6.809.073,00
Plutang Pajak 653.439.538,00 698.620.374,00 653.439.538,00|  698.620.374,00
Penerangan Jalan
Piutang PBB-P2 5.508.953.873,00 603.730.693,00 67.077.318,00 6.045.607.248,00
Piutang BPHTB 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
Jumlah 6.286.506.333,00 1.302.351.067,00 720.516.856,00 6.868.340.544,00
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Piutang Retribus 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Daerah 80.946.901,00 48.997.336,00

531111

Piutang Retribus Daerah adalah tagihan retribus daerah yang menjadi hak pemerintah
daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.9
Piutang Pendapatan Retribusi Daerah
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Penambahan | Pengurangan
Piutang Piutang
Piutang Retribusi Parkir 11.117.000,00 - 11.117.000,00 -

Uraian Saldo Awal Saldo Akhir

Piutang Retribusi Pelayanan

. 31.732.000,00 7.625.000,00 7.900.000,00| 31.457.000,00
Pasar Grosir

Piutang Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah 6.148.336,00| 44.049.900,00 708.335,00| 49.489.901,00
Jumlah 48.997.336,00 51.674.900,00 19.725.335,00 80.946.901,00
Piutang Hasll 31 Desember 2021 31 Desember 2020
531112 Pengelolaan K ekayaan 0,00 0,00
Daerah yang
Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember
2021 adalah nihil, sama dengan saldo tahun sebelumnya.

Piutang Lain-Lain 31 Desember 2021 31 Desember 2020
PAD yang Sah 715.598.671,58 939.419.715,00

53.1.1.13

Selanjutnya Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri atas pengakuan piutang bunga atas
penempatan deposito tahun 2021 di BRI, pengakuan piutang pada RSUD Mas Amsyar kepada
pihak lain di luar pemerintah daerah dan sudah terverifikas nilainya, serta Piutang Lain-Lain
PAD Yang Sah Lainnya berupa pencatatan piutang kepada PT. AVIASTAR sgak tahun 2014
(berdasarkan surat Dirut AVIASTAR No. 102REV/ASM/DZ/111/2014) yang masih belum
dapat terkonfirmasi karena saat ini PT. AVIASTAR sudah tidak beroperasi lagi.

Tabel 5.3.10
Koreksi Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah
1 Januari 2021
(dalam rupiah)

Uraian Saldo Awal Koreksi Saldo Akhir
Piutang BLUD 881.769.003,00] 9.145.346.700,00| 10.027.115.703,00
Piutang Lain-lain PAD Y ang Sah 53.150.712,00 0,00 53.150.712,00
Jumlah 934.919.715,00] 9.145.346.700,00| 10.080.266.415,00
Tabel 5.3.11

Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Piutang Piutang
Piutang Bunga Deposito - 81.224.925,58 - 81.224.925,58
Piutang BLUD 10.027.115.703,00 581.223.034,00 10.027.115.703,00 581.223.034,00
Piutang Lain-lain PAD Y ang 53.150.712,00 - 0,00 53.150.712,00
Sah
Jumlah 10.080.266.415,00 662.447.959,58 10.027.115.703,00 715.598.671,58
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31 Desember 2021
0,00

31 Desember 2020
0,00

Piutang Transfer

531114 o erintah Pusat

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 adalah nihil, ssmadengan
saldo tahun sebelumnya.

31 Desember 2021
15.536.406.135,65

31 Desember 2020
14.128.261.245,30

Piutang Transfer
Antar Daerah

53.1.1.15

Piutang Transfer Antar Daerah mencatat pengakuan Piutang dari Kurang Salur Bagi Hasll
Dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor
188.44/75/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Alokasi Definitif Pgjak Rokok Kepada
Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dan DanaBagi Hasil Pajak Rokok K epada Pemerintah
Kabupaten Kota Se-Kalimantan Tengah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 dan Surat
Keputusan Gubernur Nomor 188.44/115/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Alokasi Definitif
Bagi Hasil Pgjak Daerah Tahap Il Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Tahun
Anggaran 2021 Yang Akan Disalurkan Pada Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai
berikut :

Tabel 5.3.12
Piutang Transfer Antar Daerah
(Bagi Hasil Pajak Provinsi)
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian Saldo Awal Pengurangan Penambahan saldo Akhir
Piutang Piutang
Pajak Rokok 1.474.610.460,00| 1.474.610.469,00] 1.423.143.330,00] 1.423.143.330,00
FB’aef‘:Dfs:‘daraa” 2.983.137.299,08| 2.983.137.299,08| 2.463.684.367,61| 2.463.684.367,61

Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

2.656.561.883,44

2.656.561.883,44

3.043.372.941,08

3.043.372.941,08

Pajak Bahan Bakar

7.006.896.158,78

7.006.896.158,78

8.592.901.920,36

8.592.901.920,36

Kendaraan Bermotor

Pajak Pengambilan
dan Pemanfaatan
Air Permukaan

7.005.435,00 7.005.435,00 13.303.576,60 13.303.576,60

Jumlah 14.128.211.245,30| 14.128.211.245,30] 15.536.406.135,65| 15.536.406.135,65
531116 Piutang 31 Desember 2021 31 Desember 2020
R Lainnya 378.119.651,00 385.119.651,00

Piutang lainnya merupakan bagian lancar dari piutang Tuntutan Ganti Kerugian terhadap
Bendahara dan Non Bandahara yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan per
31 Desember 2021, yang diharapkan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran (tahun
anggaran berikutnya) dan telah ditetapkan SKTJM. Rincian Piutang Lainnya adalah sebagai

berikut:
Tabel 5.3.13
Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian

Saldo Piutang
2021

Saldo Piutang
2020

Naik/(Turun)

Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Kerugian Terhadap
bendahara

129.118.851,00

129.118.851,00

0,00

Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Kerugian Terhadap
Non bendahara

249.000.800,00

256.000.800,00

(7.000.000,00)

Jumlah

378.119.651,00

385.119.651,00

(7.000.000,00)
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Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara tidak mengalami perubahan
dibandingkan tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Bagian Lancar TGR terhadap Bendahara
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Pengurangan | Penambahan

Uraian Saldo Awal - N Saldo Akhir
Piutang Piutang
SY 129.118.851,00 0,00 0,00| 129.118.851,00
RU 0,00 0,00 0,00 0,00
Jum lah 129.118.851,00 0,00 0,00| 129.118.851,00

Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Non Bendahara mengalami penurunan
sebesar Rp7.000.000,00 jika dibandingkan dengan saldo Piutang atas Tuntutan Ganti Rugi
terhadap Non Bendahara tahun sebelumnya, akibat adanya pengurangan piutang melalui

angsuran, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.3.15
Bagian Lancar TGR terhadap Non Bendahara
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Uraian Saldo Awal Pengurangan Pen{:lm bahan Saldo Akhir
Piutang Piutang
IKL-M3 237.000.000,00 0,00 0,00| 237.000.000,00
KG 800,00 0,00 0,00 800,00
DD 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00
JL 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
Jumlah 256.000.800,00 7.000.000,00 0,00] 249.000.800,00
531117 Penyisihan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
D Piutang (3.601.015.630,40) (3.095.084.006,24)

Berdasarkan kebijakan akuntans Pemerintah Kabupaten Katingan
Nomor 08 tentang piutang, penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan
tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain, adapun penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2021 adal ah sebagai berikut:

Tabel 5.3.16
Penyisihan Piutang
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

. 31 Desember 31 Desember .
Naik)/T

Uraian 2021 2020 (Naik)/Turun
:g('s'ha” Piutang (3.534.246.104,00)| (3.087.750.969,56)| (446.495.134,44)
Penyisihan Piutang (10.306.574,60) (6.425.536,68) (3.881.037,92)
Retribusi
Penyisihan Piutang
Lain-lain PAD yang (56.462.951,80) (907.500,00)| (55.555.451,80)
Sah

Jum lah (3.601.015.630,40)] (3.095.084.006,24)| (505.931.624,16)
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Tabel 5.3.17
Penyisihan Piutang Bedasarkan Kualifikasi
31 Desember 2021

dalam Rupiah
Uraian Lancar (0,5%) | Kurang Lancar (10%)| Diragukan (50%) |  Macet (100%) Total
Penyisihan Piutang Pajak 6.490.686,20 138.260.435,80 | 798.103.965,00 | 2.591.391.017,00 | 3.534.246.104,00
Penyisihan Piutang Reribusi 258.374,60 1.583.200,00 4.975.000,00 3.490.000,00 10.306.574,60
Penyisihan Piutang Lain-Lain
PAD - - - 56.462.951,80 56.462.951,80
Jumlah 6.749.060,80 139.843.635,80 | 803.078.965,00 | 2.651.343.968,80 | 3.601.015.630,40
531118 Beban Di Bayar Di 31 Desember 2021 31 Desember 2020

Muka 0,00 0,00

Beban Dibayar Dimuka merupakan beban yang belum menjadi kewajiban pemerintah
daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan tapi telah dibayar oleh pemerintah
daerah terlebih dahulu, sehingga jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban
pemerintah daerah untuk periode yang bersangkutan dan kategorikan masuk kedalam pos Aset
Lancar. Beban Dibayar Dimuka yang disgjikan dalam laporan Neraca Pemerintah Kabupaten

Katingan TA 2021 adalah sebesar Nihil.

: 31 Desember 2021 31 Desember 2020
531119  Persediaan 16.888.331.683,22 17.227.655.354,91
Saldo persediaan sebesar Rp 13.777.067.394,66merupakan saldo persediaan 31 Desember
2021 berdasarkan hasil stok opname atau hasil inventarisas fisk dengan menggunakan nilai
perolehan terakhir.
Persediaan per 31 Desember 2021 pada masing-masing PD dapat dilihat padatabel sebagai
berikut :

Tabel 5.3.18
Persediaan
Per 31 Desember 2021

Saldo Saldo

Keterangan Naik / (Turun)

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Dinas Kesehatan 9.361.038.863,71 10.145.043.296,14 | (1.434.281.220,99)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 49.872.900,00 30.160.820,00 19.834.080,00
Obat-obatan 9.311.165.963,71 10.086.330.076,14 | (1.425.562.900,99)
Bahan Makanan Pokok 0,00 26.052.400,00 (26.052.400,00)
Bahan Bakar Minyak 0,00 2.500.000,00 (2.500.000,00)
BLUD RSUD Mas Amsyar 2.789.371.517,81 4.252.376.768,77 | (1.463.005.250,96)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 1.845.000,00

Obat-obatan

2.787.526.517,81

4.252.376.768,77

(1.464.850.250,96)

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

0,00

103.900.000,00

(103.900.000,00)
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Keterangan

Saldo
31 Desember 2021

Saldo
31 Desember 2020

Naik / (Turun)

Bahan Bakar Minyak

0,00

103.900.000,00

(103.900.000,00)

Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

2.478.457.500,00

17.470.000,00

2.460.987.500,00

Persediaan Untuk dijual / diserahkan

kepada masyarakat 2.478.457.500,00 0,00 2.478.457.500,00
Bahan Bakar Minyak 0,00 17.470.000,00 (17.470.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 95.000,00 (95.000,00)
Bahan Bakar Minyak 0,00 95.000,00 (95.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 10.350.000,00 (10.350.000,00)

Bahan Bakar Minyak

10.350.000,00

(10.350.000,00)

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

841.542.250,00

1.515.236.390,00

(673.694.140,00)

Persediaan Untuk dijual / diserahkan
kepada masyarakat

841.542.250,00

1.505.876.390,00

(664.334.140,00)

Bahan Bakar Minyak 0,00 9.360.000,00 (9.360.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup 195.637.500,00 196.257.500,00 (620.000,00)
Persediaan Untuk dijual / diserahkan 195.637.500,00 195.637.500,00 0.00

kepada masyarakat

Bahan Bakar Minyak 0,00 620.000,00 (620.000,00)
Bg\se;s Pemberdayaan Masyarakat dan 0.00 2.000.000,00 (2.000.000,00)
Bahan Bakar Minyak 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00)
Dinas Koperasi, Usahg Kecil _Menengah, 184.398.200,00 0.00 184.398.200,00
Perdagangan dan Perindustrian

Persediaan Untuk dijual / diserahkan 184.398.200,00 0.00 0.00
kepada masyarakat

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata 0,00 6.651.000,00 (6.651.000,00)
Bahan Bakar Minyak 0,00 6.651.000,00 (6.651.000,00)

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

728.604.653,00

606.614.370,00

121.990.283,00

Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 64.898.363,00 70.510.970,00 (5.612.607,00)
Persediaan Untuk dijual / diserahkan

kepada masyarakat 551.324.800,00 529.903.400,00 21.421.400,00
J.F;Z;Sed'aa” untuk Tujuan Strategi/Berjaga- 112.381.490,00 5.000.000,00 107.381.490,00
Bahan Bakar Minyak 0,00 1.200.000,00 (2.200.000,00)
Sekretariat Daerah 237.313.198,70 273.299.826,00 (35.986.627,30)
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 237.313.198,70 245.636.202,00 (8.323.003,30)
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Saldo Saldo .
Keterangan 31 Desember 2021 | 31 Desember 2020 Naik / (Turun)

Persediaan Untuk dijual / diserahkan 0.00 27.663.624,00 (27.663.624,00)
kepada masyarakat
Sekretariat DPRD 0,00 3.330.000,00 (3.330.000,00)
Bahan Bakar Minyak 0,00 3.330.000,00 (3.330.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 4.764.000,00 16.382.204,00 (11.618.204,00)
Terpadu Satu Pintu
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 4.764.000,00 16.382.204,00 (11.618.204,00)
Kecamatan Katingan Hilir 0,00 430.000,00 (430.000,00)
Bahan Bakar Minyak 0,00 430.000,00 (430.000,00)
Badar_l _Perencanaan Pembangunan, 0.00 4.260.000,00 (4.260.000,00)
Penelitian dan Pengembangan
Bahan Bakar Minyak 0,00 4.260.000,00 (4.260.000,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset 67.204.000,00 68.964.000,00 (1.760.000,00)
Daerah
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 67.204.000,00 68.964.000,00 (1.760.000,00)
Bada_n Kepegawaian, Pendidikan dan 0.00 4.995.000,00 (4.995.000,00)
Pelatihan
Bahan Bakar Minyak 0,00 4.995.000,00 (4.995.000,00)

Jumlah 16.888.331.683,22 17.227.655.354,91 (339.323.671,69)

5312

Investas Jangka Panjang

31 Desember 2021

31 Desember 2020

67.059.917.939,27

56.635.837.791,19

Investass Jangka Panjang sebesar Rp67.059.917.939,27 terdiri dari investas non
permanen sebesar Rp402.109.620,00 dan investasi permanen sebesar Rp66.657.808.319,27

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.19

Investasi Jangka Panjang
31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian

Saldo

Saldo

Naik / (Turun)

31 Desember 2021

31 Desember 2020

%

(Rp)

Investasi Non Permanen

402.109.620,00

402.109.620,00

- 0,00

Investasi Permanen

66.657.808.319,27

56.233.728.171,19

18,54

10.424.080.148,08

Jumlah

67.059.917.939,27

56.635.837.791,19

18,41

10.424.080.148,08

53121

Permanen

Investas Jangka Panjang Non

31 Desember 2021

31 Desember 2020

402.109.620,00

402.109.620,00

Saldo Investass Non Permanen sebesar Rp402.109.620,00 tidak mengalami perubahan
dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut :
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Tabel 5.3.20
Investasi Non Permanen
Per 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

No Tahun Nama Badan / Dasar Bentuk | Jumlah Modal |Penyer-| Hasil | Jumlah Modal
Penyertaan Lembaga/ Hukum Penyer-| Yang Telah taan |Penyer-| Yang Telah
Modal Pihak Ketiga | Penyertaan | taan Disertakan Modal taan Disertakan
Modal |Sampai Dengan| Tahun | Modal [Sampai Dengan
(Investa| Awal Tahun 2019 | (Inves- | Akhir Tahun
Si) tasi) 2019
Daerah Daerah
Tahun
Ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7
1 2006 KSU LEPP-M3, MoU -
Kelompok
Nelayan &
Pembudidayaan
Ikan 402.109.620,00 0,00 0,00{ 402.109.620,00
JUMLAH 402.109.620,00 0,00 0,00{ 402.109.620,00

Pada laporan keuangan tahun 2020 pada Catatan atas L aporan Keuangan telah di jelaskan
bahwa potens tidak tertagih atas penyertaan modal kelompok pembudidaya ikan dan nelayan
adalah sangat tinggi sehingga dipertimbangkan untuk dilakukan lelang jaminan atas sebuah
bidang tanah (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dengan Berita Acara Pengukuran Tanah
Nomor 593.1/031/BAPT-KPHu-I/PEM, dan melalui Surat Tugas Ketua Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi K abupaten K atingan pada Tahun 2018 telah
dilakukan survey terhadap bidang tanah yang menjadi jaminan tersebut dan atas hasil survey
tersebut diperoleh informasi bahwa jaminan berupa bidang tanah tersebut siap untuk diproses
lelang. Saat ini masih dikonsultasikan kepada KPKNL terkait proses lelang yang akan
dilakukan.

Investas Jangka Panjang 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Permanen 66.657.818.319,27 56.233.728.171,19

53122

Investas Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Katingan
berupa penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Kaimantan Tengah Tahun 2014-2018 Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014
Nomor 44, penyertaaan modal pada PT. Katingan Mandiri Persada berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Katingan Pada Perseroan Terbatas Katingan Mandiri Persada Tahun 2014-2018
Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 18 dan penyertaan modal pada PT.
Jaminan Kredit Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun
2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Pada Perseroan
Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2014 Nomor 45.

Memperhatikan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2020 dan PT. KMP Tahun 2020,
dilakukan koreksi atas saldo penyertaan modal pemerintah daerah sebagai berikut:
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Tabel 5.3.21
Koreksi Saldo Awal Penyertaan Modal Pemda

(dalam rupiah)

Uraian Saldo 2020 Koreksi Saldo Awal 2021
PDAM 3.525.797.589,00 (3.207.681.010,00) 318.116.579,00
PT. KMP 4.804.567.865,00 (1.726.661.324,16) 3.077.906.540,84

Memperhatikan Laporan Keuangan PT. Katingan Mandiri Persada (PT. KMP) tahun 2021
(audited) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun 2021 (unaudited) maka komposisi
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah sebagai

berikut:
Tabel 5.3.22
Investasi Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)
31 Desember 2021
(dalam rupiah)
Hasil
Jumlah Modal Jumlah Modal
Dasar Yang Telah Penambahan Akumulasi Penyertaan (Investasi) Yang
Nama Badan R . Laba/Rugi Modal !
Hukum Disertakan Penyertaan Modal Kerugian s/d X . Disertakan
Usaha R . Tahun berjalan (Investasi) R
Penyertaan | Sampai Dengan Tahun Berjalan Tahun Lalu Sampai Dengan
Daerah Tahun :
Awal Tahun Ini Tahun Ini
1 2 3 4 5 6 7 8
Perda No. 13
Tahun 2006,
PT. Bank
Perda No. 7
Pembangunan 46.215.000.000,00 | 14.878.000.000,00 0,00 0,00 0,00 61.093.000.000,00
Kalt Tahun 2011 &
ateng Perda No. 6
Tahun 2014
P;rusa:?n Perda No. 17
acra A rahun 2004 &
Minum Perda No. 10 14.061.448.703,74 0,00 (13.733.332.125,00) | 883.096.246,00 | (10.000.000,00) | 1.201.212.824,74
(PPAM) Tahun 2008
Katingan
Perda No. 23
PD. Katingan | Tahun 2004 &
. 11.950.000.000,00 0,00 (11.261.637.282,81) 0,00 0,00 688.362.717,19
Jaya Mandiri | Perda No. 9
Tahun 2008
PT. .Jamlnan perda No. 7
Kredit Daerah 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00
; Tahun 2014
(Jamkrida)
PT. Katingan
Mandir Perda No. 8 7.000.000.000,00 0,00 3.922.093.459, 16, 402.673.763,50 0,00 2.675.232.777,34
Persada (PT. | Tahun2014 | 7 ' (3.922.093.459,16) |(402.673.763,50) \ .675.232.777,
KMP)
80.226.448.703,74 | 14.878.000.000,00 | (28.917.062.866,97) | 480.422.482,50 | (10.000.000,00) | 66.657.808.319,27

e
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Pada tahun 2021 dilakukan tambahan penyetoran modal kepada PT Bank pembangunan
Kaimantan Tengah sebesar Rp14.878.000.000,00.

31 Desember 2021 31 Desember 2020
2.480.832.435.188,13 2.698.177.064.680,92

5313 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adal ah sebesar
Rp2.480.832.435.188,13 mengalami penurunan sebesar Rp217.344.629.492,13 dibandingkan

dengan saldo tahun sebelumnya.
Tabel 5.3.23
Aset Tetap
Per 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)
SALDO PER 31 SALDO PER 31
NO URAIAN DESEMBER 2021 DESEMBER 2020 NAIKI (TURUN)

1 [TANAH 665.453.853.839,50 653.448.682.311,50f 12.005.171.528,00
2 |PERALATAN DAN MESIN 467.873.890.034,84 421.585.927.851,12|  46.287.962.183,72
3 |GEDUNG DAN BANGUNAN 962.943.261.132,59 898.486.567.040,45( 64.456.694.092,14
4 |JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2.510.420.187.268,74] 2.408.266.685.613,04] 102.153.501.655,70
5 |ASET TETAP LAINNYA 192.670.648.089,15 190.825.463.634,15 1.845.184.455,00
6 |KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 20.768.301.593,21 17.231.064.304,11 3.537.237.289,10
JUMLAH NILAI PEROLEHAN 4.820.130.141.958,03] 4.589.844.390.754,37| 230.285.751.203,66
7 |AKUMULASI PENYUSUTAN (2.339.297.706.769,90)| (1.891.667.326.074,11)| (447.630.380.695,79)
JUMLAH ASET TETAP 2.480.832.435.188,13| 2.698.177.064.680,26| (217.344.629.492,13)

Aset Tetap dalam nila perolehan sampa dengan tahun 2021 sebesar
Rp4.820.130.141.958,03 dibandingkan Aset Tetap sampai dengan tahun 2020 sebesar
Rp4.589.844.390.754,37 mengalami kenaikan sebesar Rp230.285.751.203,66, jika kenaikan
tersebut dibandingkan dengan redlisasi belanjamodal TA 2021 sebesar Rp218.416.756.625,36
terdapat perbedaan nilai (Rp11.868.994.578,30)yang dipengaruhi oleh:

1) BELANJA MODAL TA 2021 218.416.756.625,36
PENAMBAHAN ASET TETAP TA.2021 230.285.751.203.66
Perbedaan Belanja M odal dan Penambahan Aset Tetap (11.868.994.578,30)

2) Penambahan Koreksi Aset Tetap 178.426.800,00

Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 4.687.303.563,58
Belanja BOS SMP dan SD 7.740.114.266,00
Belanja Tak Terduga Covid-19 786.000.000,00
Penambahan Hibah 24.911.597.482,00
Barang Persediaan Y ang Menjadi Aset tetap 52.064.320,00
Jumlah Penambahan 38.355.506.431,58
3) Pengurangan Penghapusan Aset Tetap 524.350.000,00
Barang Extracomtable Atas Belanja Modal TA.2020 840.702.948,00
Aset Tetap Reklas ke Aset Lain-lain 3.916.965.695,28
Belanja Modal yang Menjadi Aset Tak Berwujud 741.776.600,00
Belanja Modal Y ang menjadi Beban Barang 113.608.785,00
Aset Tetap Y ang di Hibahkan 20.349.107.825.00
Jumlah Pengurangan 26.486.511.853.28
Jumlah (1+2-3) (0,00)

e —
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Tanah

31 Desember 2021

31 Desember 2020

665.453.853.839,50

653.448.682.311,50

Saldo Aset Tetap Tanah pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah

sebesar Rp665.453.853.839,50 mengalami
dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

kenaikan sebesar Rp12.005.171.528,00

Tabel 5.3.24
Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

NO

URAIAN

SALDO PER 31
DESEMBER 2020

MUTASI PERUBAHAN SELAMA
TAHUN 2020

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

SALDO PER 31
DESEMBER 2021

NAIK/ (TURUN)

TANAH

653.448.682.311,50

21.303.330.585,00

9.298.159.057,00

665.453.853.839,50

12.005.171.528,00

JUMLAH NILAI

PEROLEHAN

653.448.682.311,50

21.303.330.585,00

9.298.159.057,00

665.453.853.839,50

12.005.171.528,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah dijelaskan sebagai berikut:

Tanah

Saldo Awal
Koreksi Saldo Awal

653.448.682.311,50
178.426.800,00

Saldo Awal setelah koreksi
Penambahan - Aset Hibah
- Mutasi Masuk Antar SOPD

11.875.244.728,00
9.249.659.057,00

653.627.109.111,50

Jumlah Penambahan
Pengurangan- Aset Tetap Yang di Hibahkan
Jumlah Pengur Mutasi Keluar Antar SOPD

48.500.000,00
9.249.659.057,00

21.124.903.785,00

9.298.159.057,00

Saldo Akhir

665.453.853.839,50
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Tabel 5.3.25
Aset Tetap Tanah berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)
No Perangkat Daerah 2021 2020 naik/(turun)
1 |Dinas Pendidikan 27.972.708169,00(  27.732.708.169,00  240.000.000,00
2 |Dinas Kesehatan 367862021300]  3.64362021300]  35000.000,00
3 |BLUDRSUD Mas Arsyar 1016151100000 955125600000  610.255.000,00
4 |Dinas Pekerjaan Urum, Penataan Ruang dan Perhubungan | 159479.993030,50]  147.644.869.302,50 11.835.123.728,00
5  [Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan Pertanahan 4.490.006.970,00]  3.439.686.900,00] 1.050.410.070,00
6  [Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 680.000.000,00 680.000.000,00 0,00
7| atuan Pols Pamong Praja 898.386.00000]  898.386.000,00 0,00
8  [Badan Penanggulangan Bencana Daerah 129.564.000,00 129.564.000,00 0,00
9 |Dinas Sosial 3545000.00000]  3.545.000.000,00 0,00
10 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kera 1.020000000,00]  1.020.000.000,00 0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
1 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12 |Dinas Lingkungan Hidup 5.276.681.075,00 430.000.000,00( 4.846.681.075,00
13 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 680.000.000,00 680.000.000,00 0,00
14 |Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 344.300.000,00 344.300.000,00 0,00
5 Dings Kopgrasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan 2.864.428.310,00 2.864.428.310,00 0,00
Perindustrian
16 |Dinas Kebudayaan, Pariw isata, Pemuda dan Olahraga 866.068.500,00 593.568.000,00]  272.500.500,00
17 |Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 3.655.322.160,00 3.647.685.360,00 7.636.800,00
18 |Sekvetarial Dagrah 432.091.158.600,00]  441.191.466.657,00] (9.100.308.057,00)
19 |Seketarial DPRD 83.160.000,00 83.160.000,00 0,00
20 |Kecamatan Katingan Kuala 784.110.400,00 784.110.400,00 0,00
21 |Kecamatan Kamipang 86.500.000,00 86.500.000,00 0,00
22 |Kecamatan Task Payawan 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00
23 |Kecamatan Katingan Hir 42128800000 421.288.000,00 0,00
24 |Kecamatan Tewang Sangalang Garing 121087400000  1210874.000,00 0,00
25 |Kecamatan Pulay Malan 303.72000000]  303.720.000,00 0,00
26 |Kecamatan Katingan Tengah 135.814.000,00 135.814.000,00 0,00
27 |Kecamatan Sanaman Manikei 32929900000  329.299.000,00 0,00
28 |Kecamatan Veriki 148.996.000,00 148.996.000,00 0,00
29 |atingan hulu 119.146.000,00 119.146.000,00 0,00
30 |Kecamaian Vendawai 51097500000 510.975.000,00 0,00
31 |Kecamatan Buki Raya 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00
2 |Kecamatan Petak Malai 24.613.000,00 24.613.000,00 0,00
33| Inspektorat Daerah 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00
2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 510.048.000,00 510.048.000,00 0,00
Pengembangan
35 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.460.000.000,00 340.000.000,00{ 1.120.000.000,00
36 [Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 0,00 48.500.000,00f  (48.500.000,00)
37 |Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan 1.136.372.412,00 0,00) 1.136.372.412,00
Jumlah 665.453.853.839,50 | 653.448.682.311,50 | 12.005.171.528,00
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Peralatan dan Mesin

31 Desember 2021

31 Desember 2020

467.873.890.034,84

Saldo Aset Tetap Perdatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp467.873.890.034,84 mengalami peningkatan sebesar
Rp46.287.962.183,72 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.26

Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2021

421.585.927.851,12
pemerintah  Kabupaten Katingan

(dalam Rupiah)

SALDO PER 31 MUTASI PERUBAHAN TAHUN 2020 SALDO PER 31
NO URAIAN DESEMBER 2020 DESEMBER 2021 NAIK/ (TURUN)
PENAMBAHAN PENGURANGAN

1 ;?EZ?I\I“ATAN DAN 421.585.927.851,12 66.692.886.200,00( 20.404.924.016,28| 467.873.890.034,84| 46.287.962.183,72

JUMLAH NILAI

PEROLEHAN 421.585.927.851,12 66.692.886.200,00( 20.404.924.016,28| 467.873.890.034,84| 46.287.962.183,72

Adapun ringkasan mutasi aset tetap peralatan dan mesin dapat disgjikan dalam tabel

sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin

Saldo Awal
Koreksi Saldo Awal

421.585.927.851,12

Saldo Awal setelah koreksi
Penambahan

Belanja Modal

Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Menjadi Aset Peralatan dan Mesin

Reklasifikasi Belanja Modala Jalan, Jaringan dan
Irigasi Menjadi Aset Peralatan dan Mesin
Reklasifikasi Belanja Aset Tetap Lainnya Menjadi
Aset Peralatan dan Mesin

Reklas Antar KIB

Belannja Barang dan Jasa

Belanja Barang Jasa BOS

Belanja Tak Terduga Satgas Cowid-19

Hibah

Mutasi Masuk Antar SKPD

Barang Persediaan yang menjadi Aset Tetap

42.371.889.964,60

330.848.800,00

129.745.000,00

19.525.000,00
1.712.137.500,00
131.759.246,40
5.811.621.081,00
786.000.000,00
3.665.905.300,00
12.436.081.588,00
52.064.320,00

421.585.927.851,12

Jumlah Penambahan

Pengurangan

Penghapusan Aset Tetap

Hibah

Barang Extracomtable Atas Belanja Modal TA.2021
Mutasi Keluar Antar SOPD

Reklas Ke Aset Lain-lain

Belanja Modal Yang menjadi Beban Barang
Reklasifikasi Belnja Modal Peralatan Mesin Menjadi
Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi

Reklasifikasi Belnja Modal Peralatan Mesin Menjadi
Aset Tak Berwujud

524.350.000,00
2.573.215.000,00
840.702.948,00
12.436.081.588,00
3.916.965.695,28
113.608.785,00
495.940.000,00

258.751.600,00

67.447.577.800,00

Jumlah Pengurangan
Saldo Akhir

21.159.615.616,28
467.873.890.034,84
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Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.27

Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PD

Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah

2021

2020

naik/(turun)

Dinas Pendidikan

67.791.124.559,05

565.642.943.078,05

12.148.181.481,00

Dinas Kesehatan

71.453.641.164,07

57.911.258.496,87

13.542.382.667,20

BLUD RSUD Mas Amsyar

64.400.688.166,22

54756050357

9.644.637.809,00

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan

32.912.355.161,00

27.569.586.986,00

5.342.768.175,00

Dinas Perumahan, Kaw asan
Permukiman dan Pertanahan

7.334.792.755,57

6.679.834.755,57

654.958.000,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.683.966.211,92

2.969.888.549,59

(285.922.337,67)

Satuan Polisi Pamong Praja

13.619.057.965,15

12.474.012.965,15

1.145.045.000,00

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

16.499.818.863,00

16.218.803.636,00

281.015.227,00

Dinas Sosial

2.007.540.504,38

1.747.552.504,38

259.988.000,00

10

Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja

4.300.555.170,02

4.217.936.424,02

82.618.746,00

11

Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

6.545.511.946,00

5.906.119.046,00

639.392.900,00

12

Dinas Lingkungan Hidup

23.930.084.973,12

22.972.773.155,12

957.311.818,00

13

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

4.938.282.016,15

4.744.927.016,15

193.355.000,00

14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

3.325.950.016,68

3.264.750.016,68

61.200.000,00

15

Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik

6.348.027.845,00

6.221.824.845,00

126.203.000,00

16

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian

6.007.896.753,44

5.739.801.753,44

268.095.000,00

17

Dinas Kebudayaan, Pariw isata,
Pemuda dan Olahraga

5.180.394.259,30

5.029.036.259,30

151.358.000,00

18

Dinas Pertanian, Pangan dan
Perikanan

16.731.231.115,64

16.077.900.225,64

653.330.890,00

19

Sekretariat Daerah

41.359.258.073,68

40.462.964.441,68

896.293.632,00

20

Sekretariat DPRD

11.468.182.809,77

10.651.172.537,58

817.010.272,19

21

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.240.383.458,12

2.050.760.160,12

189.623.298,00

22

Kecamatan Katingan Kuala

1.293.566.000,01

984.446.000,01

309.120.000,00

23

Kecamatan Kamipang

1.722.345.900,00

1.428.719.000,00

293.626.900,00

24

Kecamatan Tasik Payaw an

813.173.400,00

723.947.000,00

89.226.400,00

25

Kecamatan Katingan Hilir

1.873.847.432,00

1.556.845.775,00

317.001.657,00

26

Kecamatan Tew ang Sangalang
Garing

946.033.732,00

988.796.900,00

(42.763.168,00)

27

Kecamatan Pulau Malan

873.774.066,66

710.799.066,66

162.975.000,00

28

Kecamatan Katingan Tengah

1.421.739.400,00

1.338.339.400,00

83.400.000,00

29

Kecamatan Sanaman Mantikei

852.389.150,00

773.093.250,00

79.295.900,00

30

Kecamatan Marikit

914.634.502,94

860.682.602,94

53.951.900,00

31

Kecamatan Katingan Hulu

1.196.719.900,00

1.113.995.000,00

82.724.900,00

32

Kecamatan Mendaw ai

893.750.900,00

762.059.350,00

131.691.550,00

33

Kecamatan Bukit Raya

1.119.871.900,00

641.010.000,00

478.861.900,00

34

Kecamatan Petak Malai

1.148.833.250,00

983.757.000,00

165.076.250,00

35

Inspektorat Daerah

3.053.124.703,44

2.925.031.703,44

128.093.000,00

36

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan

11.585.205.068,30

11.327.026.048,30

258.179.020,00

37

Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah

19.207.118.561,79

23.949.037.561,79

(4.741.919.000,00)

38

Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (PPKD)

1.117.440.299,98

1.135.420.299,98

(17.980.000,00)

39

Badan Kepegaw aian, Pendidikan
dan Pelatihan

6.761.578.080,44

6.073.024.683,44

688.553.397,00

Jumlah

467.873.890.034,84

421.585.927.851,12

46.287.962.183,72
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Gedung dan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Bangunan 962.943.261.132,59 898.486.567.040,45

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pemerintah Kabupaten Katingan per 31
Desember 2021 adalah sebesar Rp962.943.261.132,59 mengalami peningkatan sebesar
Rp64.456.694.092,14 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

5.3.133

Tabel 5.3.28
Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

SALDO PER 31 MUTASI PERUBAHAN TAHUN 2021 SALDO PER 31

No URAIAN DESEMBER 2020 DESEMBER 2021 NAIKS (TURUN)
PENAMBAHAN | PENGURANGAN
1 GEDUNG DAN 898.486.567.040,45] 69.937.629.792,14]  5.480.935.700,00] 962.943.261.132,59| 64.456.694.092,14
BANGUNAN
JUMLAH NILAI
PEROLEHAN 8908.486.567.040,45 69.937.629.792,14|  5.480.935.700,00] 962.943.261.132,59  64.456.694.092,14

Adapun ringkasan mutas aset tetap gedung dan bangunan dapat disagjikan dalam tabel
sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan

Saldo Awal 898.486.567.040,45
Koreksi Saldo Awal
Saldo Awal setelah koreksi 898.486.567.040,45
Penambahan Belanja Modal 59.853.368.408,95

Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 2.615.041.199,29

Belanja Barang Jasa BOS 299.124.330,00

Mutasi Masuk Antar SKPD 1.119.460.000,00

Hibah 9.075.879.948,00

Rekalas Antar KIB 34.730.300,00

Reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 560.350.000,00
Jumlah Penambahan 73.557.954.186,24
Pengurangan Mutasi Keluar Antar SOPD 1.119.460.000,00

Hibah 2.746.542.600,00

Rekalas Antar KIB 1.614.933.100,00

Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menjadi Aset Peralatan dan Mesin 330.848.800,00

Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Menjadi Kontruksi Dalam Pengerjaan 3.289.475.594,10
Jumlah Pengurangan 9.101.260.094,10
Saldo Akhir 962.943.261.132,59
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Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

Tabel 5.3.29
Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No Perangkat Daerah 2021 2020 naik/(turun)

1 |Dinas Pendidikan 294.884.226.981,20 | 285.524.462.109,35 | 9.359.764.871,85

2 |Dinas Kesehatan 110.922.363.278,78 | 76.831.401.432,78 | 34.090.961.846,00

3 |BLUD RSUD Mas Amsyar 17.709.493.050,00 | 16.593.967.050,00 | 1.115.526.000,00

4 |Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 43.784.270.660,00 | 35.782.060.160,00 | 8.002.210.500,00
dan Perhubungan

5 |Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman 75.795.483.004,29 | 69.119.172.100,00 | 6.676.310.904,29
dan Pertanahan

6 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.534.481.312,05 2.534.481.312,05 0,00

7 | Satuan Polisi Pamong Praja 5.336.072.861,97 5.336.072.861,97 0,00

8 810.107.500,00 810.107.500,00 0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9 |Dinas Sosial 7.457.394.094,00 7.457.394.094,00 0,00

10 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 9.166.785.200,00 9.016.985.200,00 149.800.000,00

11 |Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 7.994.270.200,00 7.121.000.200,00 873.270.000,00
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

12 |Dinas Lingkungan Hidup 19.188.127.400,81 | 16.824.036.100,81 | 2.364.091.300,00

13 2.429.419.630,00 2.304.809.630,00 124.610.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 2.862.765.000,00 5.460.052.600,00 | (2.597.287.600,00)
Desa

15 |Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian 6.762.385.620,00 6.762.385.620,00 0,00
dan Statistik

16 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 48.024.037.890,42 | 46.884.937.890,42 | 1.139.100.000,00
Perdagangan dan Perindustrian

17 |Dinas Kebudayaan, Pariw isata, Pemuda 47.552.154.219,18 | 46.578.294.219,18 973.860.000,00
dan Olahraga

18 |Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 47.577.310.635,18 | 46.420.239.213,18 | 1.157.071.422,00

19 |Sekretariat Daerah 101.126.084.736,90 | 101.148.303.088,90 (22.218.352,00)

20 |Sekretariat DPRD 25.781.627.461,00 | 25.500.292.961,00 281.334.500,00

21 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 3.448.337.338,60 3.249.244.338,60 199.093.000,00
Terpadu Satu Pintu

22 |Kecamatan Katingan Kuala 4.513.503.950,00 4.513.503.950,00 0,00

23 |Kecamatan Kamipang 2.764.849.900,00 2.435.960.900,00 328.889.000,00

24 |Kecamatan Tasik Payaw an 1.054.825.000,00 1.054.825.000,00 0,00

25 |Kecamatan Katingan Hilir 4.347.026.650,00 3.927.419.950,00 419.606.700,00

26 |Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 1.646.725.000,00 1.646.725.000,00 0,00

27 |Kecamatan Pulau Malan 855.760.979,00 855.760.979,00 0,00

28 |Kecamatan Katingan Tengah 1.251.395.500,00 1.251.395.500,00 0,00

29 |Kecamatan Sanaman Mantikei 986.690.900,00 986.690.900,00 0,00

30 |Kecamatan Marikit 722.098.200,00 722.098.200,00 0,00

31 |Kecamatan Katingan Hulu 875.110.400,00 875.110.400,00 0,00

32 |Kecamatan Mendaw ai 1.200.200.000,00 1.200.200.000,00 0,00

33 |Kecamatan Bukit Raya 922.676.200,00 922.676.200,00 0,00

34 |Kecamatan Petak Malai 3.526.250.011,00 3.436.300.011,00 89.950.000,00

35 |Inspektorat Daerah 6.649.443.400,00 6.649.443.400,00 0,00

36 |Badan Perencanaan Pembangunan, 13.485.226.690,00 | 13.485.226.690,00 0,00
Penelitian dan Pengembangan

37 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset 30.093.684.532,21 | 30.362.934.532,21 (269.250.000,00)
Daerah

38 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset 244.548.305,00 244.548.305,00 0,00
Daerah (PPKD)

39 |Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan 6.656.047.441,00 6.656.047.441,00 0,00
Pelatihan

Jumlah 962.943.261.132,59| 898.486.567.040,45| 64.456.694.092,14
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53.1.34

Jalan, Irigas dan
Jaringan

31 Desember 2021

31 Desember 2020

2.510.420.187.268,74

2.408.266.685.613,04

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigas pemerintah Kabupaten Katingan
per 31 Desember 2021 adal ah sebesar Rp2.510.420.187.268,74 mengal ami peningkatan sebesar
Rp102.153.501.655,70 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.30

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)
MUTASI PERUBAHAN TAHUN 2021
SALDO PER 31 SALDO PER 31
NO URAIAN DESEMBER 2020 DESEMBER 2021 NAIK/ (TURUN)
PENAMBAHAN PENGURANGAN
1 ‘]D':L,\ﬁ\llq I‘(];';SRI:\IGAN 2.408.266.685.613,04| 123.413.631.060,70) 21.260.129.405,00]  2.510.420.187.268,74|  102.153.501.655,70
J;’JI;\ARIE)NI:'ENH”;NG‘ 2.408.266.685.613,04| 123.413.631.060,70) 21.260.129.405,00]  2.510.420.187.268,74 102.153.501.655,70

Adapun ringkasan mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat disajikan dalam tabel

berikut:

JALAN, IRIGAS DAN JARINGAN

Saldo Awal 2.408.266.685.613,04
Koreksi Saldo Awal -
Saldo Awal setelah koreksi 2.408.266.685.613,04
Penambahan Belanja Modal 115.350.629.751,81

Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa 1.658.011.122,89

Belanja Barang Jasa BOS 25.298.500,00

Hibah 294.567.506,00

Mutasi Antar SKPD 6.279.279.180,00

Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan 495.940.000,00

Mesin Menjadi Aset Jalan, Irigasi dan

Jaringan
Jumlah Penambahan 124.103.726.060,70
Pengurangan Hibah 14.980.850.225,00

Mutasi Antar SKPD 6.279.279.180,00

Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan 129.745.000,00

Mesin Menjadi Aset Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan 560.350.000,00

Bangunan Menjadi Aset Jalan, Jaringan

dan Irigasi
Jumlah Pengurangan 21.950.224.405,00
Saldo Akhir 2.510.420.187.268,74
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Tabel 5.3.31

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah 2021 2020 naik/(turun)
1 Dinas Pendidikan 2.035.168.070,00 1.748.097.970,00 287.070.100,00
2 Dinas Kesehatan 2.683.731.846,00 2.634.233.837,00 49.498.009,00
3 BLUD Mas Amsyar 423.950.900,00 423.950.900,00 0,00
4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 2.263.799.230.177,56] 2.165.367.705.698,75 98.431.524.478,81
dan Perhubungan
5 Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman 141.592.675.069,46 122.478.350.596,57 19.114.324.472,89
dan Pertanahan
6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 449.003.750,00 449.003.750,00 0,00
7 Satuan Polisi Pamong Praja 836.207.500,00 836.207.500,00 0,00
8 8.050.000,00 6.287.329.180,00 (6.279.279.180,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9 Dinas Sosial 1.099.325.000,00 1.099.325.000,00 0,00
10 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1.833.391.140,00 1.833.391.140,00 0,00
11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 545.650.000,00 545.650.000,00 0,00
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
12 Dinas Lingkungan Hidup 6.224.461.175,00 6.224.461.175,00 0,00
13 939.171.588,00 939.171.588,00 0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 332.345.415,25 332.345.415,25 0,00
Desa
15 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian 775.341.700,00 775.341.700,00 0,00
dan Statistik
16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengabh, 1.320.034.767,00 1.320.034.767,00 0,00
Perdagangan dan Perindustrian
17 Dinas Kebudayaan, Pariw isata, Pemuda 2.238.588.250,00 2.208.638.250,00 29.950.000,00
dan Olahraga
18 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 15.495.281.262,00 15.295.771.262,00 199.510.000,00
19 |sekretariat Daerah 9.457.985.654,00 9.457.985.654,00 0,00
20 Sekretariat DPRD 2.758.958.815,00 2.758.958.815,00 0,00
21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 1.411.150.939,00 1.411.150.939,00 0,00
Terpadu Satu Pintu
22 |Kecamatan Katingan Kuala 1.037.702.000,00 739.485.000,00 298.217.000,00
23 Kecamatan Kamipang 32.458.700,00 32.458.700,00 0,00
24 |kecamatan Katingan Hilr 200.310.000,00 5.500.000,00 194.810.000,00
25 Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 487.298.300,00 245.000.000,00 242.298.300,00
26 |kecamatan Katingan Tengah 1.133.174.625,00 905.450.125,00 227.724.500,00
27 Kecamatan Marikit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
28 |kecamatan Katingan Hulu 966.455.000,00 966.455.000,00 0,00
29 Kecamatan Mendaw ai 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00
30 |Kecamatan Petak Malai 68.264.000,00 23.914.000,00 44.350.000,00
31 Inspektorat Daerah 403.070.441,28 403.070.441,28 0,00
32 Badan Perencanaan Pembangunan, 1.986.703.725,00 1.986.703.725,00 0,00
Penelitian dan Pengembangan
33 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 3.987.497.940,19 3.987.497.940,19 0,00
Daerah
34 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 42.355.935.527,00 53.042.431.552,00| (10.686.496.025,00)
Daerah (PPKD)
35 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan 1.470.613.992,00 1.470.613.992,00 0,00
Pelatihan
Jumlah 2.510.420.187.268,74] 2.408.266.685.613,04 102.153.501.655,70
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Aset tetap 31 Desember 2021 31 Desember 2020

>3135 | ainnya 192.670.648.089,15  190.825.463.634,15

Saldo Aset Tetap Lainnya pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp192.670.648.089,15 mengalami  peningkatan sebesar Rpl1.845.184.455,00
dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.32
Aset Tetap Lainnya

Per 31 desember 2021
(dalam Rupiah)

MUTASI PERUBAHAN TAHUN 2021

SALDO PER 31 SALDO PER 31
NO URAIAN DESEMBER 2020 DESEMBER 2021 NAIK/ (TURUN)

PENAMBAHAN PENGURANGAN

ASET TETAP

1 LANNYA 190.825.463.634,15 1.942.388.855,00] 97.204.400,00, 192.670.648.089,15 1.845.184.455,00
JUMLAH NILAI
PEROLEHAN 190.825.463.634,15 1.942.388.855,00] 97.204.400,00 192.670.648.089,15 1.845.184.455,00

Adapun ringkasan mutasi aset tetap Lainnya dapat disgjikan dalam tabel sebagai berikut:

ASET TETAP LAINNYA

Saldo Awal 190.825.463.634,15
Koreksi Saldo Awal
Saldo Awal setelah koreksi 190.825.463.634,15
Penambahan Belanja Modal 840.868.500,00

Belanja Barang Jasa BOS 1.604.070.355,00
Jumlah Penambahan 2.444.938.855,00
Pengurangan Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Menjadi Aset

Peralaan dan Mesin 19.525.000,00

Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Menjadi Aset

Tak Berwujud 483.025.000,00

Reklas Antar KIB 97.204.400,00
Jumlah Pengurangan 599.754.400,00
Saldo Akhir 192.670.648.089,15
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Tabel 5.3.33
Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No Perangkat Daerah 2021 2020 naik/(turun)
1 Dinas Pendidikan 28.764.224.245,15| 27.183.658.290,15| 1.580.565.955,00
2 |Dinas Kesehatan 306.750.000,00 306.750.000,00 0,00
3 BLUD RSUD Mas Amsyar 34.965.000,00 34.965.000,00 0,00
4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 155.681.922.800,00| 155.681.922.800,00 0,00
dan Perhubungan
5 Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman 694.709.400,00 694.709.400,00 0,00
dan Pertanahan
Dinas Sosial 5.232.000,00 5.232.000,00 0,00
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 137.893.844,00 137.893.844,00 0,00
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 101.225.900,00 101.225.900,00 0,00
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
9 Dinas Lingkungan Hidup 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
10 25.393.700,00 25.393.700,00 0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 140.338.030,00 140.338.030,00 0,00
Desa
12 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian 29.999.400,00 29.999.400,00 0,00
dan Statistik
13 |Dinas Kebudayaan, Pariw isata, Pemuda 1.993.014.500,00 1.993.014.500,00 0,00
dan Olahraga
14 |Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 1.321.791.500,00|  1.321.791.500,00 0,00
15  |sekretariat Daerah 2.847.289.220,00f  2.582.670.720,00(  264.618.500,00
16 Sekretariat DPRD 334.831.250,00 334.831.250,00 0,00
17 |inspektorat Daerah 22.966.000,00 22.966.000,00 0,00
18 Badan Perencanaan Pembangunan, 44.530.000,00 44.530.000,00 0,00
Penelitian dan Pengembangan
19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 103.142.000,00 103.142.000,00 0,00
Daerah
20 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan 40.429.300,00 40.429.300,00 0,00
Pelatihan
Jumlah 192.670.648.089,15| 190.825.463.634,15| 1.845.184.455,00
53136 Konstruks Dalam 31 Desember 2021 31 Desember 2020

Pengerjaan

20.768.301.593,21

17.231.064.304,11

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Katingan per 31 Desember
2021 adalah sebesar Rp20.768.301.593,21mengalami peningkatan sebesar Rp3.537.237.289,10

dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.
Tabel 5.3.34

Kontruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

MUTASI PERUBAHAN TAHUN
SALDO PER 31 2021 SALDO PER 31
NO URAIAN DESEMBER 2020 DESEMBER 2021 NAIK/ (TURUN)
PENAMBAHAN [PENGURANGAN
KONTRUKSI DALAM
1 PENGERJAAN 17.231.064.304,11( 3.571.967.589,10 34.730.300,00| 20.768.301.593,21| 3.537.237.289,10
JUMLAH NILAI
PEROLEHAN 17.231.064.304,11( 3.571.967.589,10 34.730.300,00( 20.768.301.593,21| 3.537.237.289,10
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Adapun ringkasan mutasi Kontruksi Dalam Pekerjaan dapat disajikan dalam tabel sebagai
berikut:

KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Saldo Awal 17.231.064.304,11
Koreksi Saldo Awal -
Saldo Awal setelah koreksi 17.231.064.304,11
Penambahan Kapitalisas dari Belanja Barang dan Jasa 282.491.995,00
Reklassifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.289.475.594,10
Yang Menjadi Kontruksi Dalam Pengerjaan
Jumlah Penambahan 3.571.967.589,10
Pengurangan Reklas Barang Antar K1B 34.730.300,00
Jumlah Pengurangan 34.730.300,00
Saldo Akhir 20.768.301.593,21
Tabel 5.3.35

Kontruksi Dalam Pengerjaan
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

No Perangkat Daerah 2021 2020 naik/(turun)

1 Dinas Pendidikan 798.236.813,20 714.344.818,20 83.891.995,00

2 Dinas Kesehatan 708.583.100,00 708.583.100,00 0,00

3 BLUD RSUD Mas Amsyar 508.574.160,00 508.574.160,00 0,00

4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 10.153.531.975,91] 10.153.531.975,91 0,00
dan Perhubungan

5 Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman 1.973.300.250,00] 1.973.300.250,00 0,00
dan Pertanahan

6 750.211.000,00 750.211.000,00 0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7 Dinas Lingkungan Hidup 524.649.000,00 148.690.300,00| 375.958.700,00

8 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian 24.948.000,00 24.948.000,00 0,00
dan Statistik

9 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 1.115.382.700,00|] 1.115.382.700,00 0,00

Perdagangan dan Perindustrian
10 |Dinas Kebudayaan, Pariw isata, Pemuda 3.098.275.594,10 371.501.000,00| 2.726.774.594,10
dan Olahraga

11 |Sekretariat Daerah 371.501.000,00 0,00 371.501.000,00
12 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 717.370.000,00 717.370.000,00 0,00
Terpadu Satu Pintu
13 |Kecamatan Kamipang 20.889.000,00]  (20.889.000,00)
14 |Kecamatan Petak Malai 13.838.000,00 13.838.000,00 0,00
15 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00
Daerah
Jumlah 20.768.301.593,21| 17.231.064.304,11| 3.537.237.289,10
31 Desember 2021 31 Desember 2020

53137 Akumulas Penyusutan =7 aq 507 706.769,90)  (1.891.667.326.074,11)

Saldo Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Katingan
per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.339.297.706.769,90 mengal ami penurunan sebesar
Rp447.630.380.695,79 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.
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Tabel 5.3.36
Akumulasi Penyusutan
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)
SALDOPER3L | MUTASI PERUBAHAN TAHUN 2021 |  SALDO PER 31
i R DESEMBER 2020 DEsEMBER 2021 | VAK/(TURUN)
PENAMBAHAN | PENGURANGAN
1 [ARUMULAST (1.891.667.326.074,11)| 15.433.829.483,85| 463.064.210.179,64| (2.339.297.706.769,90)| (447.630.380.695,79)
pENYUSUTAN | (1/891.667.326.074,11)) 15.433.829.483,85) 463.064.210.179,64) (2.339.297.706.769,
JFEJENFLLOAI'_"Eﬁm (1.891.667.326.074,11)| 15.433.829.483,85) 463.064.210.179,64| (2.339.207.706.769,90)| (447.630.380.695,79)

Adapun ringkasan mutasi Akumulasi Penyusutan dapat disajikan dalam tabel berikut:

AKUMULAS PENYUSUTAN

Sado Awal (1.891.667.326.074,11)
Koreksi Saldo Awal (226.374.528.287,59)
Saldo Awal setelah koreksi (2.118.041.854.361,70)
Penambahan Penghapusan Aset Tetap 524,350.000,00

Hibah K eluar 3.904.353.976,12

Mutasi Keluar Antar SOPD 7.288.3%.300.25

Reklas Ke Aset Lain-lain 3.716.729.20748
Jumlah Penambahan 15.433.829.483,85
Pengurangan Mutasi Masuk Antar SOPD 7.288.396.30025

Beban Penyusttan Tahun Berjalan 229.401.285.591,80
Jumlah Pengurangan 236.689.681.892,05
Sado Akhir (2.339.297.706.769,90)

e —
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Tabel 5.3.37
Akumulasi Penyusutan
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah 2021

2020

naik/(turun)

Dinas Pendidikan (99.993.375.531,43)

(72.059.579.625,62)

(27.933.795.905,81)

Dinas Kesehatan (63.673.214.036,77)

(48.262.771.498,13)

(15.410.442.538,64)

BLUD RSUD Mas Amsyar (51.817.838.097,02)

(41.020.899.139,93)

(10.796.938.957,09)

Al W NP

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perhubungan

(1.755.988.021.092,92)

(1.418.323.783.752,42)

(337.664.237.340,50)

Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman
dan Pertanahan

(57.240.614.588,44)

(40.921.142.865,88)

(16.319.471.722,56)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (3.256.130.511,27)

(3.240.449.947,14)

(15.680.564,13)

Satuan Polisi Pamong Praja (13.770.290.405,89)

(12.603.964.264,12)

(1.166.326.141,77)

(9.037.267.020,75)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(5.341.006.781,18)

(3.696.260.239,57)

Dinas Sosial (3.486.920.263,99)

(2.957.121.364,11)

(529.798.899,88)

10

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (7.837.894.895,40)

(7.089.996.156,11)

(747.898.739,29)

11

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

(6.779.681.986,62)

(5.723.065.466,31)

(1.056.616.520,31)

12

Dinas Lingkungan Hidup (27.721.531.665,09)

(24.768.160.820,24)

(2.953.370.844,85)

13

(5.519.284.650,44)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(4.777.583.867,04)

(741.700.783,40)

14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

(4.003.752.198,56)

(3.909.499.866,27)

(94.252.332,29)

15

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik

(7.039.398.719,46)

(5.653.1190.491,03)

(1.386.279.228,43)

16

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian

(13.784.369.247,78)

(11.220.187.412,13)

(2.564.181.835,65)

17

Dinas Kebudayaan, Pariw isata, Pemuda
dan Olahraga

(14.248.362.248,03)

(12.717.124.606,03)

(1.531.237.642,00)

18

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (34.212.156.816,27)

(30.782.256.036,72)

(3.429.900.779,55)

19

Sekretariat Daerah (60.440.760.091,53)

(54.847.482.188,07)

(5.593.277.903,46)

20

Sekretariat DPRD (16.621.832.757,25)

(16.168.182.166,05)

(453.650.591,20)

21

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

(3.429.265.535,16)

(2.828.273.101,93)

(600.992.433,23)

22

Kecamatan Katingan Kuala (1.843.531.083,65)

(1.215.531.100,93)

(627.999.982,72)

23

Kecamatan Kamipang (1.927.455.363,06)

(1.195.797.414,42)

(731.657.948,64)

24

Kecamatan Tasik Payaw an (961.192.347,14)

(795.254.884,29)

(165.937.462,85)

25

Kecamatan Katingan Hilir (1.987.823.452,49)

(1.448.679.654,92)

(539.143.797,57)

26

Kecamatan Tew ang Sangalang Garing (1.271.999.058,00)

(1.185.251.118,20)

(86.747.939,80)

27

Kecamatan Pulau Malan (1.036.960.019,34)

(764.787.851,73)

(272.172.167,61)

28

Kecamatan Katingan Tengah (2.139.272.668,22)

(1.663.453.291,05)

(475.819.377,17)

29

Kecamatan Sanaman Mantikei (1.058.822.256,00)

(878.476.256,93)

(180.345.999,07)

30

Kecamatan Marikit (998.150.483,51)

(837.901.466,56)

(160.249.016,95)

31

Kecamatan Katingan Hulu (1.250.771.726,58)

(824.776.068,60)

(425.995.657,98)

32

Kecamatan Mendaw ai (1.036.731.471,43)

(851.370.687,58)

(185.360.783,85)

33

Kecamatan Bukit Raya (1.046.873.085,21)

(502.353.185,30)

(544.519.899,91)

34

Kecamatan Petak Malai (1.446.890.999,01)

(1.095.618.618,52)

(351.272.380,49)

35

Inspektorat Daerah (4.248.819.364,88)

(3.605.622.656,35)

(643.196.708,53)

36

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan

(14.115.057.923,15)

(12.511.244.425,89)

(1.603.813.497,26)

37

Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah

(23.852.443.104,53)

(20.070.102.770,38)

(3.782.340.334,15)

38

Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (PPKD)

(11.084.548.883,57)

(9.932.641.112,61)

(1.151.907.770,96)

39

Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan
Pelatihan

(8.088.401.120,06)

(7.072.813.093,39)

(1.015.588.026,67)

Jumlah (2.339.297.706.769,90)

(1.891.667.326.074,11)

(447.630.380.695,79)
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31 Desember 2021 31 Desember 2020

0,00 0,00
Saldo dana cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Nihil sama dengan saldo di tahun
sebelumnya.

5314 Dana Cadangan

31 Desember 2021 31 Desember 2020
127.589.570.954,02 166.308.209.313,09
Nilai Sado Aset Lainnya Rp127.589.570.954,02 terdiri atas akumulasi saldo Tagihan
Jangka Panjang, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-Lain. Dibandingkan dengan saldo Aset
Lainnya tahun sebelumnya sebesar Rp166.308.209.313,09 terdapat penurunan sebesar
Rp38.718.638.359,07 yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut :

5315 Aset Lainnya

Tabel 5.3.38
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian Saldo 31 Desember 2021

707.380.077,00
Kemitraan Pihak Ketiga 0

Aset Tak Berwujud
Aset Lain-Lain

Saldo 31 Desember 2020
707.380.077,00

Naik/(turun)
0,00
0 0,00
3.651.645.447,86 (101.232.196,87)
161.949.183.788,23] (38.617.406.162,20)
166.308.209.313,09 | (38.718.638.359,07)

Tagihan Jangka Panjang

3.550.413.250,99
123.331.777.626,03
127.589.570.954,02

Jumlah

Berdasarkan tabel di atas terdapat penurunan nilai aset lainnya, antara lain dikarenakan
oleh penambahan Aset Tak Berwujud dan penurunan Aset Lain-Lain daerah pada TA 2021.
31 Desember 2021 31 Desember 2020

707.380.077,00 707.380.077,00

Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp707.380.077,00 terdiri atas
Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

5.3.15.1 Tagihan Jangka Panjang

Tabel 5.3.39
Tagihan Jangka Panjang
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi | 580.127.577,00 0,00 0,00] 580.127.577,00
Tagihan Penjualan Angsuran | 127.252.500,00 0,00 0,00] 127.252.500,00
Jumlah 707.380.077,00 0,00 0,00| 707.380.077,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan bagian tidak lancar dari
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa tagihan dan tagihan kelebihan pembayaran gqji atas
pensiunan pegawal sebesar Rp580.127.577,00.

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp127.252.500,00 yang jumlahnya sama
dengan saldo tahun sebelumnya, merupakan saldo tagihan atas Penjualan Angsuran berupa

Kredit Ternak (Sapi) dan Kredit Kendaraan (Traktor) yang tidak ada diperoleh angsuran
pembayarannya selama tahun 2021.

31 Desember 2021 31 Desember 2020
10.200.910.500,00 9.459.133.900,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.200.910.500,00
mengalami kenaikan sebesar Rp741.776.600 dari saldo tahun sebelumnya. Penambahan nilai
aset tak berwujud merupakan hasil pengadaan Tahun 2021.

53152 Aset Tak Berwujud
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Tabel 5.3.40

Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2021

Saldo Per 31

Uraian Desember 2020

Mutasi Perubahan Tahun 2021

Penambahan

Pengurangan

Saldo Per 31
Desember 2021

Aset Tak Berwujud

9.459.133.900,00

741.776.600,00

10.200.910.500,00

Tabel 5.3.41

Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2021

Berdasarkan PD

(dalam rupiah)

No Perangkat Daerah 2021 2020 naik/(turun)

1 Dinas Pendidikan 817.841.300,00 817.841.300,00 0,00

2 Dinas Kesehatan 74.635.000,00 74.635.000,00 0,00

3 BLUD RSUD Mas Amsyar 1.554.050.000,00 1.554.050.000,00 0,00

4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 749.342.000,00 659.692.000,00 89.650.000,00
dan Perhubungan

5 Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman 2.482.874.500,00 2.437.974.500,00 44.900.000,00
dan Pertanahan

6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 64.388.000,00 64.388.000,00 0,00

7 Dinas Sosial 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

8 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 37.570.000,00 37.570.000,00 0,00

9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 248.851.600,00 35.000.000,00 213.851.600,00
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

10 Dinas Lingkungan Hidup 186.920.000,00 186.920.000,00 0,00

11 94.455.000,00 94.455.000,00 0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00
Desa

13 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian 107.675.000,00 107.675.000,00 0,00
dan Statistik

14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 31.093.500,00 31.093.500,00 0,00
Perdagangan dan Perindustrian

15 Sekretariat Daerah 434.301.000,00 409.301.000,00 25.000.000,00

16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 370.470.000,00 370.470.000,00 0,00
Terpadu Satu Pintu

17 Kecamatan Katingan Kuala 19.580.000,00 19.580.000,00 0,00

18 Inspektorat Daerah 229.040.000,00 229.040.000,00 0,00

19 Badan Perencanaan Pembangunan, 393.047.500,00 393.047.500,00 0,00
Penelitian dan Pengembangan

20 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1.852.095.000,00 1.483.720.000,00 368.375.000,00
Daerah

21 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan 382.681.100,00 382.681.100,00 0,00
Pelatihan

Jumlah 10.200.910.500,00 9.459.133.900,00 741.776.600,00

53153 AsetLain-Lain

31 Desember 2021

31 Desember 2020

123.331.777.626,03
Akun ini beris hasil reklasifikas barang-barang yang sebelumnya masuk kedalam

161.949.183.788,23

kelompok aset tetap akibat hasil pendataan dan penilaian kembali yang dilakukan pada periode
sebelumnya harus dikeluarkan karena berbagai alasan, seperti kondisi barang rusak berat,
barang tidak diketemukan, atau barang tersebut tidak cocok diklasifikasikan sebagai aset tetap.
Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp123.331.777.626,03 mengalami  penurunan sebesar
Rp38.617.406.162,20 dari saldo tahun sebelumnya.

e
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Tabel 5.3.42
Aset Lain lain
Per 31 Desember 2021

Urai Saldo Per 31 Mutasi Perubahan Tahun 2021 Saldo Per 31
raian Desember 2020 Penambahan Pengurangan Desember 2021
Nilai Perolehan Aset 168.406.914.063,74 3.916.965.695,28 | 38.817.642.650,00 133.506.237.109,02
lain-lain
Akumulasi Penyusutan (6.457.730.275,51) 3.716.729.207,48 (10.174.459.482,99)
Aset Lain-Lain
Nilai Buku 161.949.183.788,23 3.916.965.695,28 | 42.534.371.857,48 123.331.777.626,03

Penambahan Nilai Perolehan sebesar Rp3.916.965.695,28 disebabkan oleh adanyareklas
Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain dan pengurangan sebesar Rp38.817.642.650,00 terdiri
dari penghapusan sebesar Rp8.817.642.650,00 dan koreksi pencatatan bandara Tumbang
Samba sebesar Rp30.000.000.000,00. Pengurangan Akumulasi Penysutan Aset Lain-lain
sebesar Rp3.716.729.207,48 disebabkan oleh adanya reklas Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-
lain.

53154 Akumulas Amqrtisasi 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Aset Tak Berwujud (6.650.497.249,01) (5.807.488.452,14)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar
(Rp6.650.497.249,01) mengalami penurunan sebesar Rp843.008.797 dari saldo tahun
sebelumnya, yang merupakan beban amortisas aset tak berwujud tahun 2021.

Tabel 5.3.43
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2021

Uraian Saldo Per 31 Mutasi Perubahan Tahun 2021 Saldo Per 31
Desember 2020 Penambahan Pengurangan Desember 2021
Amortisasi Aset Tak (5.807.488.452,14) - 843.008.796,87 (6.650.497.249,01)
Berwujud

e —
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Tabel 5.3.44

Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Berdasarkan PD
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No Perangkat Daerah 2021 2020 naik/(turun)

1 Dinas Pendidikan (519.330.541,39) (475.719.654,92) (43.610.886,47)

2 Dinas Kesehatan (27.584.810,76) (20.127.440,11) (7.457.370,65)

3 BLUD RSUD Mas Amsyar (869.512.927,94) (755.701.471,60) (113.811.456,34)

4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (617.606.624,84) (599.356.487,93) (18.250.136,91)
dan Perhubungan

5 Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman (1.236.882.006,82) (772.496.256,31) (464.385.750,51)
dan Pertanahan

6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (39.446.998,36) (36.458.335,98) (2.988.662,38)

7 Dinas Sosial (35.000.000,00) (35.000.000,00) 0,00

8 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (16.882.519,17) (13.327.467,14) (3.555.052,03)

9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan (40.181.678,14) (35.000.000,00) (5.181.678,14)
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

10 Dinas Lingkungan Hidup (85.256.469,93) (69.569.363,45) (15.687.106,48)

11 (64.909.813,05) (58.969.195,74) (5.940.617,31)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan (35.000.000,00) (35.000.000,00) 0,00
Desa

13 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian (102.534.854,04) (101.695.543,88) (839.310,16)
dan Statistik

14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, (19.176.922,65) (16.969.387,06) (2.207.535,59)
Perdagangan dan Perindustrian

15 Sekretariat Daerah (374.716.216,62) (360.188.489,39) (14.527.727,23)

16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan (370.364.555,11) (358.024.490,10) (12.340.065,01)
Terpadu Satu Pintu

17 Kecamatan Katingan Kuala (7.946.987,49) (5.990.595,48) (1.956.392,01)

18 Inspektorat Daerah (228.907.186,86) (228.907.186,86) 0,00

19 Badan Perencanaan Pembangunan, (392.926.032,85) (392.926.032,85) 0,00
Penelitian dan Pengembangan

20 Badan Pengelola Keuangan dan Aset (1.210.165.140,32) (1.090.517.809,72) (119.647.330,60)
Daerah

21 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan (356.164.962,67) (345.543.243,62) (10.621.719,05)
Pelatihan

Jumlah (6.650.497.249,01) (5.807.488.452,14) (843.008.796,87)
. 31 Desember 2021 31 Desember 2020
532 Kewajiban

5.562.169.893,82

9.313.680.571,42

Saldo kewajiban yang disgjikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.562.169.893,82
mengalami pengurangan sebesar Rp3.751.510.677,60 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.45
Kewajiban

Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Jenis kewajiban

Saldo per 31
Desember 2021

Saldo per 31
Desember 2020

Kenaikan/
(Penurunan)

Kew ajiban jangka pendek

5.562.169.893,82

9.313.680.571,42

(3.751.510.677,60)

Kew ajiban jangka panjang

0,00

0,00

0,00

Jumlah 5.562.169.893,82

9.313.680.571,42

(3.751.510.677,60)

5321

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Kewajiban Jangka Pendek

5.562.169.893,82

9.313.680.571,42

Saldo kewgjiban jangka pendek yang disgjikan per 31 Desember 2021 sebesar
Rp5.562.169.893,82 mengalami penurunan sebesar Rp3.751.510.677,60 dari saldo kewajiban
tahun sebelumnya.
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Tabel 5.3.46

Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Jenis kewajiban /Utang Saldo per 31 Saldo per 31 Kenaikan/
Jangka Pendek Desember 2021 Desember 2020 (Penurunan)
Utang perhitungan pihak ketiga
(PFK) 0,00 0,00 0,00
Pendapatan diterima dimuka 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Utang beban

5.560.169.893,82

9.313.680.571,42

(3.753.510.677,60)

Utang jangka pendek lainnya

0,00

0,00

0,00

Jumlah

5.562.169.893,82

9.313.680.571,42

(3.751.510.677,60)

53211 K etiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak

31 Desember 2021

31 Desember 2020

0,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

53212 UtangBunga

31 Desember 2021

0,00

31 Desember 2020

0,00

0,00

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

31 Desember 2021 31 Desember 2020

53213 Utang Pinjam Jangka Pendek 0,00 0,00

Saldo Utang Pinjam Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adal ah Rp0,00.

31 Desember 2021 31 Desember 2020

Bagian Lancar Utang Jangka

53214 .
Panjang

0,00 0,00
Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

Pendapatan Diterima 31 Desember 2021 31 Desember 2020

53215 Dimuka 2.000.000,00 0,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 adalah Rp2.000.000,00
mengalami kenaikan dibandingkan sal do tahun sebelumnya, yang merupakan pembayaran atas
biaya sewa toko sampai dengan Tahun 2022 pada Dinas Koperas, Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian.

31 Desember 2021
5.560.169.893.82

31 Desember 2020
9.313.680.571,42

Utang
Belanja

5.3.2.1.6

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 adalah Rp5.560.169.893,82 atau berkurang
Rp3.753.510.677,60 dari saldo tahun sebelumnya yang disgjikan dalam akun Utang Beban.
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Tabel 5.3.47
Utang Belanja
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Utang Belanja Pegaw ai 1.772.003.235,34]  4.939.316.495,15]  (1.772.003.235,34)]  4.939.316.495,15
Utang Belanja Barang Jasa 7.535.217.719,08 614.393.781,67] (7.535.217.719,08) 614.393.781,67
Utang Belanja Bagi Hasil 6.459.617,00 0,00 0,00 6.459.617,00
JUMLAH 9.313.680.571,42 | 5.553.710.276,82 (9.307.220.954,42)] 5.560.169.893,82

Utang Beban Pegawai sebesar Rp4.939.316.495,15merupakan pengakuan saldo Utang
Pegawai BLUD, dengan perhitungan sebagai berikut:

- SddoAwa Rp1.772.003.235,34
- Koreks Saddo Awa BLUD Rp0,00
- Penambahan
Pengakuan utang Pegawai BLUD Rp4.939.316.495,15
- Pengurangan
Pengakuan Pembayaran hutang Pegawai BLUD (Rpl.772.003.235,34)
Rp4.939.316.495,15

Utang belanja barang jasasebesar Rp7.535.217.719,08 merupakan pengakuan saldo Utang
Barang dan Jasa BLUD dan Pengakuan Utang atas Jampersal, Utang Insentif Tenaga K esehatan
Covid-19, dan utang atas Hak Jasa Puskesmas atas realisasi pendapatan retribusi Kesehatan
Tahun Anggaran 2020, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Saldo Awal Rp7.535,217.719,08

- Koreks Sado Awa BLUD Rp 0,00

- Penambahan
Pengakuan Utang Barang dan Jasa BLUD Rp614.393.781,67

- Pengurangan
Pembayaran Utang Barang dan Jasa BLUD Rp(1.007.706.967,08)
Pembayaran Utang Insentif Nakes Covid 19 Dinkes Rp(5.356.233.953,00)
Pembayaran Utang Jasa Puskesmas Rp (586.345.560,00)
Pembayaran Utang Jampersal — Dinkes Rp  (584.931.239,00)

Saldo Akhir Rp614.393.781,67

Utang belanja bagi hasil merupakan pengakuan atas Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan
Retribus Daerah kepada Pemerintah Desa tahun sebelumnya yang sampai laporan selesal
dibuat belum terkonfirmasi pembayarannya.

31 Desember 2020
0,00

31 Desember 2021
0,00

Utang Jangka Pendek
Lainnya

53217

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00
31 Desember 2021 31 Desember 2020

5322 0,00 0,00
Saldo Kewgjiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.
31 Desember 2021 31 Desember 2020
0,00 0,00

Kewajiban Jangka Panjang

53221 Utang Dalam Negeri
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Saldo Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

532992 Utang Kepada L embaga 31 Desember 2021 31 Desember 2020
D Keuangan Bank (LBK) 0,00 0,00
Saldo Utang Kepada Lembaga Keungan Bank (LBK) per 31 Desember 2021 adalah
Rp0,00.
53223 Utang Kepada L embaga 31 Desember 2021 31 Desember 2020
T Keuangan Bukan Bank 0,00 0,00
Saldo Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2021 adalah
Rp0,00.

31 Desember 2021 31 Desember 2020
0,00 0,00
Saldo Utang Kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

53224 Utang Kepada Masyar akat

31 Desember 2021 31 Desember 2020
2.890.648.566.186,76 3.129.984.721.596,92

533 Ekuitas

Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.890.648.566.186,76 mengalami
penurunan sebesar Rp239.336.155.410,16 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya
Rp3.129.984.721.596,92

54 Penjdasan Akun-Akun Laporan Operasional (L O)

Laporan Operasional (L O) menyediakan informasi mengenai sel uruh kegiatan operasional
keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan — LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pel aporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya. Laporan Operasional digunakan dalam mengevaluasi pendapatan — LO
dan beban untuk menjaankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan
kebutuhan pengguna tersebut, L aporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut :
1. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan — LO yang akan diterima untuk mendanai

kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan

laporan secara komparatif; pendapatan -LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

2. Mengena besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan
pelayanan; beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagal pengurang nilai
kekayaan bersih;

3. Mengenai operas keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan
sumber daya ekonomi; dan

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila
surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis
akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyajian Laporan Operasional tahun 2021 mengalami perubahan format dengan |aporan
tahun sebelumnya akibat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 99



Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.4.1 Pendapatan-LO Rp1.245.633.1.052,67
Menurut kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor 15 tentang
Pendapatan — L O dan Pendapatan — LRA, Pendapatan — L O adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali, dan dalam pengakuannya Pendapatan — L O diakui pada saat timbulnya
hak atas pendapatan (earned), atau pada saat pendapatan dapat direalisasikan yaitu adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
Pendapatan — L O Kabupaten Katingan adalah pendapatan periode 1 Januari 2021 sampai
dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.245.633.171.052,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1
Pendapatan — LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Kenaikan/

Tahun 2021
(Penurunan)

Uraian Tahun 2020

Pendapatan Asli Daerah — LO

59.115.135.906,50

59.125.136.530,23

(10.000.623,73)

Pendapatan Transfer — LO

1.124.564.981.234,17

1.052.775.989.126,26

71.788.992.107,91

Lain — Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah — LO

61.953.053.912,00

52.485.922.441,00

9.467.131.471,00

Jumlah

1.245.633.171.052,67

1.164.387.048.097,49

81.246.122.955,18

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

5411 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Rp59.115.135.906,50

Pendapatan Adli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-
sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pendapatan Adli Daerah menjadi salah satu
komponen sumber penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana
perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun
sebelumnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Adi Daerah — L O Kabupaten Katingan adalah Pendapatan Operasional untuk
Periode 1 Januari 2021 sampai dengan tangga 31 Desember 2021 sebesar
Rp59.115.135.906,50. Adapun komponen dari penyusun Pendapatan Adli Daerah yang tersgji
dalam Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.2
Pendapatan Asli Daerah — LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)
Kenaikan/

Uraian

Tahun 2021

Tahun 2020

(Penurunan)

Pajak Daerah - LO

15.335.872.311,80

17.281.656.234,00

(1.945.783.922,20)

Retribusi daerah - LO

3.250.240.800,00

4.395.404.425,00

(1.145.163.625,00)

Pendapatan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan - LO

10.751.089.417,00

7.982.714.342,00

2.768.375.075,00

Lain- Lain Pendapatan Daerah
yang sah - LO

29.777.933.377,70

29.465.361.529,23

312.571.848,47

Jumlah

59.115.135.906,50

59.125.136.530,23

(10.000.623,73)
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54.1.1.1 Pajak Daerah - LO Rp15.335.872.311,80

Pendapatan Pajak Daerah - L O merupakan pengakuan pendapatan dari pajak daerah dalam
periode TA 2021. Adapun Pendapatan Pgjak Daerah - LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Pendapatan Pajak Daerah — LO Per PD
Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)
Kenaikan/
(Penurunan)

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020

Sekretariat Daerah

2.335.800.370,00

2.026.241.230,00

309.559.140,00

BPKAD

13.000.071.941,80

15.255.415.004,00

(2.255.343.062,20)

Jum lah

15.335.872.311,80

17.281.656.234,00

(1.945.783.922,20)

Tabel 5.4.4

Pendapatan Pajak Daerah — LO Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

URAIAN

Tahun 2021

Tahun 2020

Kenaikan/
(Penurunan)

Pajak Hotel - LO

64.760.000,00

71.692.805,00

(6.932.805,00)

Pajak restoran- LO

2.419.570.418,80

2.157.349.960,00

262.220.458,80

Pajak Hiburan - LO

0,00

0,00

0,00

Pajak Reklame - LO

225.107.960,00

128.216.690,00

96.891.270,00

Pajak penerangan Jalan - LO

8.037.901.397,00

7.803.068.372,00

234.833.025,00

Pajak Air Tanah - LO

1.568.721,00

13.585.689,00

(12.016.968,00)

Pajak Sarang Burung Walet -
LO

432.070.700,00

333.624.550,00

98.446.150,00

Pajak mineral bukan logam
dan batuan - LO

2.309.864.677,00

1.956.036.816,00

353.827.861,00

Pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan Perkotaan -
LO

1.265.387.577,00

1.255.202.737,00

10.184.840,00

Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan bangunan (
BPHTB)- LO

579.640.861,00

3.562.878.615,00

(2.983.237.754,00)

Jumlah

15.335.872.311,80

17.281.656.234,00

(1.945.783.922,20)

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Rp3.250.240.800,00

Pendapatan Retribusi Daerah - L O merupakan pengakuan pendapatan dari retribusi daerah
dalam periode Tahun Anggaran 2021. Adapun Pendapatan Restribus Daerah - LO dengan

rincian sebagai berikut:
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Tabel 5.4.5

Pendapatan Retribusi Daerah — LO Per PD

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian

Tahun 2021

Tahun 2020

Kenaikan/
(Penurunan)

Dinas Pendidikan

15.400.000,00

3.559.000,00

11.841.000,00

Dinas Kesehatan

817.812.500,00

1.626.316.800,00

(808.504.300,00)

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Perhubungan

542.533.000,00

232.223.000,00

310.310.000,00

Dinas Perumahan, Kaw asan
Permukiman dan Pertanahan

331.662.000,00

1.067.432.100,00

(735.770.100,00)

Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja

600.000,00

37.317.600,00

(36.717.600,00)

Dinas Lingkungan Hidup

355.395.900,00

227.378.500,00

128.017.400,00

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian

476.459.900,00

451.360.000,00

25.099.900,00

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olahraga dan
Pariw isata

65.853.500,00

44.880.000,00

20.973.500,00

Dinas Pertanian, Pangan dan
Perikanan

133.560.000,00

109.500.000,00

24.060.000,00

Sekretariat Daerah

0,00

0,00

0,00

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

264.500.000,00

282.000.000,00

(17.500.000,00)

Kecamatan Katingan Kuala 5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00
Kecamatan Kamipang 6.225.200,00 3.450.000,00 2.775.200,00
Kecamatan Tasik Payaw an 5.150.000,00 3.900.000,00 1.250.000,00
Kecamatan Katingan Hilir 5.500.000,00 4.300.000,00 1.200.000,00
é‘;fiig‘ata” Tewang Sangalang 5.265.000,00 3.150.000,00 2.115.000,00
Kecamatan Pulau Malan 5.050.000,00 3.001.000,00 2.049.000,00
Kecamatan Katingan Tengah 17.080.000,00 3.250.000,00 13.830.000,00
Kecamatan Sanaman Mantikei 5.690.000,00 5.700.000,00 (10.000,00)
Kecamatan Marikit 5.203.600,00 4.114.000,00 1.089.600,00
Kecamatan Katingan Hulu 5.000.000,00 3.014.000,00 1.986.000,00
Kecamatan Mendaw ai 5.860.000,00 5.160.000,00 700.000,00
Kecamatan Bukit Raya 5.350.000,00 4.000.000,00 1.350.000,00
Kecamatan Petak Malai 5.021.600,00 4.031.500,00 990.100,00

Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan

29.200.000,00

18.200.000,00

11.000.000,00

Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah

127.118.600,00

239.916.925,00

(112.798.325,00)

Badan Kepegaw aian,Pendidikan

o et 6.200.000,00 5.250.000,00 950.000,00
Sekretariat DPRD 1.350.000,00 0.00 1.350.000,00
Dinas Sosial 600.000,00 0,00 600.000,00
Dinas Pemberdayaan 600.000,00 0,00 600.000,00

Perempuan dan Perlindungan

Jumlah

3.250.240.800,00

4.395.404.425,00

(1.145.163.625,00)
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Tabel 5.4.6

Pendapatan Retribusi Daerah — LO Per Objek
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah

Tahun 2021

Tahun 2020

Kenaikan/
(Penurunan)

Retribusi Pelayanan Kesehatan
LO

805.365.500,00

1.626.316.800,00

(820.951.300,00)

Retribusi Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan - LO

104.520.400,00

104.303.500,00

216.900,00

Retribusi Pelayanan Parkir
diTepi Jalan Umum - LO

30.200.000,00

29.917.000,00

283.000,00

Retribusi Pelayanan Pasar - LO

31.093.500,00

70.500.000,00

(39.406.500,00)

Retribusi pelayanan Tera/Tera
ulang - LO

50.060.000,00

48.220.000,00

1.840.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah - LO

976.913.400,00

369.175.425,00

607.737.975,00

Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan - LO

375.755.000,00

398.824.000,00

(23.069.000,00)

Retribusi tempat khusus parkir

5.658.500,00

3.658.000,00

2.000.500,00

Retribusi pelayanan
kepelabuhan - LO

85.562.000,00

10.950.000,00

74.612.000,00

Retribusi tempat rekreasi dan
olahraga- LO

53.940.000,00

31.588.000,00

22.352.000,00

Retribusi penjualan produksi
usaha daerah - LO

135.610.500,00

123.846.000,00

11.764.500,00

Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan - LO

331.062.000,00

1.067.432.100,00

(736.370.100,00)

Retribusi tempat penjualan
minuman beralkohol - LO

264.500.000,00

282.000.000,00

(17.500.000,00)

Restribusi Perpanjangan ljin 0,00
Memperkerjakan Tenaga Kerja 37.317.600,00 (37.317.600,00)
Asing (IMTA) - LO 0,00
Retribusi sew a alat berat - LO 0,00 191.356.000,00 (191.356.000,00)

Jumlah

3.250.240.800,00

4.395.404.425,00

(1.145.163.625,00)

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan K ekayaan Daerah Yang Dipisahkan—LO  Rp10.751.089.417,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan — LO merupakan
pengakuan pendapatan dari penyertaan modal/investas daerah dalam periode TA 2021 dengan
rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan—-LO

Tahun Anaanaran 2021
(dalam rupiah)

Kenaikan/
(Penurunan)

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020

Bagian Laba atas Penyertaan
Modal pada PT. Bank
Pembangunan Kalteng
Bagian Laba atas Penyertaan
Modal pada PT. JAMKRIDA
Bagian laba Atas Penyertaan
Modal Pada PDAM

Jumlah

9.850.815.979,00 7.982.714.342,00 1.868.101.637,00

17.177.192,00 0,00 17.177.192,00

883.096.246,00 0,00 883.096.246,00

10.751.089.417,00 7.982.714.342,00 2.768.375.075,00
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54.1.14 Lain-Lain PAD YangSah-LO

Rp29.777.933.377,70
Lain-Lain PAD Yang Sah - LO merupakan pengakuan pendapatan dari Lain-Lain PAD
Y ang Sah dalam periode Tahun Anggaran 2021. Lain-Lain PAD Y ang Sah - LO dengan rincian

sebagai berikut:
Tabel 5.4.8
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/

(Penurunan)

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan - LO

69.300.000,00

0,00

69.300.000,00

Penerimaan Jasa Giro - LO

908.729.453,00

2.290.383.053,00

(1.381.653.600,00)

Pendapatan Bunga - LO

5.534.773.181,36

4.704.269.732,60

830.503.448,76

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO

7.419.516,00

19.000.000,00

(11.580.484,00)

Penerimaan Komisi, Potongan, atau
Bentuk Lain-LO

900.000,00

0,00

900.000,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan - LO

208.384.830,68

130.539.284,11

77.845.546,57

Pendapatan Denda Pajak - LO

27.877.326,00

46.248.217,00

(18.370.891,00)

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
-LO

0,00

0,00

0,00

Pendapatan dari Pengembalian -LO

7.829.554.431,66

2.346.035.142,52

5.483.519.289,14

Pendapatan BLUD - LO

10.786.817.139,00

12.506.282.557,00

(1.719.465.418,00)

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO

0,00

22.879.618,00

(22.879.618,00)

Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO

4.393.177.500,00

7.399.723.925,00

(3.006.546.425,00)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang

Peraturan Daerah-LO

Tidak Terdapat Dalam Ayat-Ayat/Pos 0,00 0,00 0,00
Lainnya - LO
Pendapatan Denda atas Pelanggaran 11.000.000,00 0.00 11.000.000,00

Jumlah

29.777.933.377,70

29.465.361.529,23

312.571.848,47

54.1.2 Pendapatan Transfer —LO Rpl.124.564.981.234,17
Sesuai  dengan  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  Katingan
Nomor 17 tentang Transfer, pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan
uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain
yang diwagjibkan oleh peraturan perundang-undangan, realisas pendapatan transfer pada TA
2020 mengalami kenaikan sebesar Rp71.788.992.107,91 dibandingkan dengan redisas
pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rpl.052.775.989.126,26 yang
didalamnya termasuk saldo Lain-Lain Pendapatan Y ang Sah — Pendapatan Lainnya Dana Desa
sebesar Rp147.441.003.000,00 pada penyajian laporan tahun sebelumnya. Pendapatan transfer
dalam laporan operasional terdiri atas:

54121 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat — LO Rp1.086.745.605.001,00

Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan penerimaan yang berasal dari dana
perimbangan dan Dana Desa, pada TA 2021 pendapatan transfer pemerintah pusat mengal ami
kenaikan sebesar Rp66.214.234.103,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Tahun

Anggaran 2020 sebesar Rp1.020.531.370.898,00
Tabel 5.4.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat — LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
Dana Perimbangan 936.104.779.001,00f 873.090.367.898,00 63.014.411.103,00
Dana Desa-LO 150.640.826.000,00 [ 147.441.003.000,00 3.199.823.000,00
JUMLAH 1.086.745.605.001,00{ 1.020.531.370.898,00 66.214.234.103,00
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54.1.2.1.1 DanaPerimbangan

Tabel 5.4.10

Rp936.104.779.001,00

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasl, Dana Alokass Umum, Dana Alokas
Khusus Fisik dan Non Fisik terealisasi sebesar Rp936.104.779.001,00 mengalami kenaikan dari
tahun sebelumnya sebesar Rp63.014.411.103,00.

Dana Perimbangan — LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
Dana Bagi Hasil (DBH) 114.929.030.607,00 88.784.395.773,00 26.144.634.834,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 625.956.787.000,00 634.091.753.000,00 (8.134.966.000,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO| 104.062.115.932,00 48.977.786.316,00 55.084.329.616,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO 91.156.845.462,00 91.157.189.809,00 (344.347,00)
Dana Insentif daerah (DID) 0,00 10.079.243.000,00 (10.079.243.000,00)
JUMLAH 936.104.779.001,00 873.090.367.898,00 63.014.411.103,00

Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pgjak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak —
Sumber Daya Alam (SDA) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.10

Dana Bagi Hasil — LO

Tahun Anggaran 2021

(dalamrupiah)
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)

DBH Pajak Bumi dan Bangunan 28.097.473.226,00]  35.238.265.997,00 (7.140.792.771,00)

DBH Pajak Penghasilan 4.673.824.200,00 5.552.794.928,00 (878.970.728,00)

DBH Cukai Hasil Tembakau 200,00 1.447.357,00 (1.447.157,00)

DBH SDA Minyak Bumi 113.037.009,00 15.852.850,00 97.184.159,00

DBH SDA Landrent 47.161.342.409,00 1.338.844.150,00 45.822.498.259,00

DBH SDA Kehutanan 22.974.235.879,00 9.423.172.100,00 13.551.063.779,00

DBH SDA luran Hak Pengusahaan 10.551.498.534,00 0,00 10.551.498.534,00
Hutan (IIlUPH)

DBH-SDA Perikanan 1.357.619.150,00 788.276.289,00 569.342.861,00

DBH SDA - Royalti 0,00 36.417.709.952,00]  (36.417.709.952,00)

DBH SDA Gas Bumi 0,00 8.032.150,00 (8.032.150,00)

JUMLAH 114.929.030.607,00]  88.784.395.773,00 26.144.634.834,00

Dana Alokass Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Redlisas DAU Tahun 2021 sebesar
Rp625.956.787.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.134.966.000,00 dari realisasi tahun

sebelumnya.

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD
yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja
tertentu, pada tahun 2021 Kabupaten Katingan tidak memperoleh alokas DID.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan
kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat
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dikategorikan ke dalam Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang
realisasinya pada tahun 2021 sebesar Rp195.218.961.394,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp55.083.985.269,00 dari realisasi tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 5.4.11
Dana Alokasi Khusus — LO

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)

DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler 9.331.725.927,00f  15.842.328.236,00 (6.510.602.309,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB 52.824.451.805,00 22.177.990.380,00 30.646.461.425,00
DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikan 912.770.200,00 905.024.200,00 7.746.000,00
DAK Fisik Bidang Jalan 32.629.115.000,00 0,00 32.629.115.000,00
DAK Fisik Bidang Air Minum 4.970.588.000,00 2.357.435.500,00 2.613.152.500,00
DAK Fisik Bidang Sanitasi 2.105.965.000,00 490.000.000,00 1.615.965.000,00
DAK Fisik Bidang Irigasi 1.287.500.000,00 2.416.700.000,00 (1.129.200.000,00)
DAK Fis.ik Bidang Perumahan dan 0,00 2.410.973.000,00 (2.410.973.000,00)
Permukiman
DAK Fisik Bidang Pariw isata 0,00 2.377.335.000,00 (2.377.335.000,00)
DAK Non Fisik-TPG PNSD 53.631.031.000,00 47.112.519.000,00 6.518.512.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.005.000.000,00 1.991.000.000,00 (986.000.000,00)
DAK Non Fisik-TKG PNSD 10.346.566.000,00 0,00 10.346.566.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD 2.885.450.000,00 2.743.200.000,00 142.250.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan 1.100.700.000,00 1.085.350.000,00 15.350.000,00
Kesetaraan
DAK Non Fisik-BOK 17.807.744.562,00 33.843.426.371,00]  (16.035.681.809,00)
DAK Non Fisik-BOKKB 2.353.192.700,00 3.561.238.860,00 (1.208.046.160,00)
DAK Non Fisik-PK2UKM 390.304.000,00 0,00 390.304.000,00
DAK_I\!on F|§|k Dana Pelayanan 955.059.200,00 720.455.578,00 234.603.622,00
Administrasi Kependudukan
DAK l\.lor? Fisik-Dana Pelayanan 346.625.000,00 100.000.000,00 246.625.000,00
Kepariw isataan
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS 335.173.000,00 0,00 335.173.000,00

JUMLAH 195.218.961.394,00] 140.134.976.125,00 55.083.985.269,00

54.1.2.1.2 DanaDesa Rp150.640.826.000,00

Penerimaan Dana Desa — LO tahun 2021 adalah sebesar Rp150.640.826.000,00
mengalami penurunan sebesar Rp3.199.823.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
Rp147.441.003.000,00.

54.1.22 Pendapatan Transfer Antar Daerah—-LO Rp37.819,376,233,17

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi untuk Tahun 2021 sebesar
Rp37.819.376.233,17 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya.

Tabel 5.4.12
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Tahun Anaaaran 2021
(dalam rupiah)

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
Pendapatan Bagi Hasil - LO 37.819.376.233,17] 32.244.618.228.26 5.574.758.004,91
JUMLAH 37.819.376.233,17| 32.244.618.228,26 5.574.758.004,91
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5.4.2.1.18.1 Pendapatan Bagi Hasil -LO Rp37.819.376.233,17

Pendapatan Bagi Hasil — LO merupakan realisai pendapatan bagi hasil dari pemerintah
propinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Pendapatan Bagi Hasil - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)
Kenaikan/

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020
(Penurunan)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.369.439.595,40| 4.374.991.353,87 994.448.241,53
Kendaraan Bermotor - LO
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik 6.854.391.623,44| 4.669.499.486,47 2.184.892.136,97
Nama Kendaraan Bermotor - LO
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan

17.620.466.085,63| 14.923.443.540,03 2.697.022.545,60

Bakar Kendaraan Bermotor - LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pengambilan dan pemanfaatan Air 24.735.160,70 10.987.755,89 13.747.404,81
Permukaan - LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok -
LO

7.950.343.768,00] 8.265.696.092,00 (315.352.324,00)

JUMLAH 37.819.376.233,17] 32.244.618.228,26 5.574.758.004,91

Pendapatan Bagi Hasl — LO mengalami kenaikan sebesar Rp5.574.758.004,91
dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp32.244.618.228,26.

54.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO Rp61.953.053.912,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari

Pendapatan Hibah — LO, Pendapatan Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, secararinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2021

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
Pendapatan Hibah - LO 30.100.159.038,00 52.485.922.441,00 (22.385.763.403,00)
Dana Darurat - LO 0,00 0,00 0,00
Lain-Lain Pendapatan - LO 31.852.894.874,00 0,00 31.852.894.874,00
Jumlah 61.953.053.912,00 52.485.922.441,00 9.467.131.471,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada TA 2021 mengalami peningkatan sebesar
Rp9.467.131.471,00 dibandingkan dengan tahun sebel umnya.

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO Rp30.100.159.038,00

Pendapatan hibah adal ah setiap penerimaan pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang,
jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar
kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, adapun pendapatan hibah — LO
Pemerintah Kabupaten Katingan TA 2021 sebesar Rp30.100.159.038,00 mengal ami penurunan
sebesar Rp22.385.763.403,00 dibandingkan dengan pendapatan hibah TA 2020 sebesar
Rp52.485.922.441,00. Adapun Pendapatan Hibah - LO dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 5.4.15

Pendapatan Hibah - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian

Tahun 2021

Tahun 2020

Kenaikan/
(Penurunan)

Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pusat - LO

11.776.037.880,54

45.287.011.231,00

(33.510.973.350,46)

Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Daerah Lainnya - LO

15.255.991.451,46

3.607.452.320,00

11.648.539.131,46

Pendapatan Hibah dari
Badan/Lembaga/Organisasi Sw asta
dalam Negeri- LO

35.000.000,00

310.593.382,00

(275.593.382,00)

Pendapatan Hibah dari Kelompok
Masyarakat/Perorangan - LO

1.032.260.600,00

3.280.865.508,00

(2.248.604.908,00)

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO

2.000.869.106,00

0,00

2.000.869.106,00

Jumlah

30.100.159.038,00

52.485.922.441,00

(22.385.763.403,00)

5.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundangan- LO  Rp31.852.894.874,00
Pendapatan Lainnya-LO berasal dari pendapatan Hibah Dana BOS untuk TA 2021
Rp31.852.894.874,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.739.446.113,00 dibandingkan dari TA
2020 sebesar Rp34.592.340.987,00 yang disagjikan pada pos Lain-Lain Pendapatan — Pendapatan
Hibah Pemerintah Pusat.

Tabel 5.4.16
Lain-Lain Pendapatan - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
Hibah D:
g‘g‘gapatan ibah Dana 31.852.894.874,00 0,00 31.852.894.874,00
Jumlah 31.852.894.874,00 0,00 31.852.804.874,00

| |
5.4.2 Beban-LO Rp1.211.847.682.253,34

Beban-L O merupakan belanjaatau beban yang tel ah dimanfaatkan dan terjadi pada
tahun berkenaan dengan redlisas Tahun 2020 sebesar Rpl.155.422.609.143,80 dan
realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.211.847.682.253,34.

54.5.1 Beban Operas -LO Rp1.211.847.682.253,34

Beban operasi terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban
Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban
Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Lain-
lain, Beban Bagi Hasil, dan Beban Bantuan Keuangan
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Tabel 5.4.17
Beban Operasi - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai 412.220.735.798,09 | 450.574.337.664,54 (38.353.601.866,45)
Beban Persediaan 63.178.626.007,28 72.298.082.015,00 (9.119.456.007,72)
Beban Jasa 135.841.320.214,20 95.372.951.595,98 40.468.368.618,22
Beban Pemeliharaan 17.036.418.574,69 16.523.008.513,96 513.410.060,73
Beban Perjalanan Dinas 56.768.766.206,00 36.159.185.389,50 20.609.580.816,50
Beban Bunga 0,00 0,00 0,00
Beban Subsidi 1.459.590.100,00 1.416.385.700,00 43.204.400,00
Beban Hibah 57.767.730.246,75 23.157.850.000,00 34.609.880.246,75
Beban Bantuan Sosial 8.920.253.640,00 24.174.639.586,00 (15.254.385.946,00)
Beban Penyisihan Piutang 505.931.624,16 458.109.939,45 47.821.684,71
Beban Lain-lain 1.243.376.711,50 741.150.519,41 502.226.192,09
Beban Penyusutan Peralatan dan M 42.822.238.692,74 36.330.146.303,45 6.492.092.389,29
Beban Penyusutan Gedung dan Ban 18.297.991.603,62 17.142.387.904,04 1.155.603.699,58
Beban Penyusutan Jalan, Jaringand|  168.281.055.295,44 | 152.373.984.279,27 15.907.071.016,17
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainn 0,00 201.245.728,51 (201.245.728,51)
Beban Penyusutan Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwu 843.008.796,87 858.954.233,14 (15.945.436,27)
Beban Bagi Hasil 2.474.916.442,00 2.359.731.055,57 115,185.386,43
Beban Bantuan Keuangan 224.185.722.300,00 | 225.280.458.715,00 (1.094.736.415,00)
Jumlah 1.211.847.682.253,34 | 1.155.422.609.142,82 56.425.073.110,52

54.21.1 Beban Pegawa —LO Rp412.220.735.798,09

Beban pegawai merupakan kompensas terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau
barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbal an atas pekerjaan
yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal .

Beban Pegawai — LO merupakan bagian dari realisasi Beban dalam TA 2021, beban
pegawai pada TA 2021 mengalami Penurunan sebesar Rp38.353.601.866,45 dibandingkan
dengan realisasi beban pegawai pada TA 2020 yakni sebesar Rp450.574.337.664,54.
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Tabel 5.4.18
Beban Pegawai- LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 (Pﬁenliﬁ:zr/‘)
1 |Dinas Pendidikan 218.042.101.001,00 | 223.479.781.276,00| (5.437.680.275,00)
2 |Dinas Kesehatan 59.380.037.616,40 67.572.000.827,00] (8.191.963.210,60)
3 |BLUD RSUD Mas Amsyar 7.109.422.553,69 4.728.168.636,54] 2.381.253.917,15
4 E;ii;j:gg:a” Umum, Penataan Ruang dan 5.281.606.854,00 6.974.176.034,00| (1.692.569.180,00)
5 E;”:;nﬁ:nmhan' Kaw asan Pemukiman dan 3.500.228.526,00 5.636.075.735,00] (2.135.847.209,00)
6 | Satuan Polisi Pamong Praja 4.519.703.546,00 11.158.437.228,00| (6.638.733.682,00)
7 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.785.571.001,00 2.869.097.353,00 (83.526.352,00)
8 |Dinas Sosial 2.653.531.629,00 2.898.515.344,00|  (244.983.715,00)
9 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2.949.255.699,00 3.231.795.896,00|  (282.540.197,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 | Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 3.361.340.786,00 4.026.752.442,00 (665.411.656,00)
dan Keluarga Berencana
11 | Dinas Lingkungan Hidup 3.880.800.270,00 5.313.741.582,00| (1.432.941.312,00)
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.378.831.843,00 3.206.560.890,00 (827.729.047,00)
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.852.152.077,00 3.370.030.419,00 (517.878.342,00)
14 Erna;';;’gi”ikash Informatika, Persandian 3.261.186.443,00 3.611.396.352,00]  (350.209.909,00)
15 Egzzg;nge;szié::?;gjg:ig’f”e”gah’ 3.165.989.877,00 3.595.150.705,00]  (429.160.828,00)
16 _?;ﬁ;;j;i’:jm?uwbda' dan Pelayanan 3.195.823.836,00 3.268.759.214,00 (72.935.378,00)
17 glr;ifa';‘;b“dayaan' Pariw isata, Pemuda dan 3.349.326.707,00 4.137.007.904,00]  (787.681.197,00)
18 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 7.609.394.724,00 7.910.742.443,00 (301.347.719,00)
19 | Sekretariat Daerah 11.877.077.717,00 15.243.405.940,00| (3.366.328.223,00)
20 |Inspektorat Daerah 4.937.049.190,00 4.902.479.142,00 34.570.048,00
21 E::;E;jj:ﬁigiggﬁ?:;;?unan’ 3.695.436.139,00 4.374.249.510,00 (678.813.371,00)
22 g:z:hpenge'o'a Keuangan dan Aset 7.563.591.799,00 9.642.893.530,00 | (2.079.301.731,00)
23 E;i":‘;;epegaw aian, Pendidikan dan 2.708.530.136,00 2.784.908.192,00 (76.378.056,00)
24 | Sekretariat DPRD 14.490.908.243,00 15.192.950.881,00]  (702.042.638,00)
25 | Kecamatan Katingan Kuala 1.931.801.648,00 2.140.501.359,00 (208.699.711,00)
26 |Kecamatan Mendaw ai 1.541.544.951,00 1.657.773.430,00 (116.228.479,00)
27 |Kecamatan Kamipang 1.611.765.271,00 1.654.680.353,00 (42.915.082,00)
28 |Kecamatan Tasik Payaw an 2.016.018.333,00 1.945.750.727,00 70.267.606,00
29 | Kecamatan Katingan Hilir 3.163.926.648,00 3.380.418.178,00|  (216.491.530,00)
30 | Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 2.912.237.350,00 3.078.865.546,00 (166.628.196,00)
31 |Kecamatan Pulau Malan 2.682.243.817,00 2.710.344.184,00 (28.100.367,00)
32 |Kecamatan Katingan Tengah 2.534.323.602,00 3.137.991.491,00 (603.667.889,00)
33 |Kecamatan Sanaman Mantikei 1.564.559.804,00 1.517.566.080,00 46.993.724,00
34 |Kecamatan Marikit 1.365.519.438,00 1.403.587.818,00 (38.068.380,00)
35 | Kecamatan Katingan Hulu 1.920.939.129,00 2.109.598.463,00 (188.659.334,00)
36 | Kecamatan Petak Malai 909.358.725,00 1.100.749.995,00 (191.391.270,00)
37 |Kecamatan Bukit Raya 910.519.800,00 1.065.190.442,00 (154.670.642,00)
38 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.607.079.069,00 4.542.242.123,00] (1.935.163.054,00)
Jumlah 412.220.735.798,09 | 450.574.337.664,54 | (38.353.601.866,45)
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Tabel 5.4.19
Beban Pegawai-LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian

Tahun 2021

Tahun 2020

Kenaikan/
(Penurunan)

Beban Gaji dan Tunjangan - LO

246.699.753.758,00

311.410.189.674,00

(64.710.435.916,00)

Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

82.071.375.032,00

81.233.093.831,00

838.281.201,00

KDH/WKDH - LO

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta

601.600.000,00

3.529.000.000,00

(2.927.400.000,00)

Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah

220.438.539,00

(220.438.539,00)

Beban Uang Lembur - LO

1.934.801.000,00

(1.934.801.000,00)

Beban Honorarium PNS

244.835.000,00

(244.835.000,00)

Beban Honorarium Non PNS

43.073.134.284,00

(43.073.134.284,00)

Beban Belanja Pegawai BLUD

3.942.109.293,88

4.728.168.636,54

(786.059.342,66)

Beban Pegawai Dana BOS - LO

4.200.676.700,00

(4.200.676.700,00)

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN

66.955.404.167,21

- 66.955.404.167,21

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

11.784.808.888,00

- 11.784.808.888,00

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

165.684.659,00

- 165.684.659,00

Jumlah

412.220.735.798,09

450.574.337.664,54

(38.353.601.866,45)

54.2.1.2 Beban Persediaan

Redisas Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021
penurunan sebesar Rp9.119.456.007,72 dibandingkan tahun 2020 sebesar

mengalami

Rp.72.298.082.015,98 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.4.20

Beban Persediaan- LO Berdasarkan PD

Tahun Anggaran 2021

Rp63.178.626.007,28

sebesar Rp63.178.626.007,28

(dalam rupiah)

No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/ (Penurunan)
1 Dinas Pendidikan 781.165.711,00 5.162.940.050,00 (4.381.774.339,00)
2 Dinas Kesehatan 12.253.071.275,92 10.559.262.060,56 1.693.809.215,36
3 BLUD RSUD Mas Amsyar 9.963.282.328,36 7.929.277.871,17 2.034.004.457,19
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
4 Perhubungan 1.245.276.378,00 787.243.830,00 458.032.548,00
Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan
Pertanahan 695.134.057,00 8.835.873.450,00 (8.140.739.393,00)

Satuan Polisi Pamong Praja

384.021.421,00

194.241.639,00

189.779.782,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.012.442.228,00

[

.654.156.270,00

(641.714.042,00)

Dinas Sosial

412.177.502,00

279.103.132,00

133.074.370,00

olo|Njo| O

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

218.501.753,00

113.848.800,00

104.652.953,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

888.355.682,00

626.198.720,00

262.156.962,00

11 Dinas Lingkungan Hidup

2.406.911.135,00

[

.899.732.586,00

507.178.549,00

12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

856.688.400,00

330.583.800,00

526.104.600,00

13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

851.382.429,80

182.366.521,00

669.015.908,80

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan

14 Statistik 392.442.781,00 80.084.400,00 312.358.381,00
15 | orasgangan dan perindustrian 230.573.430,00 533.265.500,00 (302.712.070.00)
16 le?;:dzesn:lnuagﬁl:l Vodal dan Felayanan 187.113.974.00 68.617.516,00 118.496.458,00
17 gzkiz;aebudayaan, Pariw isata, Pemuda dan 308.368.974,00 439.686.540,00 (41.317.566,00)
i8 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 7.806.826.097,00 3.166.900.440,00 4.639.925.657,00

19 Sekretariat Daerah

13.831.892.389,20

23.727.350.141,25

(9.895.457.752,05)

20 Inspektorat Daerah

354.018.990,00

138.568.028,00

215.450.962,00

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

21
dan Pengembangan

852.332.550,00

269.486.500,00

582.846.050,00

22 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

I

.690.043.514,00

[

.256.578.835,00

433.464.679,00

23 Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan

270.449.728,00

311.830.900,00

(41.381.172,00)

24 Sekretariat DPRD

I

.599.052.176,00

N

.241.767.450,00

(642.715.274,00)

25 Kecamatan Katingan Kuala 627.025.840,00 77.872.500,00 549.153.340,00
26 Kecamatan Mendaw ai 124.977.125,00 57.358.500,00 67.618.625,00
27 Kecamatan Kamipang 254.626.450,00 156.745.657,00 97.880.793,00
28 Kecamatan Tasik Payaw an 95.955.200,00 73.345.350,00 22.609.850,00
29 Kecamatan Katingan Hilir 583.617.100,00 260.697.740,00 322.919.360,00
30 Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 96.455.276,00 60.375.002,00 36.080.274,00
31 Kecamatan Pulau Malan 100.131.400,00 29.255.000,00 70.876.400,00
32 Kecamatan Katingan Tengah 560.685.052,00 290.351.000,00 270.334.052,00
33 Kecamatan Sanaman Mantikei 127.620.000,00 65.050.000,00

62.570.000,00

34 Kecamatan Marikit

122.827.282,00

87.419.000,00

35.408.282,00

35 Kecamatan Katingan Hulu

374.231.104,00

61.871.000,00

312.360.104,00

36 Kecamatan Petak Malai

168.224.300,00

124.160.600,00

44.063.700,00

37 Kecamatan Bukit Raya

104.795.000,00

61.803.000,00

42.992.000,00

38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

255.929.974,00

102.792.687,00

153.137.287,00

Jumlah

63.178.626.007,28

72.298.082.015,98

(9.119.456.008,70)
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Tabel 5.4.21

Beban Persediaan - LO

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian

Tahun 2021

Tahun 2020

(Penurunan)

Kenaikan/

Beban Bahan Pakai Habis

63.178.626.007,28

20.000.487.037,02

43.178.138.970,26

Beban Persediaan Bahan/
Material

- 52.297.594.978,96

(52.297.594.978,96)

Jumlah

63.178.626.007,28

72.298.082.015,98

(9.119.456.008,70)

54.2.1.3 Beban Jasa

Tabel 5.4.22
Beban Jasa - LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

Rp135.841.320.214,20
Realisas Beban Jasa TA 2021 sebesar Rp135.841.320.214,20 mengalami kenaikan
sebesar Rp40.468.368.618,22 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp95.372.951.595,98 dengan
rincian sebagal berikut:

(dalam rupiah)

No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Ke naikan/ (Penurunan)
1 |Dinas Pendidikan 7.689.707.080,00 | 18.642.780.750,60 (10.953.073.670,60)
2 |Dinas Kesehatan 43.608.879.440,60 | 42.183.030.753,50 1.425.848.687,10
3 |BLUD RSUD Mas Amsyar 2.131.170.226,28 | 2.330.458.315,00 (199.288.088,72)
4 |Pinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 7.413.966.353,00 357.448.028,00 7.056.518.325,00

Perhubungan
5 E‘;‘r‘:‘:ni:nmha"’ Kaw asan Pemukiman dan 5.503.338.694,82 | 4.039.927.973,00 1.553.410.721,82
6 |Satuan Polisi Pamong Praja 7.844.426.255,00 213.708.793,00 7.630.717.462,00
7 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.564.056.568,00 1.904.311.827,00 (340.255.259,00)
8 |Dinas Sosial 952.401.662,00 426.115.889,00 526.285.773,00
9 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1.228.560.141,00 204.265.321,00 1.024.294.820,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
10 |Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 2.139.028.535,00 | 2.785.050.123,00 (646.021.588,00)
Berencana

11 |Dinas Lingkungan Hidup 4.264.917.543,00 | 1.507.832.587,88 2.757.084.955,12
12 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 947.078.245,00 433.322.755,00 513.755.490,00
13 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.346.422.256,00 377.207.332,00 1.969.214.924,00
14 ggzzt:iomnik“i‘ Informatika, Persandian dan 3.798.969.027,00 |  3.094.879.989,00 704.089.038,00
15 S‘:;Sa;’nzear:jggfe*:;:fg:i;’f"e“gah' 1.732.466.665,00 359.601.285,00 1.372.865.380,00
16 Z':tisﬁ':]‘iza”ama" Modal dan Pelayanan Terpadu 830.532.149,00 182.532.220,00 647.999.929,00
17 gilr;ifa';zb“dayaan' Pariw isata, Pemuda dan 2.328.806.095,00 584.080.870,00 1.744.725.225,00
18 |Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2.078.036.343,00 1.118.191.522,00 959.844.821,00
19 |Sekretariat Daerah 7.304.452.822,00 | 6.346.510.583,00 957.942.239,00
20 |Inspektorat Daerah 498.806.399,00 327.164.017,00 171.642.382,00
21 E:::;:s;;;i”aa" Pembangunan, Penelitian dan 2.950.104.834,00 | 1.468.614.318,00 1.481.490.516,00
22 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4.223.940.773,50 1.519.753.784,00 2.704.186.989,50
23 (BF?:'?S)PE”QE'O'E‘ Keuangan dan Aset Daerah 7.576.233.540,00 0,00 7.576.233.540,00
24 |Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan 2.948.599.247,00 1.114.344.218,00 1.834.255.029,00
25 |Sekretariat DPRD 5.162.309.915,00 | 1.638.992.312,00 3.523.317.603,00
26 |Kecamatan Katingan Kuala 768.155.403,00 167.122.800,00 601.032.603,00
27 |Kecamatan Mendaw ai 229.377.700,00 88.413.700,00 140.964.000,00
28 |Kecamatan Kamipang 396.317.950,00 162.674.300,00 233.643.650,00
29 |Kecamatan Tasik Payaw an 225.618.076,00 103.463.734,00 122.154.342,00
30 |Kecamatan Katingan Hilir 1.056.388.732,00 377.623.705,00 678.765.027,00
31 |Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 454.987.913,00 166.008.280,00 288.979.633,00
32 |Kecamatan Pulau Malan 156.188.976,00 92.699.236,00 63.489.740,00
33 |Kecamatan Katingan Tengah 849.745.050,00 282.588.836,00 567.156.214,00
34 |Kecamatan Sanaman Mantikei 279.178.299,00 88.709.484,00 190.468.815,00
35 |Kecamatan Marikit 353.337.463,00 146.075.737,00 207.261.726,00
36 |Kecamatan Katingan Hulu 466.568.196,00 145.741.495,00 320.826.701,00
37 |Kecamatan Petak Malai 221.258.600,00 130.512.750,00 90.745.850,00
38 |Kecamatan Bukit Raya 148.962.800,00 68.025.000,00 80.937.800,00
39 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.078.024.247,00 193.166.973,00 884.857.274,00

Jumlah 135.841.320.214,20 | 95.372.951.595,98 40.468.368.618,22
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Tabel 5.4.23

Beban Jasa - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No

Uraian

Tahun 2021

Tahun 2020

Kenaikan/
(Penurunan)

Beban Jasa Kantor

103.484.039.281,25

29.573.666.895,88

73.910.372.385,37

Beban Premi Asuransi

13.683.151.130,50

17.021.117.752,00

(3.337.966.621,50)

Beban Sew a
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

842.044.000,00

366.835.000,00

475.209.000,00

Beban Sew a Sarana Mobilitas

2.513.553.143,00

1.549.450.000,00

964.103.143,00

Beban Sew a Alat Berat

0,00

0,00

0,00

Beban Sew a Perlengkapan dan
Peralatan Kantor

0,00

165.730.000,00

(165.730.000,00)

Beban Jasa Konsultansi Kontruksi

4.576.406.872,82

3.029.719.803,00

1.546.687.069,82

Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi

4.267.371.450,00

0,00

4.267.371.450,00

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis PNS

3.149.732.643,00

890.234.400,00

2.259.498.243,00

10

Beban Uang untuk diberikan kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat

105.000.000,00

2.356.200.000,00

(2.251.200.000,00)

Seluler

11 | Beban Pemeriksaan Laboratorium 0,00 62.235.000,00 (62.235.000,00)

12 | Beban Jasa Medik dan Peraw atan 0,00 17.726.428.224,50 (17.726.428.224,50)

13 |Beban Peralatan Pemeliharaan Taman 0,00 72.179.850,00 (72.179.850,00)

14 |Beban Jasa Tenaga Kerja Non 0,00 990.137.130,00 (990.137.130,00)
Pegaw ai

15 | Beban Jasa Komunikasi/Telepon 0,00 27.772.531,00 (27.772.531,00)

16

Beban Barang dan Jasa BLUD

3.138.877.193,36

2.330.458.315,00

808.418.878,36

Beban Honorarium Tenaga Ahli/

daerah bagi pegaw ai Non ASN

17 0,00 1.312.745.328,00 (1.312.745.328,00)
Narasumber/ Instruktur

18 Egba” Barang dan Jasa Dana BOS - 0,00 17.891.441.366,60|  (17.891.441.366,60)

19 Bet-)an Biaya Jasa Pembuatan Jurnal / 0.00 4.000.000,00 (4.000.000,00)
Artikel - LO

20 |Beban Sampling 0,00 2.600.000,00 (2.600.000,00)

21 |Beban sew a aset tetap lainnya 30.240.000,00 0,00 30.240.000,00

2o |Beban jasa Insentif pemungutan pajak 50.904.500,00 0,00 50.904.500,00

Jumlah

135.841.320.213,93

95.372.951.595,98

40.468.368.617,95

54214

mengalami

Beban Pemeélihar aan

Kenaikan sebesar Rp513.410.060,73 dibandingkan

Rp16.523.008.513,96 dengan rincian sebagai berikut :

Rp17.036.418.574,69
Realisas Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.036.418.574,69

tahun 2020 sebesar
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Tabel 5.4.24

Beban Pemeliharaan - LO Berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)
No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
1 |Dinas Pendidikan 292.946.638,00 174.321.383,00 118.625.255,00
2 |Dinas Kesehatan 4.228.817.470,00 2.207.111.073,00] 2.021.706.397,00
3 |BLUD Mas Amsyar 0,00 135.186.000,00] (135.186.000,00)
4 |Pas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 2.948.030.761,69 1.170.900.900,00| 1.777.129.861,69
Perhubungan
5 [Dnas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan 663.040.000,00 695.068.500,00|  (32.028.500,00)
Pertanahan
6 [Satuan Polisi Pamong Praja 382.068.937,00 303.947.057,00 78.121.880,00
7 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 235.899.000,00 156.346.165,00 79.552.835,00
8 |Dinas Sosial 345.131.649,00 113.024.878,00 232.106.771,00
9 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 53.622.528,00 153.471.002,00]  (99.848.474,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 |Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 258.217.731,00 448.724.868,00| (190.507.137,00)
dan Keluarga Berencana
11 |Dinas Lingkungan Hidup 749.892.000,00 1.083.231.375,00] (333.339.375,00)
12 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 128.739.000,00 116.587.364,00 12.151.636,00
13 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 294.341.137,00 74.901.150,00 219.439.987,00
14 Dlna.s Komunlka3|, Informatika, Persandian dan 88.752.200,00 230.145.177,00|  (141.392.977,00)
Statistik
15 |Pinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 55.122.000,00 354.892.187,00| (299.770.187,00)
Perdagangan dan Perindustrian
1 |Pinas Penanaman Modal dan Pelayanan 276.562.700,00 168.718.500,00|  107.844.200,00
Terpadu Satu Pintu
17 |Pinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan 314.491.333,00 63.062.700,00]  251.428.633,00
Olahraga
18 |Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 151.861.078,00 120.685.800,00 31.175.278,00
19 |Sekretariat Daerah 1.706.035.822,00 3.228.860.176,00| (1.522.824.354,00)
20 |Inspektorat Daerah 342.201.445,00 253.312.674,00 88.888.771,00
p1 |Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 386.859.299,00 451.579.926,00  (64.720.627,00)
dan Pengembangan
22 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 449.427.803,00 1.054.466.671,00] (605.038.868,00)
23 |Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan 413.728.000,00 244.917.456,00 168.810.544,00
24 | Sekretariat DPRD 905.627.583,00 1.049.689.700,00] (144.062.117,00)
25 |Kecamatan Katingan Kuala 224.575.000,00 677.992.740,00 (453.417.740,00)
26 |Kecamatan Mendaw ai 69.496.500,00 58.347.500,00 11.149.000,00
27 |Kecamatan Kamipang 81.202.000,00 76.167.600,00 5.034.400,00
28 |Kecamatan Tasik Payaw an 73.865.500,00 45.609.500,00 28.256.000,00
29 |Kecamatan Katingan Hilir 180.577.000,00 188.695.600,00 (8.118.600,00)
30 |Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 35.342.000,00 350.697.290,00| (315.355.290,00)
31 |Kecamatan Pulau Malan 44.680.000,00 56.060.500,00 (11.380.500,00)
32 |Kecamatan Katingan Tengah 133.244.735,00 469.808.551,96] (336.563.816,96)
33 |Kecamatan Sanaman Mantikei 51.615.000,00 104.539.800,00 (52.924.800,00)
34 |Kecamatan Marikit 65.903.700,00 195.591.000,00] (129.687.300,00)
35 |Kecamatan Katingan Hulu 98.969.525,00 57.088.000,00 41.881.525,00
36 |Kecamatan Petak Malai 110.445.000,00 94.395.150,00 16.049.850,00
37 |Kecamatan Bukit Raya 42.520.000,00 22.226.000,00 20.294.000,00
38 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 152.566.500,00 72.636.600,00 79.929.900,00
Jumlah 17.036.418.574,69 16.523.008.513,96 513.410.060,73
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Tabel 5.4.25
Beban Pemeliharaan — LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan /
(Penurunan)
1 |Beban Pemeliharaan 17,036,418,574.69| 16,523,008,513.96 513,410,060.73
Jumlah 17,036,418,574.69| 16,523,008,513.96 513,410,060.73
5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas Rp56.768.766.206,00

Redisas Beban Pemeiharaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp56.768.766.206,00
mengalami  Kenaikan sebesar Rp20.609.580.816,50 dibandingkan tahun 2020 sebesar
Rp36.159.185.389,50 dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel 5.4.26

Beban Perjalanan Dinas - LO Berdasarkan PD

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan / (Penurunan)
Dinas Pendidikan 1.180.198.597 528.499.426 651.699.171
Dinas Kesehatan 19.071.600.306 12.227.655.399 6.843.944.908

3 |Pinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 3.015.215.064 1.110.737.927 1.904.477.137
dan Perhubungan

4 |Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman 1.510.221.428 877.980.062 641.241.366
dan Pertanahan

5 |Satuan Polisi Pamong Praja 1.097.452.084 497.035.200 600.416.884

6 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 726.696.346 837.401.365 (110.705.019)

7 |Dinas Sosial 826.389.043 455.083.565 371.305.478

8 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 398.075.000 321.226.400 76.848.600
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

9 |Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk| 1.986.610.080 499.673.000 1.486.937.080
dan Keluarga Berencana

10 |Dinas Lingkungan Hidup 868.480.549 496.974.614 371.505.935

11 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 856.569.205 444.362.200 412.207.005

12 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.124.102.508 619.536.744 504.565.764

13 |Pinas Komunikasi, Informatika, Persandian 526.647.000 435.874.875 90.772.125
dan Statistik

14 [Dnas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 692.350.934 560.577.205 131.773.729
Perdagangan dan Perindustrian

15 |Pnas Penanaman Modal dan Pelayanan 684.679.084 390.868.965 293.810.119
Terpadu Satu Pintu

16 |Pnas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda 725.718.735 329.098.287 396.620.448
dan Olahraga

17 |Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 1.149.570.100 605.823.079 543.747.021

18 | Sekretariat Daerah 3.060.857.689 1.893.629.004 1.167.228.685

19 | Inspektorat Daerah 2.626.306.755 1.699.423.633 926.883.122

20 |Badan Perencanaan Pembangunan, 924.548.481 1.016.349.234 (91.800.753)
Penelitian dan Pengembangan

21 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1.522.889.577 976.422.773 546.466.804
Daerah

27 |Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan 835.710.336 765.330.826 70.379.510
Pelatihan

23 | Sekretariat DPRD 6.771.606.622 5.201.533.582 1.570.073.040

24 | Kecamatan Katingan Kuala 251.395.000 268.472.700 (17.077.700)

25 |Kecamatan Mendaw ai 349.613.600 239.825.554 109.788.046

26 |Kecamatan Kamipang 299.087.483 273.140.443 25.947.040

27 |Kecamatan Tasik Payaw an 288.940.600 268.651.000 20.289.600

28 |Kecamatan Katingan Hilir 131.080.000 129.161.000 1.919.000

29 |Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 254.040.000 210.977.400 43.062.600

30 | Kecamatan Pulau Malan 202.158.000 204.830.200 (2.672.200)

31 |Kecamatan Katingan Tengah 350.282.000 263.809.600 86.472.400

32 |Kecamatan Sanaman Mantikei 301.660.000 278.757.228 22.902.772

33 |Kecamatan Marikit 331.430.000 193.715.800 137.714.200

34 |Kecamatan Katingan Hulu 478.924.000 286.347.500 192.576.500

35 |Kecamatan Petak Malai 265.690.000 208.570.800 57.119.200

36 |Kecamatan Bukit Raya 422.195.000 260.440.000 161.755.000

37 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 650.775.000 281.388.800 369.386.200

Jumlah 56.768.766.206 36.159.185.390 20.609.580.817
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Tabel 5.4.27
Beban Perjalanan Dinas - LO
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Kenaikan /
(Penurunan)
1 |Beban Perjalanan Dinas 56.768.766.206,00| 36.159.185.389,50| (20.760.278.516,00)

Jumlah 56.768.766.206,00| 36.159.185.389,50 20.609.580.816,50

No Uraian Saldo 2021 Saldo 2020

54.2.1.6 Beban Bunga Rp0,00

Beban Bunga merupakan alokas pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran

bunga (interest) yang dilakukan atas kewgjiban penggunaan pokok utang (principal

outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah

yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda, adapun

realisas beban bunga Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah
Rp0,00.

5.4.2.1.7 Beban Subsidi Rp1.459.590.100,00

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah

daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar hargajual produksi/jasayang dihasilkan dapat

terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi yang teredlisasi pada tahun 2021 sebesar
Rp1.459.590.100,00 lebih rendah Rp43.204.400,00 dari realisasi subsidi tahun sebelumnya.

Adapun rincian beban subsidi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021 merupakan

realisas atas beban subsidi ke Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan dari PPKD

sebesar Rp1.320.890.100,00 dan Badan Usaha Milik Swasta dari Dinas koperasi Usaha K ecil

menengah Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp138.700.000,00, dapat tergambar sebagai

berikut:
Tabel 5.4.28
Beban Subsidi
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/ (Penurunan)

Beban Subsidi 1.459.590.100,00 | 1.416.385.700,00 43.204.400,00
JUMLAH 1.459.590.100,00 | 1.416.385.700,00 43.204.400,00

54.2.1.8 Beban Hibah Rp57.767.730.246,75

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada
pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi
kemasyarakatan, yang bersifat tidak wagjib dan tidak mengikat, adapun rincian beban hibah
Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021 dapat tergambar sebagai berikut:

Tabel 5.4.29
Beban Hibah berdasarkan PD
Tahun Anggaran 2021 dalam rupiah
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
Dinas Pendidikan 27.722.479.581,47 - 27.722.479.581,47
Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman
dan Pertanahan 3.247.902.824,83 - 3.247.902.824,83
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.252.654.957,17 - 2.252.654.957,17
Dinas Kebudayaan, Pariw isata, Pemuda
dan Olahraga 2.413.856.426,40 - 2.413.856.426,40
Sekretariat Daerah 10.554.871.928,56 - 10.554.871.928,56
BPKAD 10.573.362.111,32 23.157.850.000,00 |( 12.584.487.888,68)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.002.602.417,00 1.002.602.417,00
Jumlah 57.767.730.246,75 23.157.850.000,00 34.609.880.246,75

e —
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Tabel 5.4.30
Beban Hibah
Tahun Anggaran 2021

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat - -
Beban Hibah Kepada Pemerintah daerah
lainnya 16.444.753.848,88 - | 16.444.753.848,88
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga,
Organisasi Kemasyarakatan 16.292.144.344,40 | 20.510.000.000,00 |( 4.217.855.655,60)
Beban Hibah Dana BOS 24.253.229.581,47 2.647.850.000,00 | 21.605.379.581,47
Beban Bantuan Keuangan kepada Parpol 777.602.417,00 - 777.602.417,00
Jumlah 57.767.730.191,75 | 23.157.850.000,00 | 34.609.880.191,75
54.2.1.9 Beban Bantuan Sosial Rp8.920.253.640,00

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau
barang yang diberikan kepadaindividu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial, adapun realisas beban bantuan sosial pada tahun 2021 sebesar
Rp8.920.253.640,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.254.385.949,00 dibandingkan

dengan realisas beban bantuan sosial pada tahun 2021 sebesar Rp24.174.639.586,00.
Tabel 5.4.31
Beban Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2021

dalam rupiah

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
Dinas Kesehatan 6.723.849.140,00 - 6.723.849.140,00
Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman
dan Pertanahan 1.820.000.000,00 - 1.820.000.000,00
Dinas Sosial 376.404.500,00 - 376.404.500,00
BPKAD - | 24.174.639.586,00 |( 24.174.639.586,00 )
Jumlah 8.920.253.640,00 | 24.174.639.586,00 |( 15.254.385.946,00 )
Tabel 5.4.32
Beban Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2021
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 K enaikan / (penurunan
Beban Bantuan Sosial Kepada | ndividu 105.178.500,00 - 105.178.500,00
Beban Bantuan Sosial Kepada K eluarga 260.044.000,00 - 260.044.000,00
Beban Bantuan Sosial K epada K elompok 1.820.000.000,00 22.032.639.58600 | (21.112.639.586,00)
Masyarakat
Beban Bantuan Sosial kepada L embaga 6.735.031.140,00 124200000000 |  5.493.031.140,00
Non Pemerintah
Jumlah 8.920.253.640,0000 | 24.174.639.586,0000 | (15.254.385.946,00)

Redlisas Bantuan kepada Masyarakat berupa bantuan uang kepada masyarakat yang
mempunyai rumah tidak layak huni Sebesar Rp1.820.000.000,00. Beban Bantuan Sosial berupa
pembayaran kontribusi bantuan iuran PBPU-BP sebesar. Rp6.735.031.140,00. Bantuan sosia
uang kepada individu berupa beras, pakaian, kursi roda dan mesin kompresor sebesar
Rp105.178.500,00. Bantuan sosial uang kepada keluarga berupa Bantuan Beras, barang dan
BBR (Bahan Bangunan Rumah) kepada masyarakat korban kebakaran sebesar
Rp.260.044.000,00.
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5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang Rp505.931.624,16
Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat

diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas

lain, adapun beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember

2021 adalah Rp505.931.624,16 untuk gambaran terkait beban penyisihan piutang adalah

sebagal berikut :
Tabel 5.4.33
Beban Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2021
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)

Beban Penyisihan Piutang 505.931.624,16 | 458.109.939,45|  47.821.684,71

Pendapatan
Jumlah 505.931.624,16] 458.109.939,45 47.821.684,71
5.4.2.1.11 Beban Lain Lain Rp1.243.376,711,50

Beban lain-lain adalah beban yang tidak termasuk dalam klasifikasi beban pegawai, beban
barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset
tetap/amortisas dan beban transfer. Beban lain-lain sebesar Rpl.243.376.711,50 yang

merupakan Beban Exstracomptable dan Beban Penurunan Nilai Investas dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel 5.4.34
Realisasi Beban Extracomptable
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
Beban Penurunan Nilai 402.673.763,50 0,00 402.673.763,50
Investasi
Beban Extracomptable 840.702.948,00 739.200.519,41 101.502.428,59
Beban Lain-lain 0,00 1.950.000,00 (1.950.000,00)
Jumlah 1.243.376.711,50 741.150.519,41 502.226.192,09
5.4.2.1.12 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp42.822.238.692,74

Redisas Beban Penyusutan Peradatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp42.822.238.692,74 mengalami Kenaikan sebesar Rp6.492.092.389,29 dibandingkan tahun
2020 sebesar Rp36.330.146.303,45 dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel 5.4.35

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per PD

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan / (Penurunan)
1 |Dinas Pendidikan 8.798.823.456,63 4.828.772.142,92 3.970.051.313,71
2 |Dinas Kesehatan 8.451.004.338,79 5.543.107.108,69 2.907.897.230,10
3 |BLUD RSUD Mas Amsyar 6.714.822.598,98 5.639.266.983,95 1.075.555.615,03
a 3;na;ﬁtiriizr;:m”m’ Penataan Ruang 2.010.282.688,92 2.010.172.278,96 110.409,96
5 3‘;’"2;‘:;2;?:?”’ Kaw asan Pemukiman 864.801.689,09 898.692.162,66 (33.890.473,57)
6 |Satuan Polisi Pamong Praja 436.301.333,03 329.168.650,91 107.132.682,12
7 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.510.776.176,80 2.185.004.213,73 325.771.963,07
8 |Dinas Sosial 158.561.608,01 117.295.660,43 41.265.947,58
9 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 111.157.428,21 197.516.009,94 (86.358.581,73)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
10 | Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 595.869.459,09 565.822.617,77 30.046.841,32
dan Keluarga Berencana
11 |Dinas Lingkungan Hidup 1.290.060.655,24 1.182.547.643,04 107.513.012,20
12 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 350.454.365,48 411.714.299,86 (61.259.934,38)
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 187.946.500,01 253.709.958,47 (65.763.458,46)
14 Z';azt';gg;“(”ikw' Informatika, Persandian 668.552.501,14 672.405.568,21 (3.853.067,07)
15 iﬁii;;ngegsﬂégspitigfgxi:'rf”e”gah’ 315.888.258,93 346.639.768,71 (30.751.509,78)
16 ?;TJZ:EZZZET;?UMOMI dan Pelayanan 212.722.650,32 241.979.011,71 (29.256.361,39)
17 5';:50:2';:’:;:”"“”’ Pariwisata, Pemuda 296.011.402,47 358.961.634,47 (62.950.232,00)
18 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 648.023.829,78 773.708.763,83 (125.684.934,05)
19 | Sekretariat Daerah 2.763.733.028,35 3.407.050.050,03 (643.317.021,68)
20 | Inspektorat Daerah 276.286.953,56 287.855.322,49 (11.568.368,93)
21 ?:g;;gﬁf:ﬁ:ig’;ﬁ::;:ﬁ“”a”' 707.919.321,25 923.858.520,85 (215.939.199,60)
22 gzg‘:‘:hpenge")'a Keuangan dan Aset 1.574.620.618,92 2.128.675.341,73 (554.054.722,81)
23 g:g?:hiepr;fé‘;la Keuangan dan Aset 7.623.000,00 45.415.791,72 (37.792.791,72)
24 g;‘:;;aﬁepega"" alan, Pendidikan dan 360.988.810,13 343.506.157,40 17.482.652,73
25 | Sekretariat DPRD 985.322.576,40 1.010.676.801,95 (25.354.225,55)
26 | Kecamatan Katingan Kuala 118.156.907,15 88.249.563,73 29.907.343,42
27 | Kecamatan Mendaw ai 68.164.603,34 63.291.475,64 4.873.127,70
28 | Kecamatan Kamipang 209.195.877,12 203.428.395,70 5.767.481,42
29 | Kecamatan Tasik Payaw an 65.020.941,43 65.944.093,94 (923.152,51)
30 |Kecamatan Katingan Hilir 175.587.086,90 144.657.856,77 30.929.230,13
31 | Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 74.419.830,86 89.860.176,27 (15.440.345,41)
32 | Kecamatan Pulau Malan 43.125.380,00 84.574.973,88 (41.449.593,88)
33 | Kecamatan Katingan Tengah 157.730.228,57 140.799.553,31 16.930.675,26
34 | Kecamatan Sanaman Mantikei 30.273.662,86 88.827.132,20 (58.553.469,34)
35 |Kecamatan Marikit 52.153.848,57 106.510.887,12 (54.357.038,55)
36 |Kecamatan Katingan Hulu 139.044.852,16 127.269.901,88 11.774.950,28
37 |Kecamatan Petak Malai 128.604.855,69 134.987.587,25 (6.382.731,56)
38 | Kecamatan Bukit Raya 144.906.519,99 85.568.811,63 59.337.708,36
39 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 117.298.848,57 202.653.429,70 (85.354.581,13)
Jumlah 42.822.238.692,74 36.330.146.303,45 6.492.092.389,29
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5.4.2.1.13 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp18.297.991.603,62
Redlisas Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp18.297.991.603,62 mengalami kenaikan sebesar Rp1.155.603.699,58 dibandingkan tahun

2020 sebesar Rp17.142.387.904,04 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.36
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per PD
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Kenaikan /

No Uraian Tahun 2021 Tahun 2020
(Penurunan)

1 |Dinas Pendidikan 5.624.991.040,81 5.283.248.127,79 341.742.913,02
2 |Dinas Kesehatan 2.175.040.651,52 1.432.294.361,23 742.746.290,29
3 |BLUD RSUD Mas Amsyar 343.415.062,45 309.702.532,00 33.712.530,45
4 |Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 857.672.477,81 703.261.488,13 154.410.989,68
5 |Dinas Perumahan, Kaw asan Pemukiman dan 1.488.417.433,28 1.348.598.170,37 139.819.262,91
6 |Satuan Polisi Pamong Praja 104.762.041,77 104.221.922,32 540.119,45
7 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 16.202.150,00 16.235.313,17 (33.163,17)
8 |Dinas Sosial 142.791.441,06 140.933.236,71 1.858.204,35
9 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 175.586.799,98 176.095.975,89 (509.175,91)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

154.524.410,37

132.047.938,35

22.476.472,02

11

Dinas Lingkungan Hidup

374.568.637,43

336.083.256,83

38.485.380,60

12

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

44.237.948,91

43.182.361,04

1.055.587,87

13

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

52.386.649,54

106.182.647,51

(53.795.997,97)

14

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik

131.690.211,75

137.703.921,34

(6.013.709,59)

15

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian

931.737.110,37

932.433.584,94

(696.474,57)

16

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

62.678.202,01

62.678.209,71

(7,70)

17

Dinas Kebudayaan, Pariw isata, Pemuda dan
Olahraga

839.139.523,48

914.231.827,59

(75.092.304,11)

18

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

920.803.718,35

924.688.461,26

(3.884.742,91)

19

Sekretariat Daerah

1.830.135.848,03

1.899.878.671,97

(69.742.823,94)

20

Inspektorat Daerah

132.513.624,00

132.699.254,96

(185.630,96)

21

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan

241.995.259,04

254.949.216,91

(12.953.957,87)

22

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

526.962.042,94

609.377.198,96

(82.415.156,02)

23

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(PPKD)

4.890.966,10

4.901.117,28

(10.151,18)

24

Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan

126.129.602,20

134.304.477,77

(8.174.875,57)

25 | Sekretariat DPRD 448.287.419,34 501.647.111,52 (53.359.692,18)
26 |Kecamatan Katingan Kuala 90.151.013,45 87.057.691,96 3.093.321,49
27 |Kecamatan Mendaw ai 24.004.000,00 24.053.689,98 (49.689,98)
28 | Kecamatan Kamipang 58.384.266,30 47.812.204,20 10.572.062,10
29 |Kecamatan Tasik Payaw an 21.096.500,00 21.139.452,20 (42.952,20)
30 | Kecamatan Katingan Hilir 84.635.110,97 69.734.652,53 14.900.458,44
31 |Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 31.909.300,00 27.479.392,09 4.429.907,91
32 |Kecamatan Pulau Malan 20.441.838,87 16.892.922,86 3.548.916,01
33 | Kecamatan Katingan Tengah 25.027.910,00 25.079.193,09 (51.283,09)
34 | Kecamatan Sanaman Mantikei 19.733.818,00 19.774.009,25 (40.191,25)
35 | Kecamatan Marikit 14.441.964,00 14.471.434,36 (29.470,36)
36 | Kecamatan Katingan Hulu 17.502.208,00 17.037.312,79 464.895,21
37 | Kecamatan Petak Malai 71.928.569,91 63.388.078,97 8.540.490,94

38

Kecamatan Bukit Raya

18.198.241,44

18.552.162,75

(353.921,31)

39

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

48.976.590,14

48.335.321,46

641.268,68

Jumlah

18.297.991.603,62

17.142.387.904,04

1.155.603.699,58
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5.4.2.1.14 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigas
Redlisas Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp168.281.055.295,44 mengal ami kenaikan sebesar Rp15.907.071.016,17 dibandingkan tahun

2020 sebesar Rp152.373.984.279,27 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.37
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Per PD
Tahun Anggaran 2021

Rp168.281.055.295,44

(dalam rupiah)

NO Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 (S:j;ﬁi’;é )
Dinas Pendidikan 75.731.992,22 53.629.459,47 22.102.532,75
Dinas Kesehatan 117.533.349,68 116.524.375,67 1.008.974,01

3 BLUD RSUD Mas Amsyar 10.598.772,50 10.620.535,89 (21.763,39)

4 Egizgj:geg:an Umum, Penataan Ruang dan 154.735.927.524,38| 140.669.212.316,07| 14.066.715.208,31

5 ng;nz:nmhan' Kawasan Pemukiman dan 9.245.596.653,59|  7.133.457.966,43| 2.112.138.687,16

6 Satuan Polisi Pamong Praja 55.226.370,74 55.530.166,51 (303.795,77)

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 201.250,00 201.663,24 (413,24)

8 Dinas Sosial 27.224.634,72 27.280.887,50 (56.252,78)

9 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 65.534.936,83 126.104.984,81 (60.570.047,98)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

10 |Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 46.049.000,00 47.733.888,78 (1.684.888,78)
Berencana

11 |Dinas Lingkungan Hidup 496.212.150,25 530.331.513,86 (34.119.363,61)

12 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.661.199,60 9.681.242,66 (20.043,06)

13 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5.270.200,00 5.297.328,60 (27.128,60)

14 g’;zzt"'((om“mkaSi’ informatika, Persandian dan 48.041.521,69 47.967.437,64 74.084,05

15 E;”rzzg'(;pge;:zi’a:ia;:;L(jscti:ig’f”e”gah’ 13.097.525,24 63.364.060,20|  (50.266.534,96)

16 g:tisgﬁza”am” Modal dan Pelayanan Terpadu 115.435.688,96 116.906.235,20 (1.470.546,24)

17 glr;ifa';zb”dayaa”' Pariwisata, Pemuda dan 132.075.724,25 71.509.301,19 60.566.423,06

18 |Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 703.019.044,42 732.657.248,29 (29.638.203,87)

19 |Sekretariat Daerah 412.230.626,29 412.765.289,00 (534.662,71)

20 |Inspektorat Daerah 4.235.833,82 4.244.369,89 (8.536,07)

21 E::ggﬁ:;ﬁg;:”aa” Pembangunan, Penelitian dan 15.989.247,66 16.072.346,34 (83.098,68)

22 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 142.971.673,38 307.931.729,47 (164.960.056,09)

23 ?;;;S)Pe”geb'a Keuangan dan Aset Daerah 1.125.007.891,94|  1.318.135.575,66| (193.127.683,72)

24 |Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan 97.557.723,54 97.748.334,30 (190.610,76)

25 |Sekretariat DPRD 213.134.558,85 191.110.782,01 22.023.776,84

26 |Kecamatan Katingan Kuala 68.780.200,00 13.449.900,95 55.330.299,05

27 |Kecamatan Mendaw ai 520.000,00 521.053,50 (1.053,50)

28 |Kecamatan Kamipang 755.807,97 823.816,85 (68.008,88)

29 |Kecamatan Katingan Hilir 20.031.000,00 551.053,93 19.479.946,07

30 |Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 48.729.830,00 24.546.947,71 24.182.882,29

31 |Kecamatan Katingan Tengah 95.099.502,50 78.154.686,73 16.944.815,77

32 |Kecamatan Marikit 125.000,00 125.256,67 (256,67)

33 |Kecamatan Katingan Hulu 96.645.500,00 56.095.426,39 40.550.073,61

34 |Kecamatan Petak Malai 1.706.600,00 599.077,62 1.107.522,38

35 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 35.096.760,42 33.098.020,24 1.998.740,18

Jumlah 168.281.055.295,44| 152.373.984.279,27| 15.907.071.016,17
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5.4.2.1.15 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Redlisas Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00

mengal ami

Rp201.245.728,51 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.38

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per PD

Tahun Anggaran 2021

Rp0,00

penurunan sebesar Rp201.245.728,51 dibandingkan tahun 2020 sebesar

(dalam rupiah)

Kenaikan /

NO Uraian Tahun 2021 Tahun 2020
(Penurunan)
1 |Dinas Pendidikan 0,00 57.128.512,91 (57.128.512,91)
> Dinas PUPR 0,00 1.878.850,10 (1.878.850,10)
3 |Dinas Sosial 0,00 331.279,95 (331.279,95)
a Dinas Trans_mlgraSl dan 0,00 0,00 0,00
Tenaga Kerja
5 DP3AKB 0,00 0,00 0,00
6 Dinas Pemberdayaan 0,00 0,00 0,00
Masyarakat dan Desa
Dinas Kebudayaan, 0,00 75.329.214,22
7 Kepemudaan, Olahraga (75.329.214,22)
dan Pariw isata
8 Dinas P-ertanlan, Pangan 0,00 292.265,57 (292.265,57)
dan Perikanan
9 |sekretariat Daerah 0,00 10.440.965,10 (10.440.965,10)
10 |Sekretariat DPRD 0,00 37.366.570,84 (37.366.570,84)
11 |Kecamatan Kamipang 0,00 1.252.566,74 (1.252.566,74)
Badan Pengelola 0,00 17.225.503,08
12 |Keuangan dan Aset (17.225.503,08)
Daerah
Jum lah 0,00 201.245.728,51 (201.245.728,51)

5.4.2.1.16 Beban Penyusutan Aset Lainnya
Redlisas Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020 sebesar

Rp0,00.

5.4.2.1.17 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
Redisas Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp843.008.796,87 mengalami penurunan sebesar Rp15.945.436,27 dibandingkan tahun 2020
sebesar Rp858.954.233,14 dengan rincian sebagai berikut :

Rp0,00

Rp843.008.796,87
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Tabel 5.4.39

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Per PD

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

NO Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan /
(Penurunan)
1 |Dinas Pendidikan 43.610.886,47 36.249.524,89 7.361.361,58
2 |Dinas Kesehatan 7.457.370,65 18.697.063,66| ( 11.239.693,01)
3 |BLUD RSUD Mas Amsyar 113.811.456,34 285.347.227,93] (171.535.771,59 )
Dinas Pekerjaan Umum, 18.250.136,91 5.771.024,08 12.479.112,83
4 | Penataan Ruang dan
Perhubungan
5 Dinas Perumahan, Kaw asan 464.385.750,51 281.007.006,70 183.378.743,81
Pemukiman dan Pertanahan
6 Dinas Transmigrasi dan 3.555.052,03 0,00 3.555.052,03
Tenaga Kerja
Dinas Pemberdayaan 5.181.678,14 0,00 5.181.678,14
- Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
8 |Dinas Lingkungan Hidup 15.687.106,48 39.330.595,48| ( 23.643.489,00 )
o Dinas Kependudukan dan 5.940.617,31 14.894.271,04| ( 8.953.653,73)
Pencatatan Sipil
o Dinas Komunikasi, Informatika, 839.310,16 2.104.312,11| ( 1.265.001,95)
Persandian dan Statistik
Dinas Koperasi, Usaha Kecil 2.207.535,59 6.052.170,43] ( 3.844.634,84)
11 | Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian
12 Dinas Penanaman Modal dan 12.340.065,01 38.592.833,69| ( 26.252.768,68)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13 | Sekretariat Daerah 14.527.727,23 6.581.626,28 7.946.100,95
14 | Inspektorat Kabupaten 43.695.523,61] ( 43.695.523,61)
15 Badan Pengelola Keuangan 119.647.330,60 26.922.053,39 92.725.277,21
dan Aset Daerah
16 | Bappelitbang 32.095.831,62| ( 32.095.831,62)
17 Badan Kepegaw aian, 10.621.719,05 11.169.989,03| ( 548.269,98)
Pendidikan dan Pelatihan
18 Dinas transmigrasi dan tenaga 3.564.791,89]| ( 3.564.791,89)
kerja
19 | Kecamatan Katingan Kuala 1.956.392,01 4.905.051,33| ( 2.948.659,32)
20 Badan Kesatuan Bangsa dan 2.988.662,38 1.973.335,98 1.015.326,40
Politik
JUMLAH 843.008.796,87 858.954.233,14| ( 16.960.762,67 )
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5.4.2.1.18 Beban Bagi Hasll Rp2.474.916.442,00

Beban transfer tahun 2021 sebesar Rp2.474.916.442,00 merupakan beban transfer
bagi hasil paak dan retribs daerah kepada pemerintah desa, mengalami kenaikan dari
tahun sebelumnya sebesar Rp115.185.386,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.40
Beban Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah
1.486.571.658,00 2.011.460.183,30 524.888.525,30
Kepada Pemerintah Desa ( )
Beban Transfer Bagi Hasll 988.344.784,00 348.270.872,27 640.073.911,73
Retribusi Daerah
Jumlah 2.474.916.442,00 2.359.731.055,57 115.185.386,43
5.4.2.1.18.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Rp1.486.571.658,00

Beban transfer bagi hasil pajak daerah merupakan bagian dari bentuk pengeluaran
Pemerintah Kabupaten Katingan, yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, dan bertujuan meningkatkan
kemampuan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

Adapun beban transfer bagi hasil pgak daerah Tahun 2021 adalah sebesar
Rp1.486.571.658,00 mengalami penurunan sebesar Rp524.888.525,30 dibandingkan dengan
realisas beban transfer bagi hasil pajak daerah Tahun 2020 sebesar Rp2.011.460.183,30 dengan
gambaran sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 5.4.41
Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2021

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 1.486.571.658,00 | 2.011.460.183,30 (524.888.525,30)
Daerah
Jumlah 1.486.571.658,00| 2.011.460.183,30 (524.888.525,30)
5.4.2.1.18.2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 988.344.784,00

Untuk realisasi beban transfer bagi hasil retribusi daerah tahun anggaran 2020 periode 1
Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adal ah sebesar Rp988.344.784,00 mengalami
peningkatan sebesar Rp640.073.911,73.

Tabel 5.4.42
Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2021

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020 Kenaikan/
(Penurunan)
Beban Transfer Bagi Hasil 088,344,784.00 348,270,872.27| 640,073,911.73
Retribusi Daerah
Jumlah 988,344,784.00 348,270,872.27| 640,073,911.73
5.4.2.1.19 Beban Transfer Bantuan Keuangan Rp224.185.222.300,00

Beban Transfer Bantuan K euangan tahun 2021 sebesar Rp224.185.222.300,00 mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.094.736.415,00.
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Beban Transfer bantuan Keuangan terdiri atas Beban Transfer Bantuan Keuangan Antar
Daerah Propins, Bantuan Keuangan ke Daerah Kabupaten/Kota Lainnya, dan Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.43

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2021

dalam rupiah
. Kenaikan/
Uraian Tahun 2021 Tahun 2020
(Penurunan)
Beban Bantuan Keuangan Antar Daerah Propinsi 245.000.000,00 245.000.000,00
Beban Bantuan Keuangan Antar Daerah
Kabupaten/Kota 1.757.500.000,00 1.757.500.000,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau
Kabupaten/Kota ke Desa 222.183.222.300,00 |  224.257.856.298,00 |(  2.074.633.998,00 )
Beban Bantuan Keuangan kepada Parpol - 777.602.417,00 |( 777.602.417,00 )
JUMLAH 224.185.722.300,00 225.280.458.715,00 |( 1.094.736.415,00 )
5.4.3 SurplugDefisit Dari Operasi—LO Rp33.785.488.799,33

Dari perhitungan pendapatan dan beban operasi diperoleh surplus perhitungan sebesar

Rp33.785.488.799,33

5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional yang disajikan dalam |aporan operasional
Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah (Rp8.776.774.250,00)

dengan princian sebagai berikut:

Tabel 5.4.44

(Rp8.776.774.250,00)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian

Tahun 2021

Tahun 2020

Kenaikan/
(Penurunan)

Surplus Penjualan/ Pertukaran/
Pelepasan Aset Non Lancar

40.868.400,00

544.385.024,00

(503.516.624,00)

Surplus Penyelesaian Kew ajiban jangka
Panjang

0,00

0,00

0,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan
Aset Non Lancar

0,00

(745.380.164,15)

745.380.164,15

Defisit Penyelesaian Kew ajiban Jangka
Panjang

(8.817.642.650,00)

(6.090.151.421,14)

(2.727.491.228,86)

Jumlah

(8.776.774.250,00)

(6.291.146.561,29)

(2.485.627.688,71)

5.4.4.1 SurplusPenjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar — LO
Surplus Penjualan Aset Non Lancar yang disajikan dalam |aporan operasional Pemerintah

K abupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp40.868.400,00

5.4.4.2 SurplusPenyelesaian K ewajiban Jangka Panjang
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang yang disaiikan dalam laporan
operasional Pemerintah Kabupaten K atingan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Nihil.

Rp40.868.400,00

Rp0,00
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5.4.43 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar —LO Rp0,00
Surplusdari Kegiatan Non Operasional Lainnyayang disajikan dalam laporan operasional
Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Nihil.

5.4.4.4 Defist Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang Rp8.817.642.650,00

Defisit Penjuaan Aset Non Lancar yang disgjikan dalam laporan operasional Pemerintah
Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah  sebesar
Rp8.817.642.650,00.

5445 Surplus/Defisit Sebelum PosLuar Biasa Rp25.008.714.549,33

Surplug/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa yang disgjikan dalam Laporan Operasiona
Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah Rp25.008.714.549,33.

545 PosLuar Biasa Rp12.234.119.065,49

Pos Luar Biasa terdiri atas Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa yang disgjikan
dalam laporan operasional Pemerintah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021 adalah
sebesar Rp12.234.119.065,49

5.4.5.1 Beban Tak Terduga Rp12.234.119.065,49

Beban Tak Terduga tahun 2021 sebesar Rpl12.234.119.065,49 mengalami penurunan
sebesar Rp16.060.373.966,91 dari tahun sebelumnya.

54.6  SurplugDefist-LO Rp12.774.595.483,84

Perhitungan akhir Laporan Operasiona tahun 2021 mengalami Surplus sebesar
Rp12.774.595.483,84 dengan perhitungan sebagai berikut:

Surplus/Defisit - LO Realisasi TA. 2021

Pendapatan 1.245.633.171.052,67
Beban 1.211.847.682.253,34
Surplus/Defisit Dari Operasi - LO 33.785.488.799,33
Kegiatan Non Operasional 8.776.774.250,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (8.776.774.250,00)
Pos Luar Biasa 12.234.119.065,49
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa (12.234.119.065,49)
Suprlus/Defisit - LO 12.774.595.483,84

55 Penjelasan Akun-Akun Laporan ArusKas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi
penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklassifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan
arus kas bersih selama Tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang
beradadan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kasyang dikuasai BUD
tidak termasuk sisadanayang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
pada PD. Sisa kas di Bendahara PD bak Bendahara Penerimaan maupun Bendahara
Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan
SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut
sisa dana kas di Bendahara PD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan
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akhir Tahun anggaran belum disetor ke BUD. ArusKas Bersih Pemerintah Kabupaten K atingan
TA. 2021 dan TA. 2020 terdiri atas:

Tabel 5.5.1
Laporan Arus Kas
Tahun Anggaran 2021
(dalam Rupiah)
Tahun 2020

Uraian Tahun 2021

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 234.787.570.185,63 182.813.676.039,26

Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Investasi/lnvestasi Non Keuangan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas

(233.184.588.225,36) (144.953.207.233,66)

. 0,00 0,00
Investasi/ Pendanaan
Arus Ka§ Bersih dari Aktivitas 0,00 0,00
Transitoris/Non Anggaran
55.1 ArusKasdari Aktivitas Operas Rp234.787.570.185,63

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operas per 31 Desember 2021 sebesar
Rp234.787.570.185,63 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operas
pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di
masa yang akan datang tanpamengandal kan sumber pendanaan dari luar. Aruskasdari aktivitas
operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

5.5.1.1 ArusKasMasuk Rpl1.224.761.615.445,74
Tabel 5.5.2
Arus Kas Masuk
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

Uraian

Tahun 2021

Tahun 2020

Arus Kas Masuk

Penerimaan Pajak Daerah

14.754.038.100,80

16.919.152.120,00

Penerimaan Retribusi Daerah

3.220.291.235,00

4.354.333.425,00

Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan

9.867.993.171,00

7.738.215.980,00

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah

39.084.801.121,12

31.019.397.571,23

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

32.771.297.626,00

40.792.508.282,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam

82.157.732.981,00

47.991.887.491,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum

625.956.787.000,00

634.091.753.000,00

Penerimaan Dana Alokasi Khusus

195.218.961.394,00

140.134.976.125,00

Penerimaan Dana Penyesuaian

0,00

10.079.243.000,00

Penerimaan Bagi Hasil Pajak

36.411.231.342,82

29.884.994.312,90

Penerimaan Hibah

34.677.655.474,00

34.902.934.369,00

Penerimaan Lainnya

150.640.826.000,00

147.441.003.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas

1.224.761.615.445,74

1.145.350.398.676,13

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rpl.224.761.615.445,74 merupakan

pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Katingan TA. 2021.

5,5.1.2 ArusKasKeuar Rp989.974.045.260,11
Tabel 5.5.3
Arus Kas Keluar
Tahun Anggaran 2021
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(dalam Rupiah)

Uraian

Tahun 2021

Tahun 2020

Belanja Pegaw ai

409.053.422.538,28

451.083.723.763,47

Belanja Barang

266.049.553.823,46

200.995.939.180,83

Belanja Subsidi

1.459.590.100,00

1.416.385.700,00

Belanja Hibah

64.220.930.745,87

23.157.850.000,00

Belanja Bantuan Sosial

9.030.857.525,00

25.198.228.982,00

Belanja Tak Terduga

13.499.051.785,50

33.044.405.240,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

1.486.571.658,00

2.011.460.183,30

Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

988.344.784,00

348.270.872,27

Pembayaran Belanja Transfer Bantuan
Keuangan

224.185.722.300,00

225.280.458.715,00

Jumlah Arus Kas Keluar

989.974.045.260,11

962.536.722.636,87

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp989.974.045.260,11 merupakan

pembayaran  Belanja

Operas  dari  Laporan

Realisasi

Rp763.313.406.518 ditambah Transfer sebesar Rp226.660.638.742,00.
ArusKasBersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp234.787.570.185,63

yang diperoleh dari selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

55.2 Arus Kas dari
(Rp233.184.588.225,36)

Aktivitas

I nvestas/I nvestas

Anggaran  sebesar

Non Keuangan

Saldo Arus Kas Bersh Aktivitas Investas per 31 Desember 2021 defisit sebesar
Rp233.184.588.225,36. Arus kas dari aktivitas Investass mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang
bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus

kas dari aktivitasinvestasi berupa:

5.5.2.1 ArusKasMasuk

Rp110.168.400,00

ArusKas Masuk dari Aktivitas Investas pada TA. 2021 adalah Rp110.168.400,00 yang
diperoleh dari pel epesan/penjualan aset tetap berupa Penjualan atas peralatan dan mesin.

55.2.2 ArusKasKeluar

Rp233.294.756.625,36

Tabel 5.5.4

Arus Kas Keluar
Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

Arus Kas Keluar

Tahun 2021

Tahun 2020

Belanja Modal Tanah

0.00

721,300,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

42,371,889,964.60

42,605,692,336.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

59,853,368,408.95

38,763,843,708.97

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan

115,350,629,751.81

52,673,339,171.69

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

840,868,500.00

3,544,637,621.00

Penyertaan Modal/lnvestasi
Pemerintah Daerah

14,878,000,000.00

7,215,000,000.00

Jumlah Arus Kas Keluar

233,294,756,625.36

145,523,812,837.66
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Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp233.294.756.625,36 merupakan
pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Penyertaan Moda Pemerintah
Daerah.

Arus Kas Besh dai Aktivitas Investas Tahun 2021 defisit sebesar
Rp233.184.588.225,36 selisih dari Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

553  ArusKasdari Aktivitas TransitorigNon Anggaran Rp 0,00
5.5.3.1 ArusKasMasuk Rp0,00
5.5.3.2 ArusKasKeéeuar Rp0,00
554 K enaikan/Penurunan Kas Rp1.602.981.960,27
Dari perhitungan arus kas masuk dan keluar semua aktivitas diketahui terjadi kenaikan kas

sebesar Rp1.602.981.960,27
555  Saldo Awal Kasdi BUD Rp182.256.414.754,83

Saldo Awal Kas di BUD sebesar Rp 182.256.414.754,83 terdiri dari :

Tabel 5.5.5
Saldo Awal Kas di BUD

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Uraian Saldo Awal di BUD Tahun 2021 (Rp)

a Saldo Awal Kas di BUD 172.618.243.382,88
b Saldo Awal Kas di BLUD 4.836.168.077,31
C Saldo Awal Kas Lainnya 4.755.292.697,64
d Kas dibendahara pengeluaran 30.597,00
e Kas dibendahara penerimaan 46.680.000,00

Jumlah 182.256.414.754,83

55.6 Saldo Akhir Kasdi BUD Rp183.862.084.043,10

Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp183.862.084.043,10 terdiri atas:

Tabel 5.5.6

Saldo Akhir Kas di BUD
(dalam Rupiah)

Uraian Tahun 2021 Tahun 2020
Kenaikan/Penurunan Kas 1.602.981.960,27 37.860.468.805,60
Saldo Aw al Kas di BUD 182.256.414.754,83 144.333.845.128,11
gglrde:i::”ambaha”/ Pengurangan 2.687.328,00 62.100.821,12
Koreksi Reklasifikasi Saldo 0,00 0,00
Saldo Akhir Kas di BUD 183.862.084.043,10 182.256.414.754,83

e —
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557 Saldo Akhir Kas
Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp183.862.084.043,11 terdiri atas:

Tabel 5.5.7

Saldo Akhir Kas
Tahun Anggaran 2021

Rp183.862.084.043,11

(dalam Rupiah)

Uraian

Tahun 2021

Tahun 2020

Kenaikan/Penurunan Kas

1.602.981.960,27

37.860.468.805,60

Saldo Aw al Kas di BUD

182.256.414.754,83

144.333.845.128,11

Koreksi Penambahan/Pengurangan Saldo

2.687.328,00

62.100.821,12

Kas

Koreksi Reklasifikasi Saldo Kas 0,00 0,00
Saldo Akhir Kas di BUD 183.862.084.043,10 182.256.414.754,83
Saldo Akhir Kas terdiri dari :

Saldo Akhir Kas di Kasda 171.480.602.731,07 172.618.243.382,88
Saldo Akhir Kas BLUD 9.690.018.018,34 4.836.168.077,31
Saldo Akhir Kas Lainnya 2.691.463.293,70 4.755.292.697,64
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 30.597,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 46.680.000,00

Saldo Akhir

Kas

183.862.084.043,11

182.256.414.754,83

e
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5.6 Penjelasan Akun - Pos Laporan Perubahan Ekuitas (L PE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional

dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasiona pada tahun
pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 EkuitasAwal Rp 3.129.984.721.596,92
Jumlah ekuitas awal sebesar Rp 3.129.984.721.596,92 merupakan saldo ekuitas akhir
tahun 2020.
Tabel 5.6.1
Ekuitas Awal
Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

No Perangkat Daerah Tahun 2021 Tahun 2020 Naik/(Turun)
1 |Dinas Pendidikan 339.276.296.525,51 309.126.307.835,23 30.149.988.690,28
2 |Dinas Kesehatan 115.018.777.673,01 108.090.588.675,23 6.928.188.997,78
3 |BLUD RSUD Mas Amsyar 59.254.017.783,91 51.896.044.731,66 7.357.973.052,25
4 Sg‘riz:j::g:a" Umum, Penataan Ruang dan 1.137.675.794.697,81| 1.334.880.751.352,80| (197.204.956.654,99)
5 E;?:n:li:nmhan’ Kaw asan Pemukiman dan 165.202.147.653,71|  160.785.450.615,83 4.416.697.037,88
6 |Satuan Polisi Pamong Praja 7.118.558.424,02 6.955.025.712,45 163.532.711,57
7 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20.370.244.924,82 13.001.622.084,96 7.368.622.839,86
8 |Dinas Sosial 10.897.382.234,27 11.090.954.008,86 (193.571.774,59)
9 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 10.453.193.884,77 11.072.272.147,30 (619.078.262,53)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
10 |Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 8.057.689.535,60 7.719.840.959,39 337.848.576,21
Berencana

11 |Dinas Lingkungan Hidup 22.751.356.547,24 24.455.152.665,59 (1.703.796.118,35)
12 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.512.803.311,37 5.879.352.457,77 (366.549.146,40)
13 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.616.493.153,97 6.508.998.454,83 107.494.699,14
14 :it';izﬁiom“”ikash Informatika, Persandian dan 41.728.168.530,09 42.510.236.191,01 (782.067.660,92)
15 E,:i;;:éj:ﬂg:iﬁf:ﬁi'::nengah’ 49.727.008.129,40|  49.147.339.689,68 579.668.439,72
16 ::tisﬁiiza”am" Modal dan Pelayanan Terpadu 4.736.546.673,67 4.900.951.583,70 (164.404.910,03)
17 glgifa';zb”dayaan' Pariwisata, Pemuda dan 44.320.141.253,54|  41.463.995.566,08 2.856.145.687,46
18 | Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 75.949.029.832,53 80.246.740.532,49 (4.297.710.699,96)
19 | Sekretariat Daerah 551.948.442.665,97 577.482.158.738,69| (25.533.716.072,72)
20 | Inspektorat Daerah 6.936.343.514,26 7.557.209.383,69 (620.865.869,43)
21 E:ssgmps:;g;‘;maa" Pembangunan, Penelitian dan 24.803.500.654,56 26.594.676.377,09|  (1.791.175.722,53)
22 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 44.096.859.307,42 39.956.573.885,25 4.140.285.422,17
23 ?;P'd(ag)':e”ge""a Keuangan dan Aset Daerah 301.483.002.460,23|  292.988.573.177,08 8.494.429.283,15
24 | Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan 7.447.732.929,43 7.738.172.692,63 (290.439.763,20)
25 | Sekretariat DPRD 28.504.661.481,24 29.784.517.462,25 (1.279.855.981,01)
26 |Kecamatan Katingan Kuala 6.738.129.653,60 6.277.391.463,37 460.738.190,23
27 | Kecamatan Mendaw ai 1.844.189.662,42 1.866.071.881,54 (21.882.219,12)
28 | Kecamatan Kamipang 3.054.402.685,58 3.195.578.867,84 (141.176.182,26)
29 | Kecamatan Tasik Payaw an 1.676.102.115,71 1.813.904.661,85 (137.802.546,14)
30 | Kecamatan Katingan Hilir 4.841.990.570,08 4.320.861.438,64 521.129.131,44
31 | Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 3.014.498.115,14 2.859.398.879,92 155.099.235,22
32 | Kecamatan Pulau Malan 1.632.335.520,72 1.729.948.669,14 (97.613.148,42)
33 | Kecamatan Katingan Tengah 2.257.711.806,07 2.265.864.569,60 (8.152.763,53)
34 | Kecamatan Sanaman Mantikei 1.360.057.890,07 1.458.006.434,52 (97.948.544,45)
35 | Kecamatan Marikit 1.408.394.336,38 1.426.297.398,69 (17.903.062,31)
36 | Kecamatan Katingan Hulu 2.412.764.451,88 1.571.084.469,56 841.679.982,32
37 | Kecamatan Petak Malai 3.536.647.393,92 3.504.677.822,20 31.969.571,72
38 | Kecamatan Bukit Raya 1.128.042.605,91 1.103.176.163,41 24.866.442,50
39 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5.193.261.007,09 5.287.227.225,92 (93.966.218,83)
Jumlah 3.129.984.721.596,92 | 3.290.512.996.927,74 | (160.528.275.330,82)

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

132




Pemerintah Kabupaten Katingan

Catatan Atas Laporan Keuangan (Audited)

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021

5.6.2 SurplugDefisit dari Laporan Operasional (LO)

Rp12.774.595.483,84

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit — LO pada akhir
periode pelaporan senilai Rp12.774.595.483,84.

Tabel 5.6.2

Surplus/Defisit dari Laporan Operasional (LO)

Tahun Anggaran 2021

(dalam rupiah)

Perangkat Daerah

2021

2020

naik/(turun)

Dinas Pendidikan

(270.392.325.684,60)

(258.556.439.624,99)

(11.835.886.059,61)

Dinas Kesehatan

(150.928.436.722,56)

(132.262.378.123,81)

(18.666.058.598,75)

z
WINIFE

BLUD Mas Amsyar

(15.701.097.473,77)

(8.960.459.670,48)

(6.740.637.803,29)

N

Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Perhubungan

(176.984.343.653,71)

(153.558.635.261,34)

(23.425.708.392,37)

o

Dinas Perumahan, Kaw asan
Permukiman dan Pertanahan

(28.770.405.057,12)

(28.684.426.926,16)

(85.978.130,96)

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

(5.951.338.068,51)

(5.478.287.290,38)

(473.050.778,13)

Satuan Polisi Pamong Praja

(14.823.961.988,54)

(12.857.415.656,74)

(1.966.546.331,80)

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

(8.854.584.719,80)

(9.647.309.170,14)

792.724.450,34

o] © [N o

Dinas Sosial

(5.897.478.668,79)

(4.461.358.872,59)

(1.436.119.796,20)

Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja

(5.210.045.837,05)

(4.498.571.581,53)

(711.474.255,52)

11

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

(9.434.577.361,60)

(9.132.003.597,90)

(302.573.763,70)

12

Dinas Lingkungan Hidup

(13.992.584.146,40)

(12.162.427.254,09)

(1.830.156.892,31)

13

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

(5.578.200.824,30)

(5.025.889.183,60)

(552.311.640,70)

14

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

(9.966.658.714,52)

(4.989.232.100,58)

(4.977.426.613,94)

15

Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik

(8.917.120.995,74)

(8.312.562.032,30)

(604.558.963,44)

16

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian

(6.804.363.600,63)

(6.301.440.626,28)

(502.922.974,35)

17

Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan, Olahraga dan
Pariw isata

(10.738.416.420,60)

(7.047.613.278,47)

(3.690.803.142,13)

18

Dinas Pertanian, Pangan dan
Perikanan

(19.839.657.334,55)

(15.127.461.142,95)

(4.712.196.191,60)

19

Dew an Perw akilan Rakyat
Daerah

(11.412.124.510,00)

11.412.124.510,00

20

Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

(540.999.072,00)

540.999.072,00

21

Sekretariat Daerah

(51.157.895.226,66)

(53.667.248.755,45)

2.509.353.528,79

22

Sekretariat DPRD

(30.821.261.493,59)

(15.653.610.681,32)

(15.167.650.812,27)

23

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(5.341.376.349,30)

(4.257.652.705,31)

(1.083.723.643,99)

24

Kecamatan Katingan Kuala

(4.076.997.403,61)

(3.523.724.306,97)

(553.273.096,64)

25

Kecamatan Kamipang

(2.905.109.905,39)

(2.616.405.336,49)

(288.704.568,90)

26

Kecamatan Tasik Payaw an

(2.781.365.150,43)

(2.555.841.857,14)

(225.523.293,29)

27

Kecamatan Katingan Hilir

(5.390.342.677,87)

(4.550.374.786,23)

(839.967.891,64)

28

Kecamatan Tew ang Sangalang
Garing

(3.908.456.499,86)

(4.005.660.034,07)

97.203.534,21

29

Kecamatan Pulau Malan

(3.243.919.411,87)

(3.191.656.016,74)

(52.263.395,13)

30

Kecamatan Katingan Tengah

(4.694.958.080,07)

(4.685.332.912,09)

(9.625.167,98)

31

Kecamatan Sanaman Mantikei

(2.368.950.583,86)

(2.157.523.733,45)

(211.426.850,41)

32

Kecamatan Marikit

(2.300.535.095,57)

(2.143.382.933,15)

(157.152.162,42)

33

Kecamatan Katingan Hulu

(3.589.531.102,16)

(2.915.005.099,06)

(674.526.003,10)

34

Kecamatan Mendaw ai

(2.401.838.479,34)

(2.184.424.903,12)

(217.413.576,22)

35

Kecamatan Bukit Raya

(1.881.828.050,60)

(1.577.805.416,38)

(304.022.634,22)

36

Kecamatan Petak Malai

(1.786.747.361,43)

(1.853.332.538,84)

66.585.177,41

37

Inspektorat Kabupaten

(9.171.419.190,38)

(7.789.441.964,95)

(1.381.977.225,43)

38

Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan

(18.564.226.280,95)

(8.792.955.403,72)

(9.771.270.877,23)

39

Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah

17.921.719.636,13

45.225.805.259,05

(27.304.085.622,92)

40

Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (PPKD)

927.791.346.765,36

762.337.113.345,59

165.454.233.419,77

41

Badan Kepegaw aian,
Pendidikan dan Pelatihan

(7.766.115.301,92)

(6.045.704.883,83)

(1.720.410.418,09)

Jumlah

12.774.595.483,84

(25.621.200.640,00)

38.395.796.123,84
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5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan K ebijakan/K esalahan M endasar
Dampak Kumulatif Perubahan K ebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai

berikut :
5.6.3.1 Koreks Nilai Persediaan (Rp128.341.100,00)
Koreksi Nilai Persedian senilai (Rp128.341.100,00) disebabakan oleh:
a. Koreks Persediaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Rp44.652.000,00

Penambahan Penambahan 4 (empat) ekor Anak Sapi hasil Pengembangbiakan di
Pembibitan di Kec Tewang Sanggalang Garing dan Penambahan Bibit Sawit Ganda di
Pembibitan Kec Tewang Sanggalang Garing.

b. Koreks Persediaan Obat BLUD RSUD Mas Amsyar (Rp172.993.100,00)
Koreksi atas kelebihan pengungkapan atas saldo akhir persediaan Obat-obatan tahun
2020 pada BLUD RSUD Mas Amsyar.

5.6.3.2 Sdisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp0,00 karenatidak ada dilakukan reval uasi atas aset
tetap Pemerintah Kabupaten Katingan.

5.6.3.3 Koreks EkuitasLainnya (Rp251.982.409.794,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya senilai (Rp251.982.409.794,00) yang disebabkan ol eh:
a  Koreksi Akumulasi Penyusutan (Rp226.374.528.287,59)

Koreksi Atas Metode Perhitungan Beban Akumulasi Penyusutan perubahan dari
perhitungan harian menjadi perhitungan Tahunan berdasarkan (Peraturan Bupati
Katingan No 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah
Berupa Aset Tetap Tanggal 24 Desember 2021).

b. Koreks Pencatatan Bandara Tumbang Samba (Rp30.000.000.000,00)
Koreksi Atas Pencatatan Bandara Tumbang Samba Y ang merupakan Aset Provins
Kalimantan Tengah.

c. Koreks Investasi Permanen (Rp4.934.342.334,42)
Koreksi Investasi Permanen sebesar Rp4.934.342.334,42, tediri dari Koreksi Saldo
Awal Investasi Permanen PDAM sebesar Rp3.207.681.010,26 dan Koreksi Saldo
Awal Investas Permanen PT. KMP sebesar Rp1.726.661.324,16.

d. Koreks Saldo Awa KasBOS Rp2.687.328,01
Jurnal Koreksi Saldo Awal Kas BOS REGULER Tahun 2021.

e. Koreks Piutang BLUD Rp9.145.346.700,00
Koreksi Saldo Awal Piutang BLUD sesuai Laporan Keuangan BLUD.

f.  Koreks Tanah pada Sekretariat Dagerah Rp144.230.000,00

Koreksi penambahan nilai Aset Tanah Hasil Inventarisasi Tanah Rumah Jabatan yang
belum tercatat, berdasarkan keputusan Bupati Katingan Nomor 020/693 tanggal 30
desember tahun 2021 Tentang Penetapan Status Barang Milik Daerah Berupa Tanah
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten K atingan.

g. Koreks Tanah pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Rp7.636.800,00
Koreksi penambahan nilai Aset Tanah Hasil Inventarisasi Tanah Kantor BPP Kec.
Katingan Tengah yang belum tercatat, berdasarkan keputusan Bupati Katingan
Nomor 020/691 tanggal 30 desember tahun 2021 Tentang Penetapan Status Barang
Milik Daerah Berupa Tanah Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten
Katingan.

h. Koreks Tanah pada RSUD Mas Amsyar Rp26.560.000,00
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Koreks penambahan nilai Aset Tanah Hasil Inventarisasi Tanah Bangunan Tempat
Tinggal yang belum tercatat, berdasarkan keputusan Bupati Katingan Nomor 020/689
tanggal 30 desember tahun 2021 Tentang Penetapan Status Barang Milik Daerah
Berupa Tanah Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan K abupaten Katingan.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Tabel 5.6.13
Ekuitas Akhir
Tahun Anggaran 2021

Rp2.890.648.566.186,76
Ekuitas akhir senilai Rp2.890.648.566.186,76 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No Perangkat Daerah 2021 2020 naik/(turun)
1 |Dinas Pendidikan 336.788.489.181,80 50.573.287.826,03 286.215.201.355,77
2 |Dinas Kesehatan 151.453.120.248,89 (24.151.382.432,62) 175.604.502.681,51
3 |BLUD Mas Amsyar 64.854.901.595,29 43.074.638.316,18 21.780.263.279,11
4 |Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 923.682.622.687,21 1.084.209.293.691,47| (160.526.671.004,26)
Perhubungan
5 |Dinas Perumahan, Kaw asan Permukiman dan 178.420.181.127,82 132.039.517.665,28 46.380.663.462,54
Pertanahan
6 |Satuan Polisi Pamong Praja 7.086.927.282,25 (5.904.793.687,30) 12.991.720.969,55
7 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.002.026.592,25 3.354.312.914,82 6.647.713.677,43
8 |Dinas Sosial 10.627.571.334,39 6.629.595.136,27 3.997.976.198,12
9 |Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 9.934.158.839,45 6.573.700.565,77 3.360.458.273,68
10 |Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 8.722.405.837,15 (1.424.503.666,10) 10.146.909.503,25
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11 |Dinas Lingkungan Hidup 28.325.721.488,91 12.267.909.508,04 16.057.811.980,87
12 |Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.083.126.910,66 945.364.602,37 4.137.762.308,29
13 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.984.153.221,68 1.498.769.004,53 2.485.384.217,15
14 |Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 10.364.252.991,50 34.192.239.737,09 (23.827.986.745,59)
15 |Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan 48.789.751.693,66 42.882.683.370,97 5.907.068.322,69
dan Perindustrian
16 |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 4.500.312.269,43 643.298.878,39 3.857.013.391,04
17 Ei:taus Kebudayaan, Pariw isata, Pemuda dan Olahraga 47.308.196.705,64 35.510.287.952,54 11.797.908.753,10
18 |Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 74.658.668.447,98 65.110.431.562,98 9.548.236.885,00
19 |Dew an Perw akilan Rakyat Daerah 0,00 (11.412.124.510,00) 11.412.124.510,00
20 |Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 (540.999.072,00) 540.999.072,00
21 |Sekretariat Daerah 538.368.036.130,98 523.643.043.608,36 14.724.992.522,62
22 |Inspektorat Daerah 6.421.239.805,73 (233.244.514,62) 15.083.628.796,52
23 |Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 14.635.963.527,30 17.825.197.007,87 (3.189.233.480,57)
Pengembangan
24 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 36.700.833.713,81 85.602.199.144,30 (48.901.365.430,49)
25 |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 293.406.364.774,35 1.016.054.465.025,80] (722.648.100.251,45)
26 |Badan Kepegaw aian, Pendidikan dan Pelatihan 8.242.998.992,71 1.660.538.237,43 6.582.460.755,28
27 |Sekretariat DPRD 29.211.415.295,74 14.127.786.499,22 3.961.925.224,27
28 |Kecamatan Katingan Kuala 6.715.510.278,87 2.753.585.054,60 2.346.409.217,93
29 |Kecamatan Mendaw ai 1.790.520.428,57 (318.353.021,58) 1.538.679.716,29
30 |Kecamatan Kamipang 2.924.371.636,94 577.962.419,01 2.341.328.248,15
31 |Kecamatan Tasik Payaw an 1.599.391.052,86 (741.937.195,29) 5.465.322.591,00
32 |Kecamatan Katingan Hilir 5.233.835.129,51 (231.487.461,49) 4.274.116.410,20
33 |Kecamatan Tew ang Sangalang Garing 3.127.285.307,34 (1.146.831.102,86) 2.986.860.752,42
34 |Kecamatan Pulau Malan 1.523.138.353,11 (1.463.722.399,31) 4.513.327.741,79
35 |Kecamatan Katingan Tengah 2.093.016.928,90 (2.420.310.812,89) 1.958.494.492,93
36 |Kecamatan Sanaman Mantikei 1.258.977.194,00 (699.517.298,93) 2.019.182.753,89
37 |Kecamatan Marikit 1.302.097.219,43 (717.085.534,46) 3.413.422.536,73
38 |Kecamatan Katingan Hulu 2.069.493.693,90 (1.343.928.842,83) 2.108.873.450,15
39 |Kecamatan Petak Malai 3.484.751.263,43 1.651.036.598,92 6.654.484.320,35
40 |Kecamatan Bukit Raya 1.063.598.158,36 (475.081.557,93) 1.833.714.664,51
41 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.889.138.844,96 (191.119.621,11) 5.080.258.466,07
Jumlah 2.890.648.566.186,76]  3.129.984.721.596,92| (239.336.155.410,16)

e
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VI.

PENJELASAN ATASINFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1

Kegiatan Majelis TP/TGR Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021

6.1.1 Aktivitas Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau
bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu
kerugian yang dideritaoleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari
suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau melalaikan
kewagjiban yang dibebankan kepadanya dalam pel aksanaan tugasnya.

Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun
2018 tentang Pedoman pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kaupaten K atingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 49 Tahunj 2018 tentang
Standar Operrasional Prosedur Tugas Magjelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan untuk memproses kerugian daerah.

Atas dasar Peraturan Bupati Katingan tersebut Maelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi melakukan beberapa kali pemanggilan dan
persidangan terhadap beberapa orang terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi.

Dari proses pemanggilan dan pelaksanaan sidang yang telah dilakukan Magjelis
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Katingan dapat
dihasilkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan terdapat pula beberapa
kasus yang telah diselesaikan dengan melakukan pembayaran atas kerugian Daerah tersebut
kemudian akan dilakukan penghapusan beberapa item kerugian daerah dari daftar piutang
daerah, telah dilaksanakan pula rekonsilias atas beberapa kasus Tuntutan Perbendaharaan
maupun Tuntutan Ganti Rugi pada Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Inspektorat
Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya didukung dengan menyajikan bukti pendukung.

Adapun aktivitas Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Katingan dapat dilihat
sebagal berikut :

Tabel 6.1.1
Daftar Aktivitas TP/TGR

Kabupaten Katingan Tahun 2021
(dalam Rupiah)

No. Nama Jum_l_ah Jumlah . . Sisa Keterangan
Kewajiban Pengembalian Lebih/(Kurang)
3 |YTK 64.115.000,00 37.057.500,00 (27.057.500,00) Proses Angsuran
S
MDS
5 [SY 129.118.151,00 0,00 (129.118.151,00)| Proses Lelang Jaminan
6 |ABD 609.473.003,00 0,00| (609.473.003,00) Proses Sidang
8 |DD 12.000.000,00 0,00/ (12.000.000,00) Proses Angsuran
9 |JL 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Lunas

Untuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang diterbitkan selama
Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten
Katingan sampai Tahun 2020 dapat disgjikan sebagai berikut:
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6.2

6.3

Tabel 6.1.2
Daftar Terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJIM)
Tahun 2021
(dalam Rupiah)
Saldo Awal/ Jumlah
No. Nama Pengembalian | Pengembalian s/d Saldo Keterangan
di Tahun 2020 di Tahun 2020
1 P 73.556.768,00 73.556.768,00 0,00{ Usulan Proses Penghapusan
2 DD 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 Proses Setoran
3 JL 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Lunas
Jumlah 92.556.768,00 73.556.768,00 19.000.000,00

Barang Ekstrakomtabel (Extracomptable)

Penerapan dari Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kapitalisas
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten K atingan, maka pencatatan barang-barang (selain barang
persediaan) yang nilai satuannya berada di bawah batasan nilai kapitalisasi dilakukan terpisah
dengan pencatatan barang yang menjadi aset tetap daerah.

Pada tahun 2021 ini, barang-barang yang nilai satuannya berada di bawah batasan nilai
kapitalisasi, baik itu yang bersumber dari redlisas belanja tahun berkenaan maupun sumber-
sumber lain dikeluarkan dari pencatatan/pembukuan aset tetap daerah dan dibukukan dalam
daftar barang ekstra komptabel (Extraomptable).

Jumlah barang-barang Exstrakomptabel per 31 Desember 2021 sebesar
Rp840.702.948,00 tidak dimasukkan kedalam perhitungan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, akan tetapi tetap dilaporkan dalam Laporan Barang Milik Daerah.

Penerapan Interpretas Standar Akuntans Pemerintah (ISAP) No. 02 tentang
Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negar a/Daer ah

6.3.1 Penerapan Interpretasi Standar Akuntans Pemerintah (I SAP) No. 02

Interpretas Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02, Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran (TA) 2020 disgikan bahwa, pengakuan pendapatan
ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai
salah satu tempat penampungannya. Oleh karenaitu, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada
saat diterima pada RKUD perlu diinterpretasikan sehingga pendapatan sesuai PSAP di atas
mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah

dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara
penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

3. Pendapatan yang diterimaoleh satker/PD dan digunakan langsung tanpadisetor ke RKUD,

dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai
pendapatan daerah;

4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk

mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya
kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;

5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar Pemerintah berdasarkan otoritas yang

diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
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Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Biaya Non Personalia adalah
biaya untuk bahan atau peralatan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung
berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain, namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan
investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.
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PENUTUP

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Tahun Anggaran 2021 yang di susun menjadi laporan Keuangan Tahunan, setelah
melalui perhitungan yang terperinci dan cross check silang antara instansi-instansi terkait
semoga tidak ada yang terlewatkan dalam perhitungan anggaran ini. Catatan atas Laporan
Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, baik
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pel aksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pel aksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2021.

Kita maklumi bahwa perhitungan anggaran ini merupakan realita dari kebijakan dan
Peraturan yang sudah ditentukan melalui penetapan/pengesahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan tersebut selain ditujukan untuk memenuhi ketentuan yang
diamanatkan oleh Undang-Undang juga merupakan suatu kewajiban Pemerintah Daerah
kepada rakyat melalui wakil-wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sehingga dengan demikian rakyat didaerah ini dapat mengetahui sampai sejauh mana dana
yang bersumber dari rakyat telah dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat itu
sendiri sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan anggaran tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan dan
keterbatasan sehingga belum semua rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diwujudkan, walaupun untuk itu Pemerintah telah
berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mewujudkan rencana tersebut
sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Daerah,
baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat teknis operasional.

Atas landasan berpikir tersebut, harapan bersama kiranya Perhitungan Anggaran ini
dapat memperoleh penilaian lebih baik dari tahun kemarin serta mendapat persetujuan dari
Dewan Yang Terhormat dalam waktu singkat menjadi Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten K atingan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2021 beserta Catatan Atas Laporan Keuangan digjukan kepada Dewan Yang
Terhormat, dimana sebelum Laporan Keuangan ini disusun, kami memperoleh saran-saran
yang bermanfaat dari berbagai pihak.

Permasal ahan-permasalahan yang kemungkinan memerlukan penjelasan lebih lanjut
dan atau belum cukup jelas dapat diberikan penjelasan sepenuhnya dalam Rapat Kerja
Pemerintah dan Dewan Y ang Terhormat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan penghargaan yang
sebesar-besarnya dan ucapkan banyak terimakasih. Sekian.

BUPATI KATINGAN,

/22778

SAKARIYAS
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